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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 

atas rahmat-Nya buku berjudul "Kearifan Lokal dan Budaya Nusantara 

sebagai Kekuatan Bangsa" ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. 

Indonesia adalah laboratorium budaya terbesar di dunia. Setiap jengkal 

tanahnya menyimpan filosofi, setiap tutur katanya mengandung nilai moral, 

dan setiap tradisinya mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, 

dan pencipta. Namun, tantangan modernisasi menuntut kita untuk lebih dari 

sekadar "menjaga". Kita ditantang untuk mengadaptasi, menginovasi, dan 

mengomunikasikan nilai-nilai lokal tersebut agar tetap relevan di panggung 

global. 

Buku ini disusun dengan semangat untuk menjembatani kearifan masa 

lalu dengan peluang masa depan. Penulis berusaha memotret berbagai 

dimensi budaya—mulai dari aspek etika, ekonomi kreatif, konservasi 

lingkungan, hingga pariwisata berbasis komunitas—untuk menunjukkan 

bahwa budaya Nusantara adalah aset strategis pembangunan bangsa. 

Penulis menyadari bahwa perjalanan melestarikan budaya bukanlah tugas 

individu, melainkan kerja kolaboratif. Oleh karena itu, buku ini ditujukan bagi 

para akademisi, praktisi budaya, pelaku industri kreatif, pembuat kebijakan, 

dan terutama generasi muda yang akan menjadi pemegang tongkat estafet 

keberlanjutan identitas bangsa. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi dan 

kontribusi dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, karya sederhana ini 

dapat memantik diskusi lebih luas, menumbuhkan rasa bangga, dan 

mendorong aksi nyata bagi kemajuan Nusantara. 

Selamat membaca. 
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BAB 1 
MEMAHAMI NILAI DASAR KEARIFAN LOKAL 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis, 

adalah mozaik budaya yang kaya. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi 

yang tak terhindarkan, kekayaan ini seringkali tereduksi menjadi sekadar objek 

pariwisata atau artefak sejarah. Namun, jauh di lubuk setiap komunitas, 

terdapat sistem nilai, pengetahuan, dan praktik yang telah teruji zaman, yang 

dikenal sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal bukan sekadar peninggalan masa 

lalu, melainkan fondasi etika, moralitas, dan keberlanjutan yang relevan 

hingga saat ini. Bab ini bertujuan untuk menyusun landasan teoretis yang 

kokoh mengenai kearifan lokal, membedakannya dari konsep-konsep terkait, 

mengklasifikasikan jenis-jenisnya, dan menyajikan contoh-contoh regional 

yang kaya dari Nusantara. Lebih lanjut, bab ini akan menganalisis peran krusial 

kearifan lokal sebagai fondasi etika dan moralitas komunitas, serta 

mengidentifikasi tantangan modernisasi terhadap pelestarian tradisi asli, 

sembari menawarkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Dengan 

demikian, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah 

kekuatan bangsa yang esensial, bukan hanya untuk identitas, tetapi juga untuk 

pembangunan berkelanjutan dan kohesi sosial. 

 

A. Definisi dan Jenis-jenis Kearifan Lokal (Sistem Nilai, Tradisi, Ritual) 

Kearifan lokal adalah konsep multidimensional yang seringkali tumpang 

tindih dengan terminologi lain. Untuk memahami esensinya, penting untuk 

mendalami definisi, membedakan konsep-konsep terkait, dan 

mengklasifikasikan wujudnya. Seringkali, terdapat kesalahpahaman yang 

meluas dalam penggunaan istilah "kearifan lokal," "pengetahuan lokal," dan 

"kecerdasan lokal." Padahal, ketiga konsep ini memiliki karakteristik dan 

implikasi yang tidak selalu identik. Meskipun sering digunakan secara 

bergantian, "kearifan lokal," "pengetahuan lokal," dan "kecerdasan lokal" 

memiliki nuansa makna yang berbeda, yang penting untuk dipahami dalam 

konteks akademik. 

1. Kearifan Lokal (Local Wisdom) 

Konsep ini merujuk pada nilai-nilai, norma, etika, dan filosofi hidup 

yang dipegang teguh oleh suatu komunitas secara turun-temurun, yang 
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membimbing perilaku dan keputusan mereka dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial dan alam. Kearifan lokal bersifat lebih abstrak dan 

normatif, berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual. Ia 

mencerminkan pemahaman mendalam tentang keseimbangan hidup dan 

keberlanjutan. Misalnya, konsep Tri Hita Karana di Bali bukan hanya 

pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga sebuah kearifan tentang 

bagaimana manusia harus hidup harmonis dengan Tuhan, sesama, dan 

alam (Wirawan, 2011). 

2. Pengetahuan Lokal (Local Knowledge) 

Ini adalah akumulasi informasi, fakta, dan keterampilan praktis yang 

diperoleh suatu komunitas melalui pengalaman empiris dan observasi 

selama berabad-abad dalam lingkungan spesifik mereka. Pengetahuan 

lokal bersifat lebih konkret dan aplikatif, seringkali terkait dengan teknik 

pertanian tradisional, pengobatan herbal, navigasi, atau pengelolaan 

sumber daya alam. Contohnya adalah pengetahuan masyarakat adat 

Dayak tentang jenis-jenis tumbuhan hutan yang dapat digunakan sebagai 

obat atau bahan pangan (Suryadarma & Sudarsono, 2013). Pengetahuan 

ini biasanya diturunkan secara lisan atau melalui praktik langsung. 

3. Kecerdasan Lokal (Local Genius) 

Istilah ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh H.J. de Graaf, 

mengacu pada kemampuan adaptif dan kreatif suatu kelompok etnis 

dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial mereka, yang 

menghasilkan inovasi unik dan solusi orisinal. Kecerdasan lokal adalah 

kapasitas untuk berinovasi dan beradaptasi, seringkali termanifestasi 

dalam bentuk teknologi tradisional, arsitektur vernakular, atau sistem 

sosial yang kompleks. Ini adalah "roh" atau "daya cipta" yang 

memungkinkan suatu budaya untuk bertahan dan berkembang. Misalnya, 

sistem subak di Bali menunjukkan kecerdasan lokal dalam mengelola 

irigasi yang kompleks dan adil (Lansing, 1991). 

Perbedaan utama terletak pada fokusnya: kearifan lokal pada nilai dan etika, 

pengetahuan lokal pada informasi dan keterampilan, dan kecerdasan lokal 

pada kapasitas inovatif dan adaptif. Ketiganya saling terkait dan seringkali 

merupakan manifestasi dari satu sama lain dalam konteks budaya yang utuh. 

Kearifan lokal dapat diklasifikasikan berdasarkan cara ia diwujudkan dan 

ditransmisikan dalam masyarakat. Klasifikasi ini membantu kita memahami 

keragaman bentuk dan fungsinya. 
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1. Kearifan Lokal Berbentuk Tulisan/Tekstual 

Ini adalah kearifan yang didokumentasikan dalam bentuk naskah 

kuno, prasasti, lontar, kitab, atau catatan tertulis lainnya. Bentuk ini 

memungkinkan transmisi lintas generasi yang lebih stabil dan terhindar 

dari distorsi lisan. Contohnya termasuk Serat Centhini atau Kakawin 

Sutasoma di Jawa yang mengandung ajaran moral dan filosofis, serta 

Lontara di Sulawesi Selatan yang memuat hukum adat dan silsilah 

(Kusumawati, 2018). Naskah-naskah ini seringkali menjadi rujukan utama 

bagi para tetua adat atau cendekiawan lokal. 

2. Kearifan Lokal Berbentuk Lisan/Narasi 

Sebagian besar kearifan lokal di Indonesia diturunkan secara lisan 

melalui cerita rakyat, mitos, legenda, pepatah, pantun, atau nyanyian. 

Bentuk ini sangat dinamis dan adaptif, namun juga rentan terhadap 

perubahan seiring waktu. Contohnya adalah paseng atau pappaseng 

(nasihat) dalam masyarakat Bugis-Makassar, petuah dalam masyarakat 

Melayu, atau dongeng dan legenda yang mengandung pesan moral dan 

etika (Sibarani, 2014). Transmisi lisan seringkali terjadi dalam konteks 

keluarga, komunitas, atau upacara adat. 

3. Kearifan Lokal Berbentuk Tindakan/Ritual 

Ini adalah kearifan yang termanifestasi dalam praktik sehari-hari, 

upacara adat, ritual keagamaan, sistem pengelolaan sumber daya, atau 

hukum adat. Bentuk ini menekankan pada tindakan kolektif dan partisipasi 

komunitas. Contohnya adalah subak di Bali sebagai sistem irigasi 

komunal, sasi di Maluku sebagai sistem pengelolaan sumber daya laut, 

atau berbagai upacara panen yang mencerminkan rasa syukur dan 

hubungan harmonis dengan alam (Keraf, 2010). Ritual seringkali menjadi 

sarana untuk memperkuat identitas komunal dan menghidupkan kembali 

nilai-nilai luhur. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita eksplorasi 

beberapa contoh kearifan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. 

1. Sistem Nilai (Jawa/Bali) 

Tri Hita Karana (Bali) - filosofi hidup masyarakat Bali ini adalah salah 

satu contoh paling menonjol dari kearifan lokal yang berorientasi pada 

keseimbangan. Tri Hita Karana secara harfiah berarti "tiga penyebab 

kebahagiaan," yang meliputi hubungan harmonis antara manusia dengan 

Tuhan (Parhyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia 

dengan alam (Palemahan). Dalam praktiknya, filosofi ini memandu segala 
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aspek kehidupan masyarakat Bali, mulai dari arsitektur rumah, tata kota, 

sistem pertanian subak, hingga upacara keagamaan. Misalnya, dalam 

subak, pembagian air diatur berdasarkan prinsip keadilan dan 

musyawarah, mencerminkan harmoni Pawongan, sementara upacara 

Ngusaba Desa atau Tumpek Uduh menunjukkan penghargaan terhadap 

alam (Palemahan) dan rasa syukur kepada Tuhan (Parhyangan) (Picard, 

2011). 

Falsafah Hidup Jawa (Sangkan Paraning Dumadi) - Falsafah ini 

adalah inti dari pandangan hidup masyarakat Jawa, yang secara harfiah 

berarti "asal dan tujuan penciptaan." Ini adalah refleksi mendalam tentang 

eksistensi manusia, dari mana ia berasal (Tuhan/asal mula), mengapa ia 

ada di dunia (menjalani takdir dan mencari kesempurnaan), dan ke mana 

ia akan kembali (kembali kepada Tuhan). Falsafah ini mengajarkan 

kesadaran akan asal-usul ilahi, pentingnya menjalani hidup dengan penuh 

tanggung jawab, kesabaran (narima ing pandum), dan upaya untuk 

mencapai keselarasan batin (manunggaling kawula Gusti). Dalam 

kehidupan sehari-hari, ini termanifestasi dalam sikap hormat kepada 

orang tua, gotong royong, dan kesederhanaan (Magnis-Suseno, 2005). 

2. Tradisi dan Hukum Adat (Sumatra/Kalimantan) 

Sistem Marga (Batak) - masyarakat Batak di Sumatra Utara memiliki 

sistem kekerabatan patrilineal yang kuat berdasarkan marga. Marga bukan 

hanya sekadar nama keluarga, tetapi juga identitas sosial, penentu status, 

dan panduan dalam interaksi sosial, terutama dalam perkawinan dan 

upacara adat. Sistem ini mengatur hubungan antar individu dan kelompok, 

memastikan solidaritas, dan menjadi dasar bagi hukum adat yang 

mengatur warisan, penyelesaian sengketa, dan tata krama. Misalnya, 

dalam upacara perkawinan adat Batak, peran masing-masing marga 

(mempelai pria, mempelai wanita, dan hula-hula atau keluarga pemberi 

istri) sangat jelas dan saling melengkapi (Vergouwen, 2004). 

Hukum Adat Dayak terkait Tata Kelola Hutan - masyarakat Dayak di 

Kalimantan memiliki hukum adat yang sangat terintegrasi dengan 

pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan. Mereka memiliki 

konsep tanah ulen atau hutan adat yang diatur dengan ketat, di mana 

terdapat zona-zona yang boleh dieksploitasi dan zona-zona yang 

dilindungi sebagai hutan keramat atau sumber mata air. Hukum adat ini 

mencakup sanksi bagi pelanggar, serta ritual-ritual yang menjaga 

keseimbangan ekologis. Misalnya, praktik tana' ulen pada masyarakat 
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Dayak Kenyah di Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana hutan 

dikelola secara berkelanjutan, dengan pembatasan penebangan dan 

perburuan untuk menjaga kelestarian (Colfer & Byron, 2001). 

3. Ritual (Indonesia Timur) 

Ritual Rambu Solo (Toraja) - Rambu Solo adalah upacara 

pemakaman adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang sangat kompleks 

dan memakan waktu serta biaya besar. Ritual ini bukan sekadar 

menguburkan jenazah, melainkan proses panjang untuk mengantar arwah 

orang yang meninggal ke alam baka dan menegaskan status sosial 

keluarga yang ditinggalkan. Rambu Solo melibatkan penyembelihan 

hewan kurban (kerbau dan babi), tarian adat, dan berbagai prosesi 

simbolis yang bisa berlangsung berhari-hari. Melalui ritual ini, masyarakat 

Toraja tidak hanya menghormati leluhur tetapi juga memperkuat ikatan 

kekerabatan dan identitas budaya mereka (Volkman, 1985). 

Ritual Sasi (Maluku) - Sasi adalah sistem pengelolaan sumber daya 

alam tradisional yang ditemukan di Maluku dan beberapa wilayah 

Indonesia Timur lainnya. Ritual ini melibatkan penutupan sementara area 

tertentu (laut, hutan, atau kebun) dari eksploitasi untuk memungkinkan 

sumber daya pulih. Setelah periode sasi berakhir, sumber daya dapat 

dipanen secara bersama-sama. Proses sasi diumumkan melalui ritual 

adat yang melibatkan tetua adat dan masyarakat, dengan sanksi adat bagi 

pelanggar. Sasi adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal 

berkontribusi pada konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya 

(Thorburn, 2000). 

 

B. Peran Kearifan Lokal sebagai Fondasi Etika dan Moralitas Komunitas 

Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga 

sebagai kerangka kerja etika dan moral yang kuat, membentuk perilaku 

individu dan kolektif dalam suatu komunitas. Kearifan lokal seringkali 

mengandung prinsip-prinsip etika yang dapat dianalisis melalui lensa teori 

etika Barat, seperti deontologi dan utilitarianisme, meskipun dengan nuansa 

yang khas. 

1. Deontologi (Etika Kewajiban) 

Banyak kearifan lokal beroperasi berdasarkan prinsip deontologis, di 

mana tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan kepatuhannya 

terhadap aturan, norma, atau kewajiban yang telah ditetapkan secara 

turun-temurun, tanpa terlalu mempertimbangkan konsekuensinya. 
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Misalnya, dalam sistem marga Batak, ada kewajiban mutlak untuk 

menghormati hula-hula (keluarga pemberi istri) dan mengikuti prosedur 

adat dalam perkawinan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dianggap 

salah secara moral, terlepas dari hasil akhirnya. Kewajiban untuk menjaga 

keharmonisan dengan alam dalam Tri Hita Karana juga bersifat 

deontologis, di mana ada "perintah" untuk tidak merusak alam (Wirawan, 

2011). Prinsip-prinsip ini membentuk mekanisme self-control yang kuat, 

di mana individu merasa terikat oleh "aturan main" yang telah disepakati 

bersama, seringkali diyakini berasal dari leluhur atau kekuatan ilahi. 

2. Utilitarianisme (Etika Konsekuensi) 

Di sisi lain, beberapa aspek kearifan lokal juga menunjukkan elemen 

utilitarianisme, di mana tindakan dinilai berdasarkan kemampuannya 

untuk menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak atau 

untuk menjaga keberlanjutan komunitas. Sistem sasi di Maluku adalah 

contoh klasik. Penutupan area penangkapan ikan atau hutan sementara 

waktu mungkin membatasi keuntungan individu dalam jangka pendek, 

tetapi secara kolektif menghasilkan manfaat jangka panjang berupa 

kelestarian sumber daya yang dapat dinikmati oleh seluruh komunitas 

(Thorburn, 2000). Dalam konteks penyelesaian konflik, kearifan lokal 

seringkali mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan menjaga 

keharmonisan sosial, seperti musyawarah untuk mufakat yang bertujuan 

mencapai kebaikan bersama daripada sekadar menentukan siapa yang 

benar atau salah. 

Mekanisme self-control dalam kearifan lokal diperkuat oleh rasa malu (isin 

dalam Jawa, siri' dalam Bugis-Makassar) jika melanggar norma, serta 

keyakinan akan sanksi spiritual atau adat. Dalam penyelesaian konflik, 

kearifan lokal seringkali menggunakan pendekatan mediasi oleh tetua adat, 

yang berupaya memulihkan hubungan sosial dan menjaga keutuhan 

komunitas, bukan hanya menghukum pelanggar (Maryani & Martani, 2013). 

Kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menjadi penawar terhadap 

berbagai isu moral kontemporer. Sebagai contoh nyata, prinsip-prinsip adat 

seperti Pela Gandong di Maluku atau Malau di Mentawai menunjukkan 

bagaimana kearifan lokal dapat menjadi respons adaptif terhadap isu-isu 

moral kontemporer seperti korupsi atau ketidakadilan sosial. Mekanisme 

tradisional ini, yang berakar pada nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, dan 

keadilan komunal, menyediakan kerangka kerja untuk menjaga harmoni sosial 

dan menegakkan etika dalam masyarakat. Dengan menekankan tanggung 
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jawab bersama dan sanksi sosial, sistem-sistem ini secara efektif mendorong 

transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi resolusi konflik yang adil, 

sehingga mampu mengisi kekosongan yang mungkin tidak terjangkau oleh 

sistem hukum formal (Hasan, 2017). 

1. Prinsip Malau di Mentawai 

Masyarakat Mentawai di Sumatra Barat memiliki prinsip Malau yang 

menekankan pada kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Malau adalah 

sistem nilai yang mengikat individu untuk hidup selaras dengan alam dan 

sesama, menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menghormati. Dalam 

konteks isu-isu moral kontemporer, prinsip Malau dapat menjadi landasan 

kuat untuk memerangi korupsi dan ketidakadilan sosial. Korupsi, yang 

merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan 

merugikan komunitas, akan sangat bertentangan dengan nilai-nilai 

kejujuran dan keadilan yang dipegang teguh dalam Malau. Jika nilai ini 

diinternalisasi dan dihidupkan kembali, ia dapat mendorong akuntabilitas 

dan transparansi dalam pemerintahan lokal, serta memupuk solidaritas 

untuk menolak praktik-praktik koruptif (Purba & Saragih, 2019). 

2. Pela Gandong di Maluku 

Pela Gandong adalah ikatan persaudaraan tradisional antar-kampung 

di Maluku, yang melampaui perbedaan agama dan etnis. Ikatan ini 

didasarkan pada sumpah leluhur untuk saling membantu, melindungi, dan 

menghormati. Dalam konteks ketidakadilan sosial atau konflik, Pela 

Gandong berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif 

dan pengikat solidaritas. Ketika terjadi ketidakadilan atau perselisihan, 

ikatan Pela mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari 

solusi damai melalui musyawarah, dengan mengedepankan kepentingan 

bersama dan keutuhan persaudaraan. Ia juga menjadi benteng terhadap 

diskriminasi dan perpecahan, memastikan bahwa setiap anggota 

komunitas merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam 

menghadapi isu-isu seperti intoleransi atau marginalisasi, Pela Gandong 

dapat menjadi model inklusivitas dan keadilan sosial yang kuat (Bartels, 

2017). 

Transmisi kearifan lokal adalah kunci kelestariannya. Proses ini tidak 

selalu formal, melainkan seringkali terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Mekanisme transmisi nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya 

merupakan fondasi vital bagi kelangsungan tradisi asli. Proses ini seringkali 

terwujud melalui narasi lisan atau storytelling, di mana cerita, mitos, dan 
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sejarah diwariskan untuk menanamkan moral dan identitas budaya. 

Pendidikan informal, yang terjadi dalam interaksi sehari-hari di lingkungan 

keluarga dan komunitas, juga memainkan peran krusial dalam membentuk 

perilaku dan pemahaman nilai. Selain itu, sanksi adat, baik positif maupun 

negatif, berfungsi sebagai penegak norma sosial, memastikan kepatuhan dan 

pelestarian tradisi. Melalui cara-cara ini, pengetahuan, kepercayaan, dan 

praktik budaya secara efektif dialirkan, memungkinkan generasi muda untuk 

memahami dan menghargai warisan leluhur mereka (Conceição et al., 2022). 

1. Storytelling (Cerita Rakyat, Mitos, Legenda) 

Salah satu mekanisme transmisi paling efektif adalah melalui cerita. 

Orang tua dan tetua adat seringkali menceritakan kisah-kisah leluhur, 

mitos asal-usul, atau legenda yang mengandung pesan moral dan etika. 

Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

seperti keberanian, kejujuran, kerja keras, atau pentingnya menjaga alam. 

Misalnya, cerita tentang Malin Kundang mengajarkan tentang bahaya 

durhaka kepada orang tua, sementara legenda tentang Danau Toba 

mengajarkan tentang pentingnya menepati janji. 

2. Pendidikan Informal (Observasi, Partisipasi, Peneladanan) 

Nilai-nilai kearifan lokal juga ditransmisikan melalui pendidikan 

informal di lingkungan keluarga dan komunitas. Anak-anak belajar dengan 

mengamati perilaku orang dewasa, berpartisipasi dalam upacara adat, 

atau meneladani tokoh-tokoh panutan. Misalnya, dalam masyarakat 

agraris, anak-anak belajar nilai gotong royong dan kerja keras melalui 

partisipasi dalam kegiatan pertanian bersama keluarga. Dalam upacara 

adat, mereka memahami pentingnya ritual dan simbolisme budaya 

(Hasanah, 2017). 

3. Sanksi Adat 

Mekanisme transmisi ini juga diperkuat oleh sistem sanksi adat. 

Pelanggaran terhadap norma atau nilai-nilai kearifan lokal dapat berujung 

pada sanksi sosial (misalnya, pengucilan), denda adat (berupa hewan 

ternak atau benda berharga), atau bahkan sanksi spiritual. Ancaman 

sanksi ini berfungsi sebagai pengingat dan penegak nilai, memastikan 

bahwa generasi muda memahami konsekuensi dari pelanggaran dan 

pentingnya mematuhi aturan adat (Widyastuti, 2016). Sanksi adat tidak 

hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan 

sosial dan moral yang terganggu. 
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C. Tantangan Modernisasi terhadap Pelestarian Tradisi Asli 

Modernisasi, sebuah proses transformasi sosial yang didorong oleh 

inovasi teknologi, industrialisasi, dan rasionalisasi, telah membawa 

perubahan fundamental di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun 

modernisasi seringkali diidentikkan dengan kemajuan, peningkatan kualitas 

hidup, dan konektivitas global, ia juga menghadirkan tantangan serius yang 

mengancam keberlanjutan kearifan lokal dan tradisi asli. Dalam era 

modernisasi yang pesat, tradisi asli di seluruh dunia menghadapi tantangan 

signifikan akibat konvergensi tiga pilar utama: globalisasi ekonomi, revolusi 

digital, dan urbanisasi. Ketiga fenomena ini secara kolektif membentuk 

lanskap sosial dan budaya yang baru, sering kali mengikis praktik, nilai, dan 

pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. 

Globalisasi ekonomi, dengan penetrasi pasar dan homogenisasi konsumsi, 

dapat menggeser mata pencarian tradisional dan memperkenalkan norma-

norma ekonomi asing. Sementara itu, revolusi digital, meskipun menawarkan 

peluang konektivitas dan revitalisasi budaya, juga berpotensi mempercepat 

asimilasi budaya dan mengubah cara transmisi pengetahuan tradisional. 

Urbanisasi, yang menarik populasi dari komunitas adat ke pusat-pusat kota, 

sering kali mengakibatkan terputusnya ikatan dengan lingkungan alami, 

bahasa, dan praktik ritual yang menjadi inti identitas budaya mereka. Dampak 

transformatif ini memerlukan perhatian serius terhadap strategi pelestarian 

dan adaptasi budaya agar tradisi asli dapat terus bertahan dan berkembang di 

tengah arus modernisasi (Bhugra & Bhugra, 2024). Berikut penjelasan lebih 

lanjut. 

1. Globalisasi Ekonomi: Homogenisasi Budaya dan Eksploitasi 

Sumber Daya 

Arus globalisasi ekonomi telah membuka pasar, mempercepat 

pertukaran barang dan jasa, serta mengintegrasikan ekonomi nasional ke 

dalam sistem global. Namun, di balik janji kemakmuran, globalisasi 

ekonomi seringkali membawa serta homogenisasi budaya dan penetrasi 

nilai-nilai materialistis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kearifan 

lokal. Model ekonomi kapitalistik yang dominan cenderung mengabaikan 

prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang melekat dalam 

pengelolaan sumber daya berbasis komunal. 

Salah satu dampak paling nyata adalah ekspansi perkebunan 

monokultur (misalnya, kelapa sawit) atau pertambangan skala besar. 

Proyek-proyek ini seringkali merusak hutan adat, mencemari lingkungan, 
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dan mengikis sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan yang telah 

dipraktikkan oleh masyarakat adat selama generasi (Perdana & Afiff, 

2017). Misalnya, di Kalimantan, perluasan perkebunan kelapa sawit telah 

menyebabkan deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman 

hayati, dan penggusuran masyarakat Dayak dari tanah ulayat mereka. Ini 

tidak hanya menghilangkan mata pencarian tradisional, tetapi juga 

menghancurkan pengetahuan lokal tentang lingkungan, praktik-praktik 

konservasi, dan erosi nilai-nilai kebersamaan serta hubungan spiritual 

dengan alam (Li, 2017). Masyarakat adat yang sebelumnya hidup mandiri 

dengan mengelola hutan secara lestari, kini terpaksa menjadi buruh di 

perkebunan atau bermigrasi ke kota, kehilangan identitas budaya mereka 

dalam prosesnya. 

Selain itu, globalisasi mempromosikan pola konsumsi yang seragam, 

didorong oleh iklan dan merek global. Produk-produk massal 

menggantikan kerajinan tangan lokal, makanan cepat saji menggeser 

hidangan tradisional, dan gaya hidup individualistis mulai menggerus 

semangat gotong royong. Industri pariwisata massal juga, meskipun 

berpotensi membawa keuntungan ekonomi, seringkali mengkomodifikasi 

budaya lokal, mengubah ritual sakral menjadi tontonan, dan mengikis 

makna asli dari tradisi (Picard, 2011). Desa-desa adat yang dulunya 

berfungsi sebagai pusat kehidupan komunal, kini berisiko menjadi "desa 

wisata" yang kehilangan otentisitasnya demi menarik wisatawan. 

2. Revolusi Digital: Disrupsi dan Fragmentasi Budaya 

Revolusi digital, dengan internet, media sosial, dan perangkat pintar 

sebagai pilar utamanya, telah mengubah cara manusia berkomunikasi, 

belajar, dan berinteraksi. Meskipun internet dan media sosial dapat 

menjadi alat yang ampuh untuk mendokumentasikan dan menyebarkan 

kearifan lokal, ia juga membawa dampak negatif yang signifikan. Paparan 

yang tak terbatas terhadap budaya populer global melalui media digital 

dapat mengikis minat generasi muda terhadap tradisi mereka sendiri. 

Konten hiburan yang instan dan menarik dari luar seringkali lebih memikat 

dibandingkan cerita rakyat atau ritual adat yang membutuhkan 

pemahaman mendalam dan partisipasi aktif. 

Waktu yang dihabiskan untuk interaksi digital seringkali mengurangi 

partisipasi dalam kegiatan adat atau proses transmisi lisan yang 

merupakan tulang punggung pelestarian kearifan lokal. Anak-anak dan 

remaja mungkin lebih memilih bermain game online atau menonton video 
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di YouTube daripada mendengarkan dongeng dari kakek-nenek mereka 

atau belajar menenun dari ibu mereka. Akibatnya, terjadi "gap" dalam 

transmisi pengetahuan dan keterampilan antar generasi. 

Salah satu indikator paling mengkhawatirkan dari dampak revolusi 

digital dan globalisasi budaya adalah penurunan drastis penutur bahasa 

daerah. Bahasa adalah wadah utama kearifan lokal; hilangnya bahasa 

berarti hilangnya cara pandang, konsep, dan pengetahuan unik yang 

terkandung di dalamnya. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek) Indonesia (2021) sangat mengkhawatirkan. Dari 718 

bahasa daerah yang teridentifikasi, 11 bahasa telah dinyatakan punah, 

dan 25 bahasa berada dalam kondisi kritis. Mayoritas disebabkan oleh 

kurangnya penutur muda dan dominasi bahasa nasional (Bahasa 

Indonesia) serta bahasa asing (terutama Inggris) dalam pendidikan, 

media, dan komunikasi digital. Jika tren ini berlanjut, ratusan bahasa 

daerah lainnya berisiko punah dalam beberapa dekade mendatang, 

membawa serta hilangnya kekayaan kognitif dan budaya yang tak ternilai. 

3. Urbanisasi: Terputusnya Akar Budaya dan Kehilangan Relevansi 

Urbanisasi, yaitu migrasi penduduk dari desa ke kota dalam skala 

besar, adalah fenomena global yang juga sangat terasa di Indonesia. 

Proses ini menyebabkan terputusnya ikatan komunitas dan lingkungan 

tempat kearifan lokal berkembang dan dipraktikkan. Di lingkungan 

perkotaan yang serba cepat dan individualistis, tradisi adat seringkali 

kehilangan relevansinya atau sulit dipraktikkan. Ruang fisik untuk upacara 

adat terbatas, jadwal kerja yang padat menyulitkan partisipasi, dan 

heterogenitas penduduk kota mengurangi kohesi sosial yang diperlukan 

untuk menjaga tradisi. 

Generasi muda yang tumbuh di kota mungkin tidak lagi memiliki akses 

atau kesempatan untuk belajar dan menginternalisasi nilai-nilai kearifan 

lokal dari leluhur mereka. Mereka terpapar pada sistem pendidikan formal 

yang cenderung homogen, kurangnya interaksi langsung dengan alam, dan 

lingkungan sosial yang tidak mendukung praktik adat. Misalnya, seorang 

anak dari keluarga Bugis yang lahir dan besar di Jakarta mungkin tidak 

pernah belajar tentang pappaseng (nasihat leluhur) atau keterampilan 

menenun kain lipa' sabbe, karena tidak ada lingkungan yang mendukung 

pembelajaran tersebut di perkotaan. 
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Perubahan gaya hidup dan struktur sosial di perkotaan juga cenderung 

meminggirkan peran tetua adat dan lembaga tradisional. Di desa, tetua 

adat adalah penjaga kearifan, penengah konflik, dan pemimpin spiritual. 

Di kota, otoritas mereka seringkali tidak diakui, dan peran mereka 

digantikan oleh institusi formal modern. Akibatnya, mata rantai transmisi 

pengetahuan dan nilai-nilai terputus, dan kearifan lokal berisiko menjadi 

sekadar memori atau artefak yang tersimpan di museum (Setiawan, 2018). 

Meskipun menghadapi tantangan yang masif, banyak komunitas di 

Indonesia menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan melakukan adaptasi 

dan hibridisasi. Mereka tidak menyerah pada arus modernisasi, melainkan 

mencari cara inovatif untuk mempertahankan, merevitalisasi, dan bahkan 

mempromosikan kearifan lokal mereka. 

1. Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital untuk Penyebaran 

Ajaran Lokal 

Alih-alih membiarkan revolusi digital mengikis tradisi, banyak 

komunitas justru memanfaatkan platform digital sebagai alat yang ampuh 

untuk mendokumentasikan, menyebarkan, dan bahkan merevitalisasi 

kearifan lokal mereka. Ini adalah bentuk hibridisasi yang efektif, 

menggabungkan tradisi kuno dengan teknologi modern. Contoh 

implementasi nyata di lapangan sebagai berikut. 

a. Komunitas Adat Toraja 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, komunitas adat di Toraja 

aktif menggunakan media sosial (Instagram, Facebook, YouTube) 

untuk berbagi informasi tentang upacara adat Rambu Solo, festival 

budaya, dan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka membuat video 

dokumenter pendek tentang prosesi adat, mengunggah foto-foto 

indah dari rumah adat tongkonan, dan bahkan melakukan siaran 

langsung upacara. Ini tidak hanya menarik minat generasi muda Toraja 

yang merantau atau diaspora Toraja di seluruh dunia, tetapi juga 

memperkenalkan budaya mereka kepada audiens global (Paliling, 

2020). 

b. Seniman dan Pelestari Budaya Bali 

Banyak seniman dan pelestari budaya di Bali menggunakan 

Instagram dan TikTok untuk memamerkan proses pembuatan 

kerajinan tangan tradisional (ukiran, lukisan, tenun), mengajar tarian 

Bali secara daring, atau berbagi filosofi di balik upacara adat. Akun-

akun seperti "Gamelan Bali" di YouTube mendokumentasikan 
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berbagai jenis musik gamelan, menjadikannya mudah diakses oleh 

siapa saja yang ingin belajar atau sekadar menikmati. 

c. Komunitas Bahasa Daerah 

Beberapa komunitas telah membuat kamus daring, aplikasi 

pembelajaran bahasa, atau kanal YouTube khusus untuk mengajarkan 

bahasa daerah mereka. Misalnya, ada inisiatif untuk membuat 

aplikasi belajar Bahasa Sunda atau Jawa yang interaktif, lengkap 

dengan audio dan contoh penggunaan dalam konteks budaya. Ini 

menjadi jembatan bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi 

untuk kembali terhubung dengan bahasa leluhur mereka. 

2. Inovasi dalam Pendidikan Adat dan Kurikulum Lokal 

Komunitas juga menyadari pentingnya pendidikan dalam 

melestarikan kearifan lokal. Mereka tidak hanya mengandalkan transmisi 

informal, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum 

pendidikan, baik secara informal maupun formal yang mereka 

kembangkan sendiri. Contoh implementasi nyata di lapangan sebagai 

berikut. 

a. Sekolah Adat Arus Kualan (Kalimantan Barat) 

Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdiri "Sekolah Adat 

Arus Kualan" yang didirikan oleh masyarakat Dayak. Sekolah ini 

mengajarkan tidak hanya mata pelajaran umum, tetapi juga kurikulum 

khusus yang mencakup bahasa Dayak, sejarah lokal, hukum adat, 

keterampilan tradisional seperti menganyam dan membuat obat 

herbal, serta praktik pertanian berkelanjutan. Anak-anak belajar 

langsung dari tetua adat dan praktisi lokal, memastikan bahwa 

pengetahuan dan keterampilan ini tidak punah (Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara, 2018). 

b. Pusat Studi Subak (Bali) 

Di Bali, beberapa desa atau lembaga swadaya masyarakat 

mendirikan pusat-pusat studi atau museum kecil yang fokus pada 

sistem subak. Mereka menyelenggarakan lokakarya untuk petani 

muda tentang manajemen air tradisional, filosofi Tri Hita Karana 

dalam pertanian, dan cara menanam padi secara organik. Ini adalah 

upaya untuk memastikan bahwa generasi penerus memahami dan 

melanjutkan praktik pertanian yang telah terbukti lestari. 

c. Muatan Lokal di Sekolah Formal 
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Beberapa pemerintah daerah telah berhasil mengintegrasikan 

muatan lokal ke dalam kurikulum sekolah formal. Misalnya, di 

Yogyakarta, mata pelajaran Bahasa Jawa wajib diajarkan dari SD 

hingga SMA, lengkap dengan pengenalan aksara Jawa, tembang, dan 

cerita pewayangan. Di beberapa sekolah di Papua, ada upaya untuk 

memasukkan cerita rakyat dan tarian tradisional sebagai bagian dari 

kegiatan ekstrakurikuler atau bahkan kurikulum inti (Suryani & 

Supriatna, 2019). 

3. Revitalisasi Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal 

Komunitas juga beradaptasi dengan mengembangkan ekonomi kreatif 

yang berbasis pada kearifan lokal. Ini tidak hanya memberikan nilai 

ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta 

memberikan insentif bagi generasi muda untuk tetap terlibat. Contoh 

implementasi nyata di lapangan sebagai berikut. 

a. Ekowisata Berbasis Komunitas 

Banyak desa adat mengembangkan ekowisata yang dikelola oleh 

komunitas, di mana pengunjung dapat belajar tentang budaya lokal, 

berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat (misalnya, 

menanam padi, membuat kerajinan), dan menikmati keindahan alam 

yang dijaga oleh kearifan lokal. Contohnya adalah Desa Wisata 

Penglipuran di Bali atau beberapa desa di sekitar Taman Nasional 

Komodo yang menawarkan pengalaman budaya dan alam yang 

otentik, dengan sebagian keuntungan kembali ke masyarakat untuk 

pelestarian (Suansri, 2010). 

b. Produksi Kerajinan Tangan dengan Desain Modern 

Perajin lokal berkolaborasi dengan desainer untuk menciptakan 

produk kerajinan tangan tradisional (batik, tenun, ukiran) dengan 

sentuhan modern yang menarik pasar yang lebih luas. Misalnya, batik 

dengan motif tradisional kini diadaptasi menjadi pakaian 

kontemporer, tas, atau aksesori yang diminati kaum muda. Ini 

memberikan nilai ekonomi baru pada keterampilan tradisional dan 

mendorong generasi muda untuk belajar kerajinan tersebut. 

c. Pengolahan Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK) 

Masyarakat adat di hutan-hutan Indonesia mengolah HHNK 

seperti madu hutan, kopi, damar, atau buah-buahan endemik menjadi 

produk bernilai tambah. Mereka seringkali memasarkan produk ini 

dengan narasi "ramah lingkungan" atau "berkelanjutan" yang 
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didasarkan pada kearifan lokal mereka dalam mengelola hutan. 

Contohnya adalah kopi Gayo yang dikelola oleh masyarakat adat di 

Aceh, atau madu hutan dari Kalimantan yang dipanen secara lestari. 

Untuk memastikan pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal di tengah 

arus modernisasi, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, 

terstruktur, dan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan daerah, serta 

kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

1. Integrasi Kearifan Lokal ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal 

Pemerintah pusat dan daerah harus secara sistematis 

mengintegrasikan materi kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan 

formal, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, bahkan perguruan 

tinggi. Ini bukan sekadar mata pelajaran tambahan, melainkan upaya 

untuk menanamkan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Contoh 

implementasi nyata di lapangan sebagai berikut. 

a. Pengembangan Muatan Lokal Berbasis Komunitas 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengeluarkan 

pedoman yang lebih kuat untuk pengembangan muatan lokal, yang 

memungkinkan sekolah berkolaborasi dengan komunitas adat dan 

tetua adat dalam merancang kurikulum. Misalnya, di daerah pesisir, 

muatan lokal dapat mencakup pengetahuan tentang kelautan 

tradisional, navigasi, dan pengelolaan sumber daya laut. Di daerah 

pertanian, dapat diajarkan praktik pertanian berkelanjutan dan 

kearifan lokal terkait siklus alam. 

b. Pelatihan Guru dan Penyediaan Bahan Ajar 

Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru 

agar mereka mampu mengajarkan kearifan lokal secara efektif dan 

menarik. Selain itu, pengembangan bahan ajar yang relevan, interaktif, 

dan mudah diakses (misalnya, buku cerita bergambar, video edukasi, 

aplikasi) sangat penting. 

c. Proyek Berbasis Kearifan Lokal 

Mendorong pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana 

siswa terlibat langsung dalam mendokumentasikan, mewawancarai 

tetua adat, atau merevitalisasi praktik tradisional di komunitas 

mereka. Ini akan membuat pembelajaran lebih kontekstual dan 

bermakna. 
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2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK) 

Banyak kearifan lokal, seperti motif batik, resep masakan tradisional, 

obat-obatan herbal, atau bahkan tarian, merupakan kekayaan intelektual 

komunal yang rentan dieksploitasi oleh pihak luar tanpa izin atau 

kompensasi yang adil. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum 

untuk melindungi HKIK. Contoh implementasi nyata di lapangan sebagai 

berikut. 

a. Penyusunan Regulasi HKIK yang Komprehensif 

Indonesia perlu memiliki undang-undang atau peraturan 

pemerintah yang spesifik dan kuat mengenai perlindungan HKIK, yang 

mencakup mekanisme pendaftaran, pengelolaan, dan pembagian 

keuntungan yang adil. Regulasi ini harus mengakui kepemilikan 

kolektif dan hak-hak masyarakat adat atas kearifan mereka. 

b. Pembentukan Lembaga Pengelola HKIK 

Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga atau 

badan khusus di tingkat nasional dan daerah yang bertanggung jawab 

untuk mendata, mendaftarkan, dan mengelola HKIK. Lembaga ini juga 

dapat membantu komunitas dalam negosiasi dengan pihak komersial 

untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil. 

c. Edukasi dan Penyadaran 

Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat umum dan 

pelaku industri tentang pentingnya menghormati HKIK dan 

konsekuensi hukum dari pelanggaran. 

3. Dukungan Pendanaan dan Fasilitasi Komunitas Adat 

Pemerintah harus menyediakan alokasi dana khusus dan program 

fasilitasi yang berkelanjutan untuk mendukung inisiatif komunitas adat 

dalam melestarikan kearifan lokal mereka. Contoh implementasi nyata di 

lapangan sebagai berikut. 

a. Dana Hibah dan Bantuan Mikro 

Menyediakan dana hibah yang mudah diakses bagi komunitas 

adat untuk proyek-proyek pelestarian, seperti revitalisasi bahasa 

daerah, dokumentasi tradisi lisan, pembangunan pusat kebudayaan, 

atau penyelenggaraan festival adat. Bantuan mikro dapat diberikan 

untuk mendukung usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. 

b. Program Capacity Building 

Mengadakan pelatihan bagi tetua adat, generasi muda, dan aktivis 

komunitas tentang manajemen proyek, penggunaan teknologi digital 
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untuk dokumentasi, dan pengembangan strategi pemasaran produk 

kearifan lokal. 

c. Pembangunan Infrastruktur Budaya 

Mendukung pembangunan dan pemeliharaan pusat kebudayaan, 

museum komunitas, atau sanggar seni di daerah-daerah yang kaya 

kearifan lokal. 

4. Penguatan Peran Lembaga Adat 

Mengakui dan memperkuat peran lembaga adat dalam tata kelola 

lokal adalah kunci. Pemerintah harus bermitra dengan lembaga adat, 

bukan menggantikannya, dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

kebijakan yang relevan dengan kearifan lokal. Contoh implementasi nyata 

di lapangan sebagai berikut. 

a. Pengakuan Hukum Masyarakat Adat 

Implementasi Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-

hak Masyarakat Adat yang komprehensif adalah langkah fundamental. 

Ini akan memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat, wilayah 

adat, dan hak-hak budaya mereka. 

b. Co-management Sumber Daya Alam 

Menerapkan model co-management (pengelolaan bersama) 

sumber daya alam, di mana pemerintah dan lembaga adat bekerja 

sama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan, laut, dan 

lahan. Ini akan memastikan bahwa kearifan lokal tentang 

keberlanjutan terintegrasi dalam kebijakan nasional. 

c. Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional 

Mempertimbangkan bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan 

atau diakui dalam sistem hukum nasional, terutama dalam 

penyelesaian sengketa kecil atau pengelolaan sumber daya. 

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Dokumentasi dan Diseminasi yang 

Inovatif 

Pemerintah harus mendukung penggunaan teknologi digital secara 

strategis untuk mendokumentasikan kearifan lokal dan menyebarkannya 

kepada khalayak yang lebih luas. Contoh implementasi nyata di lapangan 

sebagai berikut. 

a. Basis Data Digital Nasional Kearifan Lokal 

Membangun basis data digital terpusat yang berisi informasi 

tentang kearifan lokal dari seluruh Indonesia, termasuk naskah kuno, 
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rekaman lisan, video ritual, dan foto artefak. Basis data ini harus dapat 

diakses secara publik untuk tujuan pendidikan dan penelitian. 

b. Virtual Museum dan Aplikasi Interaktif 

Mengembangkan virtual museum atau aplikasi interaktif yang 

memungkinkan pengguna menjelajahi kearifan lokal secara 

mendalam, misalnya melalui tur virtual ke desa adat, simulasi ritual, 

atau permainan edukatif tentang bahasa daerah. 

c. Kolaborasi dengan Platform Digital Global 

Berkolaborasi dengan platform digital global (misalnya, Google 

Arts & Culture, UNESCO) untuk mempromosikan kearifan lokal 

Indonesia ke panggung internasional. 

Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini, tantangan modernisasi 

dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat kearifan lokal. Dengan 

dukungan kebijakan yang tepat, komunitas dapat terus beradaptasi, 

berinovasi, dan memastikan bahwa tradisi asli tetap relevan dan menjadi 

kekuatan pendorong bagi masa depan bangsa. 

 

Kesimpulan 

Bab ini menguraikan landasan teoretis kearifan lokal, membedakannya 

secara cermat dari pengetahuan lokal dan kecerdasan lokal, serta 

mengklasifikasikannya berdasarkan wujudnya—baik tulisan, lisan, maupun 

ritual—dengan dukungan contoh-contoh regional yang kaya dari Jawa, Bali, 

Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Lebih lanjut, bab ini menyoroti 

peran krusial kearifan lokal sebagai fondasi etika dan moralitas komunitas, 

berfungsi sebagai kerangka deontologis dan utilitarian yang mengatur perilaku, 

menyelesaikan konflik, dan merespons isu-isu kontemporer seperti korupsi 

melalui prinsip-prinsip seperti Malau atau Pela Gandong, yang ditransmisikan 

melalui storytelling, pendidikan informal, dan sanksi adat. Terakhir, bab ini 

menganalisis tantangan modernisasi yang ditimbulkan oleh globalisasi 

ekonomi, revolusi digital, dan urbanisasi terhadap pelestarian tradisi asli, 

sambil mendokumentasikan adaptasi komunitas dan menawarkan 

rekomendasi kebijakan untuk integrasi kearifan lokal dalam pendidikan dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. 
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BAB 2 
REVITALISASI BAHASA DAN STORYTELLING LOKAL 

 

 

Pendahuluan 

Revitalisasi bahasa daerah dan storytelling lokal menjadi krusial dalam 

menghadapi arus globalisasi yang mengancam kepunahan warisan budaya tak 

benda. Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi 

identitas kolektif dan gudang kekayaan intelektual yang tak ternilai, 

mencerminkan kearifan lokal lintas generasi (Wibowo, 2021). Oleh karena itu, 

upaya pelestarian harus diperkuat melalui pendekatan inovatif. Salah satu 

strategi efektif adalah pemanfaatan teknik storytelling untuk menghidupkan 

kembali legenda dan mitos lokal, menjadikannya relevan bagi generasi muda 

(Suryani & Putra, 2022). Lebih lanjut, inisiatif komunitas memegang peranan 

vital dalam pengajaran dan penggunaan bahasa daerah, memastikan 

keberlanjutan dan transmisi pengetahuan secara intergenerasi, sebagaimana 

ditekankan dalam berbagai program kebudayaan (Pusat Bahasa, 2020). 

 

A. Pentingnya Bahasa Daerah sebagai Identitas dan Warisan Intelektual 

Pentingnya bahasa daerah dapat ditinjau dari tiga perspektif utama: 

pertama, melalui analisis linguistik yang mengungkap keunikan struktur dan 

kekayaan leksikalnya; kedua, dari status vitalitas bahasa yang mencerminkan 

tingkat keberlangsungan dan penggunaan dalam masyarakat; dan ketiga, 

sebagai wadah pengetahuan mendalam yang menyimpan kearifan lokal, 

sejarah, serta pandangan dunia suatu komunitas. 

Pertama, analisis linguistik. Bahasa daerah memainkan peran yang 

sangat penting dalam membentuk identitas budaya suatu komunitas. Teori 

Linguistik Kritis, yang dikembangkan oleh para ahli seperti Norman Fairclough 

dan Teun A. van Dijk, menekankan bahwa bahasa tidak hanya sekadar alat 

komunikasi, tetapi juga merupakan refleksi dari kekuasaan dan ideologi dalam 

masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa daerah menjadi simbol dari identitas 

dan keberadaan suatu kelompok. Misalnya, bahasa Jawa tidak hanya 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga mengandung nilai-nilai 

budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat sekitar 700 bahasa 

daerah yang digunakan di Indonesia, masing-masing dengan karakteristik dan 

keunikan tersendiri (BPS, 2020). 
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Dalam kajian sosiolinguistik, kita dapat melihat bagaimana penggunaan 

bahasa daerah dapat memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Sebagai 

contoh, dalam masyarakat Minangkabau, penggunaan bahasa Minang dalam 

interaksi sehari-hari tidak hanya mencerminkan identitas etnis, tetapi juga 

memperkuat nilai-nilai kekerabatan yang menjadi inti dari budaya mereka. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2013), yang 

menemukan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari 

dapat meningkatkan rasa memiliki dan kebanggaan individu terhadap 

komunitasnya. Selain itu, bahasa daerah juga berfungsi sebagai sarana untuk 

mentransmisikan pengetahuan tradisional yang telah ada sejak lama. 

Statistik menunjukkan bahwa semakin sedikit generasi muda yang 

menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hasil 

survei yang dilakukan oleh UNESCO, sekitar 43% dari bahasa yang ada di dunia 

terancam punah dalam satu abad ke depan (UNESCO, 2018). Fenomena ini 

menunjukkan perlunya upaya untuk melestarikan bahasa daerah sebagai 

bagian dari identitas budaya dan warisan intelektual. Dengan memahami 

pentingnya bahasa daerah dalam konteks sosiolinguistik, kita dapat berupaya 

untuk menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa tersebut agar tetap hidup di 

tengah arus globalisasi. 

Lebih jauh, analisis linguistik juga menunjukkan bahwa setiap bahasa 

daerah memiliki struktur dan tata bahasa yang unik, yang mencerminkan cara 

berpikir dan cara pandang masyarakat penggunanya. Misalnya, dalam bahasa 

Bali terdapat sistem penggolongan kata yang berbeda berdasarkan status 

sosial dan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Hal ini menunjukkan 

bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai-

nilai sosial dan budaya yang berbeda. Menurut penelitian oleh Suhendar 

(2019), pemahaman akan struktur bahasa daerah dapat membuka perspektif 

baru dalam memahami cara berpikir masyarakat. 

Kesadaran akan pentingnya bahasa daerah sebagai identitas dan warisan 

intelektual harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mengajarkan bahasa daerah kepada generasi muda 

merupakan langkah awal yang krusial. Dengan demikian, bahasa daerah akan 

terus hidup dan menjadi bagian integral dari identitas budaya kita. 

Kedua, status vitalitas bahasa. Status vitalitas bahasa merujuk pada 

seberapa kuat atau rentannya sebuah bahasa dalam menghadapi ancaman 

kepunahan. UNESCO mengembangkan skala vitalitas bahasa yang 

mengklasifikasikan bahasa berdasarkan tingkat keberlangsungan dan 



 
21 

penggunaannya dalam masyarakat. Skala ini mencakup lima kategori, mulai 

dari "sehat" hingga "punah". Bahasa daerah di Indonesia, seperti yang 

ditunjukkan oleh data dari UNESCO, banyak yang berada pada kategori 

"rentan" dan "terancam punah" (UNESCO, 2018). Hal ini mencerminkan 

tantangan yang dihadapi bahasa-bahasa tersebut dalam era globalisasi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2021), bahasa daerah di 

Indonesia mengalami penurunan jumlah penutur yang signifikan. Misalnya, 

bahasa Manggarai di Nusa Tenggara Timur, yang dulunya banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, kini hanya tersisa sekitar 200.000 penutur. 

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk migrasi ke kota 

besar, pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan kurangnya 

perhatian terhadap pendidikan bahasa daerah di sekolah. Data ini 

menunjukkan urgensi untuk melakukan intervensi dalam melestarikan 

bahasa-bahasa yang terancam punah. 

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status vitalitas 

bahasa daerah adalah melalui penguatan pendidikan bilingual di sekolah-

sekolah. Penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa pengajaran bahasa 

daerah di sekolah dasar dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar 

bahasa dan budaya mereka sendiri. Selain itu, keluarga juga memiliki peran 

penting dalam memelihara penggunaan bahasa daerah di rumah. Komunikasi 

antargenerasi yang menggunakan bahasa daerah dapat membantu anak-anak 

tetap terhubung dengan identitas budaya mereka. 

Sebagai contoh, di daerah Aceh, pemerintah daerah telah 

mengimplementasikan program pengajaran bahasa Aceh di sekolah-sekolah 

untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan bahasa daerah di kalangan 

generasi muda. Program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penutur 

bahasa Aceh dan menjaga budaya serta tradisi yang ada. Menurut laporan 

Dinas Pendidikan Aceh (2022), program ini berhasil meningkatkan minat siswa 

terhadap bahasa dan budaya lokal sebesar 35% dalam dua tahun terakhir. 

Dengan memahami status vitalitas bahasa, kita dapat lebih menghargai 

pentingnya upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan 

warisan intelektual. Upaya ini tidak hanya penting untuk melestarikan bahasa, 

tetapi juga untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. 

Ketiga, bahasa sebagai pengetahuan yang mendalam. Bahasa daerah 

bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga menyimpan sistem pengetahuan 

yang kompleks dan kaya. Dalam banyak budaya, bahasa daerah berfungsi 

sebagai media untuk mentransmisikan pengetahuan tradisional yang telah 
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diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini mencakup berbagai 

aspek kehidupan, seperti sistem kekerabatan, pengobatan tradisional, dan 

penanggalan. Setiap elemen ini tidak hanya menggambarkan cara masyarakat 

berinteraksi satu sama lain, tetapi juga mencerminkan cara mereka 

memahami dunia di sekitar mereka. 

Sebagai contoh, dalam masyarakat Batak, terdapat istilah khusus yang 

menggambarkan hubungan kekerabatan dengan sangat detail. Istilah-istilah 

ini mencerminkan kedalaman pengetahuan masyarakat tentang struktur 

sosial mereka, yang terjalin dalam nilai-nilai budaya. Penelitian oleh 

Simanjuntak (2021) menemukan bahwa bahasa Batak memiliki lebih dari 30 

istilah berbeda untuk menggambarkan hubungan keluarga, mulai dari istilah 

untuk saudara kandung hingga sepupu yang lebih jauh. Keberadaan istilah-

istilah ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak tidak hanya memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang hubungan kekerabatan, tetapi juga 

mengakui pentingnya setiap individu dalam jaringan sosial mereka. Misalnya, 

istilah "boru" yang merujuk pada anak perempuan dari saudara laki-laki, 

menunjukkan adanya ikatan khusus dan tanggung jawab yang melekat dalam 

hubungan tersebut. Ini adalah contoh bagaimana bahasa tidak hanya 

berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pengikat sosial yang 

memperkuat identitas budaya. 

Di sisi lain, pengobatan tradisional juga sangat terkait dengan bahasa 

daerah. Banyak praktik pengobatan yang diwariskan secara lisan melalui cerita 

dan ramuan yang disebutkan dalam bahasa lokal. Misalnya, dalam 

masyarakat Dayak di Kalimantan, penggunaan tanaman obat dan ritual 

penyembuhan sering kali dijelaskan dalam bahasa Dayak. Pengetahuan 

mengenai tanaman obat ini tidak hanya mencakup nama-nama lokal, tetapi 

juga cara pengolahan dan penggunaannya dalam konteks budaya. Menurut 

penelitian oleh Saragih (2019), pengetahuan tentang pengobatan tradisional 

ini sering kali hilang seiring dengan berkurangnya penggunaan bahasa daerah, 

yang berakibat pada hilangnya praktik pengobatan yang telah ada selama 

berabad-abad. Sebagai contoh, beberapa jenis tanaman yang digunakan 

dalam pengobatan tradisional, seperti daun sambiloto dan akar jahe, memiliki 

nama yang berbeda dalam bahasa Dayak, dan cara penggunaannya pun 

bervariasi tergantung pada tradisi lokal. Ketika bahasa ini tidak lagi digunakan 

oleh generasi muda, pengetahuan ini pun berisiko hilang. Oleh karena itu, 

penting bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar 

pengetahuan ini tidak punah. 
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Dalam aspek penanggalan, banyak masyarakat menggunakan sistem 

penanggalan yang didasarkan pada bahasa dan budaya mereka. Di Bali, 

misalnya, sistem penanggalan Saka digunakan dalam berbagai perayaan dan 

ritual yang memiliki makna mendalam dalam budaya Hindu Bali. Penanggalan 

ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur waktu, tetapi juga untuk menandai 

momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti upacara 

keagamaan dan perayaan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 

tidak hanya berfungsi dalam konteks komunikasi, tetapi juga sebagai alat 

untuk mengorganisir waktu dan kegiatan sosial. Penelitian oleh Utami (2020) 

menunjukkan bahwa pemahaman tentang penanggalan dalam bahasa daerah 

dapat memperkuat rasa identitas dan keterikatan seseorang terhadap 

komunitasnya. Misalnya, perayaan Galungan yang dirayakan oleh masyarakat 

Bali mengacu pada perhitungan waktu yang sangat spesifik dalam kalender 

Saka, yang menunjukkan hubungan mereka dengan tradisi dan warisan 

leluhur. 

Untuk melestarikan pengetahuan yang terkandung dalam bahasa daerah, 

penting untuk mendokumentasikan bahasa dan praktik-praktik tradisional 

yang terkait. Proyek dokumentasi bahasa yang dilakukan oleh lembaga 

penelitian seperti Lembaga Bahasa dan Sastra Indonesia (LBSI) telah berhasil 

mengumpulkan berbagai data tentang bahasa daerah dan pengetahuan lokal. 

Melalui dokumentasi ini, pengetahuan yang terkandung dalam bahasa daerah 

dapat diselamatkan dan diteruskan kepada generasi mendatang. Misalnya, 

proyek pengumpulan data yang melibatkan masyarakat lokal dalam 

mendokumentasikan istilah-istilah dalam bahasa daerah dan penggunaannya 

dalam konteks budaya dapat membantu memperkuat kesadaran akan 

pentingnya bahasa tersebut. Dengan melibatkan generasi muda dalam proses 

ini, mereka tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga tentang nilai-nilai 

dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. 

Sebagai kesimpulan, bahasa daerah sebagai sumber pengetahuan sangat 

penting untuk diakui dan dilestarikan. Upaya untuk memahami dan 

mendokumentasikan pengetahuan yang terkandung dalam bahasa daerah 

akan berkontribusi pada pelestarian identitas budaya dan warisan intelektual 

masyarakat. Dengan demikian, keberadaan bahasa daerah akan terus relevan 

dan bermanfaat bagi generasi masa depan. Pelestarian ini bukan hanya 

tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan negara, yang harus 

bekerja sama untuk memastikan bahwa bahasa daerah tidak hanya bertahan, 

tetapi juga berkembang sebagai bagian integral dari warisan budaya yang kaya 
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dan beragam. Keberlanjutan bahasa daerah akan memungkinkan generasi 

mendatang untuk memahami dan menghargai kekayaan pengetahuan yang 

terkandung di dalamnya, serta memperkuat identitas mereka sebagai bagian 

dari komunitas yang lebih besar. 

 

B. Teknik Storytelling untuk Mengangkat Legenda dan Mitos Lokal 

Teknik storytelling menawarkan pendekatan yang kuat untuk 

merevitalisasi legenda dan mitos lokal, mengubah narasi kuno menjadi 

pengalaman yang menarik dan relevan bagi audiens kontemporer, sekaligus 

memastikan transmisi nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di 

dalamnya. 

1. Struktur Narasi Tradisional 

Di dalam tradisi lisan, struktur narasi sering kali dibangun dengan 

menggunakan bentuk-bentuk sastra seperti pantun, tembang, dan 

dongeng. Pantun, misalnya, memiliki dua baris yang saling berirama dan 

sering kali menyampaikan pesan moral atau lelucon. Dalam konteks 

budaya Indonesia, pantun tidak hanya berfungsi sebagai alat ekspresi, 

tetapi juga sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai sosial dan budaya 

kepada generasi muda. Tembang, yang biasa digunakan dalam konteks 

pertunjukan, memiliki ritme yang khas dan dapat menyampaikan cerita 

dalam bentuk yang lebih dramatis dan puitis. Tembang sering kali 

dipadukan dengan seni tari dan musik, menciptakan pengalaman 

multisensori yang mendalam bagi penonton. 

Sementara itu, dongeng biasanya memiliki struktur yang lebih bebas, 

namun tetap mengikuti pola tertentu, seperti pengantar, konflik, dan 

resolusi. Dongeng sering kali berfungsi sebagai alat pendidikan, 

memberikan pelajaran moral melalui kisah yang menghibur. Dalam 

banyak budaya, dongeng menjadi sarana untuk menjelaskan fenomena 

alam, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. 

Ketika dibandingkan dengan struktur narasi modern, seperti yang 

diuraikan oleh Tzvetan Todorov dan Freytag's Pyramid, kita dapat melihat 

perbedaan signifikan. Todorov mengemukakan bahwa setiap cerita 

dimulai dengan keadaan awal, diikuti oleh gangguan, usaha untuk 

mengembalikan keseimbangan, dan ditutup dengan keadaan akhir yang 

baru. Freytag's Pyramid menambahkan elemen eksposisi, peningkatan 

ketegangan, klimaks, dan penyelesaian. Kedua pendekatan ini 

menekankan keberadaan konflik sebagai inti dari narasi, yang juga sering 
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terlihat dalam tradisi lisan, meskipun mungkin tidak selalu mengikuti pola 

yang sama. Dalam banyak kasus, struktur narasi tradisional lebih fleksibel 

dan mampu mengadaptasi perubahan sewaktu menceritakan mitos lokal, 

sedangkan struktur modern lebih terikat pada formula tertentu. 

2. Adaptasi Kontemporer  

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak legenda lokal yang diadaptasi 

menjadi media kontemporer, seperti film, komik, dan animasi digital. 

Salah satu contohnya adalah legenda Sangkuriang, yang menceritakan 

tentang seorang pemuda yang terjebak dalam cinta terlarang dengan 

ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Adaptasi film dari cerita ini sering kali 

menghadapi tantangan dalam mempertahankan otentisitas cerita sambil 

menarik minat audiens modern. Dalam prosesnya, beberapa elemen 

mungkin diubah atau dihilangkan untuk memenuhi ekspektasi penonton 

saat ini, seperti penambahan elemen romansa atau humor yang tidak ada 

dalam versi aslinya. Hal ini menciptakan diskusi mengenai batasan antara 

tradisi dan inovasi dalam storytelling, serta bagaimana mitos lokal dapat 

beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. 

Studi kasus lainnya adalah adaptasi kisah pahlawan lokal, seperti 

cerita tentang Diponegoro. Film dan komik yang mengangkat ceritanya 

sering kali harus merangkum perjalanan yang panjang dan kompleks 

menjadi narasi yang lebih padat dan mudah dicerna. Tantangan di sini 

adalah menjaga esensi dari perjuangan dan nilai-nilai yang diwakili oleh 

tokoh tersebut, sambil tetap membuat cerita tersebut relevan dan 

menarik untuk generasi saat ini. Adaptasi ini sering kali melibatkan 

penelitian mendalam untuk memastikan bahwa konteks historis dan 

sosial dari kisah tersebut tetap terjaga, sehingga penonton tidak hanya 

mendapatkan hiburan tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang 

identitas dan budaya bangsa. 

3. Dramaturgi dan Aktor  

Dalam konteks storytelling tradisional, peran para aktor narator 

sangat penting. Di Indonesia, kita mengenal berbagai jenis narator seperti 

Dalang, Mamanda, dan Passandhi. Dalang, dalam pertunjukan wayang, 

tidak hanya berfungsi sebagai pengisah cerita tetapi juga sebagai pengatur 

emosi melalui intonasi suara, gerakan tangan, dan penggunaan alat musik 

gamelan. Mereka mampu menciptakan suasana yang mendalam dan 

mendebarkan bagi penonton, sehingga cerita yang disampaikan terasa 

lebih hidup. Keahlian Dalang dalam menghidupkan karakter dan 
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menyampaikan dialog dengan ekspresi yang kuat menjadikannya sebagai 

jembatan antara cerita dan penonton. 

Mamanda, yang sering dijumpai dalam teater tradisional Melayu, juga 

memiliki teknik khusus dalam membawakan cerita. Mereka 

memanfaatkan dialog yang interaktif dan improvisasi untuk melibatkan 

penonton, serta menambahkan elemen humor yang membuat cerita lebih 

menghibur. Pendekatan ini tidak hanya membuat cerita terasa lebih akrab 

dan dekat dengan penonton, tetapi juga memungkinkan penonton 

berpartisipasi dalam penceritaan, yang merupakan bagian integral dari 

tradisi storytelling. 

Passandhi, dalam tradisi masyarakat Bugis, menggunakan teknik 

narasi yang kaya dengan simbolisme dan makna mendalam, seringkali 

disertai dengan irama musik tradisional yang khas. Teknik ini mendorong 

pendengar untuk menggali lebih dalam makna di balik setiap simbol dan 

konteks yang dihadirkan, menjadikan pengalaman mendengarkan tidak 

hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang 

mendalam. 

Dengan mempelajari berbagai teknik ini, kita dapat memahami bagaimana 

nilai-nilai yang terkandung dalam legenda dan mitos lokal dapat 

ditransmisikan dengan efektif melalui narasi. Ini juga membuka peluang bagi 

generasi muda untuk ikut serta dalam melestarikan dan mengembangkan 

warisan budaya ini, sehingga tidak hanya menjadi cerita yang diingat, tetapi 

juga hidup dan berkembang dalam berbagai bentuk media modern. Dalam 

dunia yang semakin terhubung dan global, kemampuan untuk menceritakan 

mitos lokal dengan cara yang relevan dan menarik adalah kunci untuk menjaga 

identitas budaya dan menjadikannya bagian dari narasi global. 

Peran storytelling dalam mengangkat mitos lokal juga dapat dilihat melalui 

penggunaan teknologi modern. Misalnya, pembuatan film animasi yang 

mengadopsi elemen-elemen dari mitos lokal, atau penggunaan media sosial 

untuk berbagi cerita dalam bentuk video atau tulisan, memungkinkan lebih 

banyak orang untuk mengakses dan memahami kekayaan cerita rakyat 

Indonesia. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan cerita-cerita 

tersebut, tetapi juga untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk 

generasi muda yang mungkin tidak memiliki keterhubungan langsung dengan 

budaya tradisional. 

Akhirnya, penting untuk memahami bahwa storytelling adalah sebuah seni 

yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknik-teknik tradisional 
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sambil mengintegrasikannya dengan metode modern, kita dapat menciptakan 

narasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan menginspirasi. 

Mitos lokal yang kita angkat melalui storytelling bukan hanya sekadar cerita, 

tetapi adalah cermin dari nilai-nilai dan identitas kita sebagai bangsa. Dengan 

demikian, proses penceritaan ini menjadi sangat vital dalam menjaga dan 

meneruskan warisan budaya kepada generasi mendatang. 

 

C. Inisiatif Komunitas dalam Pengajaran dan Penggunaan Bahasa 

Daerah 

Inisiatif komunitas dalam pengajaran bahasa daerah sering kali 

melahirkan model pendidikan inovatif yang tidak hanya efektif, tetapi juga 

menarik bagi peserta didik. Salah satu contoh yang menonjol adalah kursus 

daring yang diadakan oleh komunitas lokal yang berfokus pada pengajaran 

bahasa daerah. Dalam kursus ini, pengajar tidak hanya menyampaikan materi 

bahasa, tetapi juga memperkenalkan peserta pada budaya, tradisi, dan nilai-

nilai yang terkandung dalam bahasa tersebut. Misalnya, dalam kursus bahasa 

Jawa, peserta tidak hanya belajar tata bahasa dan kosakata, tetapi juga 

diajarkan tentang kesenian tradisional seperti wayang kulit dan gamelan, yang 

merupakan bagian integral dari budaya Jawa. Ini menciptakan pengalaman 

belajar yang holistik dan mendalam. 

Selain kursus daring, language camp atau perkemahan bahasa juga 

menjadi alternatif yang menarik. Dalam perkemahan ini, peserta diajak untuk 

berinteraksi langsung dengan penutur asli bahasa daerah dalam suasana yang 

santai dan menyenangkan. Contohnya, sebuah perkemahan bahasa Sunda 

diadakan di daerah pegunungan, di mana peserta tidak hanya belajar bahasa, 

tetapi juga terlibat dalam kegiatan budaya seperti memasak makanan khas 

Sunda dan belajar tarian tradisional. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat 

kemampuan berbahasa, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan 

terhadap budaya lokal. Dengan pendekatan yang menyenangkan ini, peserta 

lebih termotivasi untuk belajar dan menggunakan bahasa daerah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Klub bahasa anak muda juga menjadi wadah yang efektif untuk 

mempromosikan penggunaan bahasa daerah. Dalam klub ini, para anggota 

berkumpul secara rutin untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berlatih 

berbicara dalam bahasa daerah. Misalnya, sebuah klub bahasa Bali diadakan 

di sekolah menengah dengan melibatkan siswa yang memiliki minat terhadap 

budaya Bali. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti diskusi tentang 
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sastra Bali, pertunjukan seni, dan bahkan kompetisi berbicara. Dengan cara 

ini, klub bahasa tidak hanya menjadi tempat untuk belajar bahasa, tetapi juga 

sebagai ajang untuk membangun komunitas yang solid dan saling mendukung 

di antara generasi muda. 

Model pendidikan inovatif yang muncul dari inisiatif komunitas ini 

menunjukkan bahwa pengajaran bahasa daerah tidak harus terbatas pada 

ruang kelas formal. Melalui berbagai metode yang kreatif dan interaktif, 

bahasa daerah dapat diajarkan dengan cara yang lebih menarik dan relevan 

bagi generasi muda. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya berkontribusi 

pada pelestarian bahasa daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya di 

tengah arus globalisasi yang semakin kuat. 

Di era digital saat ini, digitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu 

langkah strategis dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa 

tersebut. Pengembangan kamus digital merupakan salah satu contoh yang 

sangat signifikan. Kamus digital ini tidak hanya menyajikan kosakata dan arti, 

tetapi juga dilengkapi dengan fitur audio yang memungkinkan pengguna 

mendengar cara pengucapan yang benar dari penutur asli. Misalnya, kamus 

digital bahasa Batak yang dikembangkan oleh komunitas setempat 

menyediakan fitur ini, sehingga pengguna dapat belajar tidak hanya dari teks, 

tetapi juga dari pengucapan yang tepat. Hal ini membantu mengurangi 

kesalahan pengucapan yang sering terjadi ketika belajar bahasa daerah secara 

mandiri. 

Selain kamus digital, aplikasi pembelajaran interaktif juga semakin banyak 

dikembangkan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang menyenangkan dan interaktif. Contohnya, aplikasi yang mengajarkan 

bahasa Minang melalui permainan dan kuis, di mana pengguna dapat belajar 

kosakata baru sambil bermain. Dengan pendekatan gamifikasi ini, pengguna 

lebih termotivasi untuk belajar dan berlatih. Melalui aplikasi ini, mereka juga 

dapat berinteraksi dengan pengguna lain, berbagi pengalaman, dan saling 

mendukung dalam proses pembelajaran. Digitalisasi semacam ini tidak hanya 

membuat bahasa daerah lebih mudah diakses, tetapi juga menjadikannya 

lebih relevan bagi generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. 

Media sosial juga memainkan peran penting dalam digitalisasi bahasa 

daerah. Platform seperti TikTok dan YouTube menjadi sarana yang efektif untuk 

menyebarkan konten berbahasa daerah. Misalnya, terdapat banyak konten 

kreator yang membuat video pendek berbahasa Jawa, di mana mereka berbagi 

cerita, lelucon, atau bahkan tutorial menggunakan bahasa tersebut. Konten-



 
29 

konten ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik penonton tentang 

penggunaan bahasa daerah dalam konteks sehari-hari. Dengan cara ini, 

bahasa daerah bisa menjadi bagian dari tren dan budaya populer, sehingga 

lebih mudah diterima oleh generasi muda. 

Digitalisasi bahasa daerah melalui berbagai platform ini menunjukkan 

bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pelestarian 

bahasa. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, bahasa daerah tidak 

hanya dapat diajarkan, tetapi juga dipromosikan dan digunakan dalam konteks 

yang lebih luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bahasa daerah tetap 

hidup dan relevan di tengah perubahan zaman yang cepat. 

Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam upaya pelestarian dan 

pengembangan bahasa daerah. Kolaborasi antara Balai Bahasa, universitas, 

dan komunitas adat dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menyusun 

kurikulum yang relevan dan efektif. Misalnya, Balai Bahasa dapat bekerja sama 

dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pengajaran bahasa 

daerah yang tidak hanya mencakup aspek linguistik, tetapi juga budaya dan 

sejarah. Dalam hal ini, universitas dapat menyediakan tenaga pengajar yang 

berkualitas, sementara Balai Bahasa dapat memberikan panduan dan sumber 

daya yang diperlukan. 

Selain itu, komunitas adat juga memiliki peran penting dalam kolaborasi 

ini. Mereka adalah pemegang kearifan lokal yang memiliki pengetahuan 

mendalam tentang bahasa dan budaya mereka. Dengan melibatkan 

komunitas adat dalam proses penyusunan kurikulum, materi yang diajarkan 

menjadi lebih autentik dan sesuai dengan konteks budaya. Sebagai contoh, 

dalam pengajaran bahasa Dayak, komunitas adat dapat memberikan 

wawasan tentang penggunaan bahasa dalam konteks ritual dan tradisi, 

sehingga siswa tidak hanya belajar bahasa secara teoritis, tetapi juga 

memahami makna di balik penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Konservasi leksikon juga merupakan aspek penting dalam kerja sama 

lintas sektor ini. Banyak bahasa daerah yang menghadapi ancaman 

kepunahan, dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan 

mendokumentasikan kosakata dan ungkapan-ungkapan penting. Dalam hal 

ini, Balai Bahasa dapat berkolaborasi dengan universitas dan komunitas adat 

untuk melakukan penelitian dan dokumentasi bahasa. Misalnya, proyek 

dokumentasi bahasa yang melibatkan mahasiswa linguistik dan penutur asli 

bahasa tersebut dapat menghasilkan kamus atau buku panduan yang berisi 
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kosakata dan ungkapan yang mungkin sudah jarang digunakan. Dengan cara 

ini, leksikon bahasa daerah dapat dilestarikan dan diakses oleh generasi 

mendatang. 

Kerja sama lintas sektor dalam pengajaran dan pelestarian bahasa daerah 

menunjukkan bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Sinergi 

antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan program yang efektif 

dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, bahasa daerah tidak hanya 

dapat diajarkan, tetapi juga dilestarikan dan dihargai sebagai bagian dari 

warisan budaya yang kaya. 

 

Kesimpulan 

Bab "Revitalisasi Bahasa dan Storytelling Lokal" secara komprehensif 

membahas pentingnya bahasa daerah sebagai identitas dan warisan 

intelektual. Ini diuraikan melalui analisis linguistik kritis yang mengaitkan 

kepunahan bahasa dengan hilangnya pengetahuan ekologis dan filosofis, 

serta penilaian vitalitas bahasa menggunakan indeks UNESCO. Bahasa juga 

diakui sebagai gudang pengetahuan mendalam tentang kekerabatan, 

pengobatan tradisional, dan penanggalan. Selanjutnya, bab ini 

mengeksplorasi teknik storytelling untuk mengangkat legenda dan mitos lokal. 

Pembahasan mencakup analisis struktur narasi tradisional dan modern, 

adaptasi kontemporer legenda ke berbagai media dengan mempertahankan 

otentisitas, serta peran dramaturgi dan aktor narator dalam mentransmisikan 

nilai budaya. 

Keberhasilan revitalisasi ini sangat bergantung pada inisiatif komunitas 

dalam pengajaran dan penggunaan bahasa daerah. Dengan memadukan 

pemahaman mendalam akan nilai bahasa, teknik storytelling yang inovatif, 

dan partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan serta transmisi kekayaan 

budaya ini kepada generasi mendatang dapat terjamin. Pendekatan holistik ini 

bertujuan menciptakan ekosistem budaya yang dinamis, di mana bahasa dan 

narasi lokal tetap menjadi fondasi identitas bangsa, memastikan warisan tak 

benda ini terus hidup dan relevan. 
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BAB 3 
INOVASI PRODUK BERBASIS SENI DAN BUDAYA TRADISIONAL 

 

 

Pendahuluan 

Inovasi produk berbasis seni dan budaya tradisional merupakan 

paradigma yang semakin relevan dalam konteks ekonomi kreatif global. Bab 

ini mengelaborasi bagaimana kekayaan seni dan budaya Indonesia, yang 

diwariskan secara turun-temurun, dapat bertransformasi menjadi produk 

inovatif bernilai ekonomi tinggi tanpa kehilangan esensi filosofis dan 

spiritualnya. Fokus utama adalah menganalisis perpaduan antara kreativitas 

dalam desain dan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan, mencakup 

spektrum luas dari produk fesyen hingga seni pertunjukan. Integrasi elemen 

tradisional ke dalam konteks modern bukan hanya sekadar estetika, 

melainkan juga sebuah upaya pelestarian, revitalisasi, dan pemberdayaan 

komunitas. Proses ini menuntut pemahaman mendalam tentang makna di 

balik setiap motif, teknik, dan praktik budaya, serta kepekaan dalam 

menerjemahkannya ke dalam bentuk yang dapat diterima pasar global. 

Tantangan utamanya adalah menjaga otentisitas dan menghindari eksploitasi, 

sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi kembali kepada para 

pemangku kepentingan budaya asli. 

 

A. Studi Kasus Desainer yang Mengintegrasikan Motif Lokal ke dalam 

Fesyen Modern 

Integrasi motif lokal ke dalam fesyen modern adalah salah satu 

manifestasi paling nyata dari inovasi produk berbasis seni dan budaya 

tradisional. Desainer memiliki peran krusial sebagai jembatan antara warisan 

masa lalu dan tren masa kini, menciptakan dialog antara tradisi dan 

modernitas. Bagian ini mengkaji studi kasus desainer yang berhasil 

mengintegrasikan motif lokal, dengan fokus pada analisis filosofi motif, 

strategi desain yang digunakan, serta implikasi terkait isu kekayaan 

intelektual. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana desainer 

dapat menciptakan karya yang relevan secara estetika, komersial, dan etis, 

sekaligus memberikan penghargaan yang layak terhadap sumber budaya 

asalnya. 

Indonesia adalah rumah bagi ribuan motif tradisional, masing-masing 

dengan sejarah, makna, dan filosofi yang kaya. Untuk memahami kedalaman 
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integrasi motif lokal ke dalam fesyen modern, penting untuk menyelami filosofi 

di balik motif-motif tersebut dan bagaimana desainer menerjemahkannya 

tanpa menghilangkan maknanya. Dalam konteks ini, dapat dilihat bagaimana 

Batik Parang Rusak dari Jawa, Kain Tenun Ikat Sumba dari Nusa Tenggara 

Timur, dan Ukiran Asmat dari Papua menghadirkan simbolisme dan narasi 

budaya yang berbeda-beda, namun tetap dapat diadaptasi ke dalam karya 

fesyen kontemporer tanpa kehilangan ruh tradisionalnya. 

1. Batik Parang Rusak (Jawa) 

Batik Parang Rusak adalah salah satu motif batik tertua dan paling 

dihormati dari Jawa, khususnya dari lingkungan keraton. Motif ini dicirikan 

oleh pola diagonal seperti "S" yang saling berkesinambungan, menyerupai 

ombak laut yang tak pernah putus. Secara harfiah, "parang" berarti pedang 

atau senjata, sementara "rusak" di sini tidak diartikan sebagai hancur, 

melainkan lebih pada makna "rusak" atau "terpecah" dari hal-hal negatif, 

atau bahkan "rusak" dalam artian "tidak ada habisnya" atau "terus-

menerus" (Wulandari, 2011). 

Filosofi utama di balik Batik Parang Rusak sangat mendalam. Motif ini 

melambangkan perjuangan yang tak pernah padam, semangat yang gigih, 

dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Pola yang saling 

berkesinambungan mencerminkan kesinambungan hidup dan upaya 

untuk tidak menyerah. Selain itu, motif ini juga mengandung makna 

kepemimpinan, kekuasaan, dan kebijaksanaan, sehingga pada masa lalu, 

penggunaannya sangat terbatas pada kalangan bangsawan dan raja 

sebagai simbol status dan otoritas (Hardini & Nurhayati, 2018). Garis 

diagonal yang melengkung juga diinterpretasikan sebagai ombak samudra 

yang melambangkan kekuatan dan ketahanan, sementara pola yang 

teratur menunjukkan disiplin dan keteraturan dalam hidup. 

Dalam konteks fesyen modern, desainer yang mengintegrasikan Batik 

Parang Rusak menghadapi tantangan untuk mempertahankan makna 

filosofisnya. Penerjemahan motif ini seringkali dilakukan dengan 

mempertahankan pola dasar "S" yang ikonik, namun dengan eksplorasi 

skala, warna, dan material. Misalnya, desainer dapat menggunakan motif 

Parang Rusak dalam skala besar sebagai pernyataan utama pada gaun 

malam atau jaket, atau dalam skala kecil sebagai aksen pada detail kerah 

atau manset. Pilihan warna juga bisa bervariasi dari palet tradisional 

(sogan, indigo) hingga warna-warna kontemporer yang lebih cerah, 

asalkan tidak mengaburkan identitas motif. Beberapa desainer memilih 
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untuk memodifikasi pola Parang Rusak dengan sentuhan modern, seperti 

menggabungkan dengan motif geometris lain atau memecahnya menjadi 

fragmen-fragmen abstrak. Namun, desainer yang menghargai filosofinya 

akan memastikan bahwa modifikasi tersebut tidak menghilangkan esensi 

perjuangan dan kesinambungan. Mereka mungkin akan menyertakan 

narasi tentang makna motif dalam presentasi koleksi mereka, mendidik 

konsumen tentang warisan budaya yang mereka kenakan. Pendekatan ini 

memastikan bahwa Parang Rusak tidak hanya menjadi pola visual, tetapi 

juga pembawa cerita dan nilai-nilai luhur Jawa ke panggung fesyen global 

(Astuti & Sumarmi, 2019). 

2. Kain Tenun Ikat Sumba (Nusa Tenggara Timur) 

Kain Tenun Ikat Sumba adalah salah satu mahakarya tekstil 

tradisional Indonesia yang paling kompleks dan kaya makna. Proses 

pembuatannya sangat rumit, melibatkan teknik ikat benang sebelum 

dicelup dan ditenun, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga 

bertahun-tahun. Motif-motif pada tenun Sumba bukan sekadar hiasan; 

mereka adalah narasi visual tentang sejarah, kepercayaan, status sosial, 

dan hubungan manusia dengan alam dan leluhur (Adams, 1969). 

Motif-motif umum pada tenun Sumba meliputi hewan-hewan seperti 

kuda (melambangkan keberanian, kekayaan, dan status), ayam jantan 

(kejantanan dan kesuburan), buaya (kekuatan dan perlindungan), serta 

naga (kekuatan spiritual dan kemakmuran). Selain itu, ada motif manusia 

yang sering digambarkan dalam posisi ritualistik atau sebagai figur leluhur 

mamuli, yang melambangkan koneksi dengan dunia spiritual. Motif 

geometris dan tumbuh-tumbuhan juga sering muncul, menggambarkan 

kesuburan tanah dan siklus kehidupan. Setiap motif memiliki makna 

spesifik dan penempatannya pada kain juga tidak sembarangan; ia 

membentuk sebuah komposisi yang bercerita (Hitchcock, 1991). 

Filosofi Tenun Ikat Sumba sangat terkait dengan pandangan dunia 

masyarakat Sumba yang animistis dan kepercayaan Marapu. Kain ini 

sering digunakan dalam upacara adat penting seperti pernikahan, 

pemakaman, dan ritual panen, berfungsi sebagai media komunikasi 

dengan leluhur dan penanda identitas sosial. Sebuah kain tenun Sumba 

yang berkualitas tinggi tidak hanya menunjukkan kekayaan material, tetapi 

juga kekayaan spiritual dan status sosial pemakainya atau pemiliknya. 

Dalam industri fesyen modern, desainer yang mengintegrasikan Tenun 

Ikat Sumba harus sangat berhati-hati dan menghormati proses serta 
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makna di baliknya. Penerjemahan motif ini seringkali melibatkan 

penggunaan potongan kain tenun asli sebagai aksen atau panel pada 

busana kontemporer, seperti gaun, jaket, atau tas. Beberapa desainer 

mungkin memilih untuk mengadaptasi motif-motif tertentu ke dalam 

cetakan atau bordir pada material lain, namun dengan tetap menjaga 

karakter visual dan esensi spiritualnya. Kunci dalam penerjemahan yang 

etis adalah kolaborasi langsung dengan pengrajin Sumba dan komunitas 

lokal. Desainer yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa mereka 

memahami cerita di balik setiap motif dan memberikan kredit yang layak 

kepada sumber asalnya. Mereka juga akan mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan dan keadilan dalam rantai pasok. Misalnya, motif kuda 

Sumba dapat diadaptasi menjadi pola yang lebih minimalis pada kemeja 

pria, atau figur \(mamuli\) dapat diinterpretasikan ulang dalam bentuk 

perhiasan modern. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan keindahan 

dan kedalaman filosofi Tenun Ikat Sumba kepada audiens yang lebih luas, 

sambil memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan ekonomi tetap terjaga 

bagi masyarakat Sumba (Nababan & Suryani, 2020). 

3. Ukiran Asmat (Papua) 

Ukiran Asmat dari Papua adalah salah satu bentuk seni pahat kayu 

yang paling ekspresif dan spiritual di dunia. Bagi masyarakat Asmat, ukiran 

bukan sekadar seni dekoratif, melainkan manifestasi dari sistem 

kepercayaan, sejarah, dan hubungan mereka dengan leluhur serta alam. 

Setiap ukiran adalah sebuah narasi, sebuah penghormatan, dan sebuah 

jembatan antara dunia hidup dan dunia arwah (Kooijman, 1963). 

Motif-motif Ukiran Asmat sangat beragam, namun seringkali 

menampilkan figur manusia, hewan (seperti buaya, kura-kura, burung), 

dan pola-pola geometris yang abstrak. Figur manusia seringkali 

digambarkan dalam posisi yang dinamis atau saling terkait, 

melambangkan hubungan kekerabatan dan kesinambungan garis 

keturunan. Motif-motif ini seringkali diukir pada tiang-tiang rumah adat 

rumah bujang, perahu, perisai, patung leluhur bisj poles, dan alat-alat 

upacara. Ciri khas ukiran Asmat adalah penggunaan ruang negatif yang 

cerdas, menciptakan pola-pola rumit dan saling terkait yang membentuk 

keseluruhan cerita. 

Filosofi inti Ukiran Asmat adalah penghormatan terhadap leluhur 

ndambu dan siklus kehidupan-kematian-reinkarnasi. Banyak ukiran 

dibuat dalam konteks upacara adat untuk memperingati orang yang telah 
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meninggal, membantu arwah mereka menemukan jalan ke alam baka, 

atau membalas dendam atas kematian mereka. Patung bisj poles, 

misalnya, dibuat dari pohon yang melambangkan tubuh manusia dan 

diukir dengan figur-figur leluhur yang saling menopang, 

merepresentasikan kekuatan dan kesinambungan klan (Rockefeller, 

1967). Ukiran juga berfungsi sebagai penanda identitas suku dan 

kelompok, serta sebagai media untuk menyampaikan mitos dan sejarah 

lisan. 

Menerjemahkan Ukiran Asmat ke dalam fesyen modern 

membutuhkan kepekaan ekstrem karena sifatnya yang sangat sakral dan 

personal. Desainer harus menghindari trivialisasi atau komersialisasi yang 

berlebihan yang dapat mengikis makna spiritualnya. Pendekatan yang etis 

mungkin melibatkan abstraksi motif atau penggunaan elemen-elemen 

tertentu sebagai inspirasi, bukan replikasi langsung. Misalnya, desainer 

dapat mengambil inspirasi dari pola-pola geometris yang rumit atau 

bentuk-bentuk figuratif yang dinamis dari ukiran Asmat untuk 

menciptakan cetakan tekstil, bordir, atau bahkan bentuk siluet pada 

busana. Warna-warna alami yang dominan dalam ukiran Asmat (merah 

dari tanah liat, putih dari kapur, hitam dari arang) juga dapat menjadi palet 

inspirasi. Penting untuk memastikan bahwa adaptasi ini dilakukan dengan 

izin dan partisipasi aktif dari komunitas Asmat, serta dengan mekanisme 

pembagian keuntungan yang adil. Desainer dapat berkolaborasi dengan 

seniman Asmat untuk menciptakan motif baru yang terinspirasi dari 

tradisi, atau menggunakan ukiran Asmat sebagai bagian dari instalasi seni 

atau presentasi fesyen yang lebih luas, yang menyoroti keindahan dan 

kedalaman budayanya tanpa menjadikannya sekadar komoditas (Suryani 

& Purnomo, 2021). Dengan demikian, fesyen dapat menjadi platform 

untuk mengapresiasi dan melestarikan warisan budaya Asmat yang tak 

ternilai. 

Integrasi motif lokal ke dunia fesyen modern seringkali menjadi pedang 

bermata dua. Di satu sisi, ia mampu mengangkat dan melestarikan warisan 

budaya; di sisi lain, praktik tersebut berpotensi terjebak dalam cultural 

appropriation apabila tidak dilakukan secara etis. Karena itu, memahami 

perbedaan antara appropriation dan appreciation menjadi sangat penting. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Young (2008), cultural appropriation terjadi 

ketika elemen-elemen budaya minoritas atau kelompok yang terpinggirkan 

diambil oleh kelompok dominan tanpa pemahaman, penghargaan, atau izin, 
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seringkali untuk keuntungan komersial, dan tanpa memberikan kredit atau 

manfaat kembali kepada pencipta asli. Praktik semacam ini sering melibatkan 

dekontekstualisasi, trivialisasi, atau stereotip. Sebaliknya, Rogers (2006) 

menekankan bahwa cultural appreciation melibatkan proses pembelajaran, 

pemahaman, serta penghargaan yang mendalam terhadap suatu budaya, 

termasuk interaksi yang hormat dan timbal balik, misalnya melalui kolaborasi 

langsung atau pertukaran budaya yang adil. Penjelasan ini menegaskan bahwa 

etika dalam penggunaan motif tradisional tidak hanya bergantung pada hasil 

akhirnya, tetapi juga pada proses kreatif dan hubungan desainer dengan 

komunitas budaya yang menjadi sumber inspirasi. 

Untuk memahami perbedaan tersebut secara lebih konkret, berikut 

adalah dua ilustrasi studi kasus yang menunjukkan bagaimana sebuah 

tindakan dapat jatuh ke dalam kategori appropriation maupun appreciation. 

1. Kasus 1: Desainer Internasional X dan Motif Tenun Ikat Sumba 

(Potensi Appropriation) 

Skenario: Sebuah merek fesyen mewah internasional meluncurkan 

koleksi yang menampilkan motif yang sangat mirip dengan Tenun Ikat 

Sumba, namun tanpa menyebutkan asal-usulnya, berkolaborasi dengan 

komunitas Sumba, atau memberikan kompensasi yang adil. Merek 

tersebut mungkin hanya terinspirasi oleh estetika visualnya, mencetak 

motif tersebut pada kain murah, dan menjualnya dengan harga premium, 

mengklaimnya sebagai "desain etnik" atau "terinspirasi global." 

Analisis: Dalam skenario ini, desainer atau merek kemungkinan besar 

melakukan appropriation. Motif Tenun Ikat Sumba memiliki makna 

spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakat Sumba. Mengambil 

motif ini tanpa pemahaman konteks, tanpa izin, dan tanpa memberikan 

manfaat kepada pencipta asli adalah bentuk eksploitasi. Hal ini 

menghilangkan agensi dari komunitas Sumba, mengkomersialkan warisan 

mereka tanpa pengakuan, dan berpotensi merusak pasar bagi pengrajin 

asli yang berjuang untuk mempertahankan teknik tradisional mereka 

(Pham, 2014). Merek tersebut hanya mengambil estetika permukaan 

tanpa menghargai kedalaman budaya di baliknya. Situasi ini menunjukkan 

bagaimana hubungan yang tidak setara antara pemilik budaya dan pihak 

yang mengambil inspirasi dapat menciptakan ketidakadilan struktural, 

terutama dalam industri yang memiliki daya komersial tinggi seperti 

fesyen. 
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2. Kasus 2: Desainer Lokal Y dan Batik Parang Rusak (Contoh 

Appreciation dan Inovasi Etis) 

Skenario: Desainer lokal Y, yang memiliki latar belakang pendidikan 

fesyen dan pemahaman mendalam tentang budaya Jawa, meluncurkan 

koleksi modern yang mengintegrasikan motif Batik Parang Rusak. 

Desainer Y tidak hanya menggunakan motif tersebut, tetapi juga 

melakukan riset mendalam tentang filosofinya. Ia berkolaborasi dengan 

pengrajin batik di Solo yang secara turun-temurun membuat Batik Parang 

Rusak, memastikan bahwa teknik tradisional tetap digunakan dan para 

pengrajin mendapatkan upah yang adil. Dalam presentasi koleksinya, 

Desainer Y secara eksplisit menjelaskan makna filosofis Parang Rusak dan 

menceritakan kisah di balik kolaborasinya dengan pengrajin. Ia juga 

mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program pendidikan 

membatik di komunitas tersebut. 

Analisis: Ini adalah contoh cultural appreciation. Desainer Y 

menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap motif dan 

budayanya. Ia tidak hanya mengambil estetika, tetapi juga memahami dan 

menghargai konteks, sejarah, dan filosofi di baliknya. Kolaborasi langsung 

dengan pengrajin memastikan keberlanjutan teknik tradisional dan 

pemberdayaan ekonomi komunitas. Memberikan kredit dan narasi yang 

jelas mendidik konsumen dan meningkatkan kesadaran akan warisan 

budaya. Desainer Y berhasil menerjemahkan motif Parang Rusak ke dalam 

desain modern tanpa menghilangkan maknanya, bahkan memperkuatnya 

melalui platform fesyen (Niessen, 2009). Contoh ini menunjukkan 

bagaimana desainer dapat berperan sebagai mediator yang 

mempertemukan tradisi dan inovasi, sekaligus menjadi mitra yang adil 

bagi komunitas budaya. 

Dengan melihat dua kasus ini, jelas bahwa perbedaan antara appropriation 

dan appreciation bukan hanya terletak pada penggunaan motif, tetapi pada 

cara, niat, dan dampak dari proses kreatif tersebut. Pendekatan yang sensitif, 

kolaboratif, dan etis memungkinkan fesyen tidak hanya menjadi medium 

ekspresi estetika, tetapi juga sarana pelestarian dan pemberdayaan budaya. 

Setelah memahami berbagai risiko dan dinamika yang muncul dalam 

cultural appropriation, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana praktik 

budaya dapat dilakukan secara lebih etis dan saling menghormati. Strategi-

strategi ini bertujuan membantu individu maupun lembaga menavigasi 
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keberagaman budaya dengan cara yang bertanggung jawab, reflektif, dan 

menghormati komunitas asalnya. 

1. Riset Mendalam dan Pemahaman Konteks: Sebelum menggunakan 

motif, desainer harus melakukan riset ekstensif tentang sejarah, 

makna, dan fungsi budaya motif tersebut. Memahami konteks adalah 

langkah pertama untuk menghindari trivialisasi. 

2. Kolaborasi dan Partisipasi Komunitas: Kemitraan langsung dengan 

komunitas adat atau pengrajin adalah strategi terbaik. Ini memastikan 

bahwa suara dan perspektif mereka didengar, dan mereka memiliki 

agensi dalam bagaimana warisan mereka digunakan. Kolaborasi juga 

memungkinkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan. 

3. Izin dan Persetujuan yang Informasi (FPIC): Mendapatkan izin yang 

jelas dari pemangku kepentingan budaya adalah etika dasar. Ini harus 

menjadi persetujuan yang diinformasikan, di mana komunitas 

memahami sepenuhnya bagaimana motif mereka akan digunakan dan 

apa manfaatnya bagi mereka. 

4. Pembagian Keuntungan yang Adil: Mekanisme pembagian 

keuntungan yang transparan dan adil harus diterapkan, memastikan 

bahwa komunitas asli mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan 

dari penggunaan motif mereka. Ini bisa berupa royalti, investasi 

kembali ke komunitas, atau upah yang adil. 

5. Pemberian Kredit dan Narasi yang Jelas: Selalu berikan kredit yang 

jelas kepada sumber budaya asli. Edukasi konsumen tentang asal-

usul dan makna motif tidak hanya menghormati budaya tersebut 

tetapi juga menambah nilai pada produk. 

6. Menghindari Stereotip dan Trivialisasi: Desainer harus berhati-hati 

untuk tidak menyederhanakan atau menggeneralisasi motif budaya, 

yang dapat mengarah pada stereotip. Hindari penggunaan motif hanya 

sebagai "tren" tanpa kedalaman. 

7. Fokus pada Inovasi Bersama: Alih-alih hanya mengambil, desainer 

dapat berinovasi bersama komunitas, menciptakan motif baru yang 

terinspirasi tradisi tetapi juga mencerminkan kreativitas kontemporer, 

sehingga menciptakan warisan baru yang diakui bersama (Kwon, 

2019). 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, desainer dapat menjadi agen positif 

dalam pelestarian dan promosi budaya tradisional, mengubah potensi 

appropriation menjadi appreciation yang memberdayakan dan berkelanjutan. 
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Selain mempertimbangkan aspek etis dalam penggunaan unsur budaya, 

persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana komunitas pemilik 

budaya dapat mempertahankan hak-hak mereka dalam kerangka hukum yang 

berlaku. Dalam konteks itulah, isu Kekayaan Intelektual (HAKI) muncul sebagai 

salah satu medan diskusi paling kompleks, terutama ketika menyangkut 

pengetahuan dan karya budaya yang diwariskan secara komunal. Isu 

Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam konteks seni dan budaya tradisional adalah 

topik yang kompleks dan penuh tantangan. Berbeda dengan HAKI 

konvensional yang berfokus pada individu atau entitas korporat, warisan 

budaya tradisional seringkali bersifat komunal, diwariskan secara kolektif, dan 

tidak memiliki satu pencipta tunggal yang dapat diidentifikasi. Ini menciptakan 

celah dalam sistem HAKI yang ada, yang seringkali gagal melindungi "HAKI 

Komunal" atau Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge/TK) dan 

Ekspresi Budaya Tradisional (Traditional Cultural Expressions/TCEs) secara 

memadai (WIPO, 2001). 

Tantangan utama dalam perlindungan HAKI komunal terletak pada 

sifatnya yang kolektif dan turun-temurun, sehingga tidak sesuai dengan 

kerangka HAKI konvensional yang mensyaratkan identifikasi pencipta tunggal 

serta batas waktu perlindungan. Tantangan utamanya sebagai berikut. 

1. Konsep Kepemilikan Komunal vs. Individual: Sistem HAKI modern 

didasarkan pada konsep kepemilikan individu atau korporasi. Motif 

tradisional, lagu, tarian, atau cerita rakyat seringkali dimiliki secara 

kolektif oleh suatu komunitas selama berabad-abad. Mengidentifikasi 

"pemilik" untuk tujuan pendaftaran HAKI menjadi sangat sulit, bahkan 

tidak mungkin. 

2. Ketiadaan Batas Waktu: HAKI konvensional memiliki batas waktu 

perlindungan (misalnya, hak cipta 50-70 tahun setelah kematian 

pencipta, paten 20 tahun). Pengetahuan dan ekspresi tradisional telah 

ada selama generasi dan diharapkan terus ada tanpa batas waktu. 

Menerapkan batas waktu pada mereka akan merusak esensi 

pelestarian budaya. 

3. Kurangnya Dokumentasi Formal: Banyak pengetahuan dan ekspresi 

tradisional diwariskan secara lisan atau melalui praktik, tanpa 

dokumentasi tertulis formal. Ini mempersulit pembuktian kepemilikan 

atau asal-usul dalam kerangka hukum HAKI. 

4. Komodifikasi dan Eksploitasi: Tanpa perlindungan yang memadai, 

motif dan ekspresi budaya tradisional rentan terhadap eksploitasi 
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komersial oleh pihak luar yang tidak terkait dengan komunitas 

pencipta. Ini dapat mengarah pada "pembajakan budaya" di mana 

pihak ketiga mendapatkan keuntungan finansial tanpa memberikan 

kompensasi atau pengakuan kepada komunitas asli (Blakeney, 2000). 

5. Perbedaan Sistem Hukum dan Budaya: Ada kesenjangan besar 

antara kerangka hukum HAKI Barat dan sistem hukum adat atau 

pandangan dunia masyarakat adat. Apa yang dianggap "kekayaan 

intelektual" dalam satu konteks mungkin tidak diakui atau dihargai 

dengan cara yang sama di konteks lain. 

Dalam menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan 

mekanisme perlindungan yang lebih sesuai dengan sifat komunal dan historis 

dari karya budaya tradisional. Salah satu mekanisme HAKI yang paling relevan 

untuk tujuan ini adalah Indikasi Geografis (IG). IG merupakan tanda yang 

digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu serta kualitas, 

reputasi, atau karakteristik yang secara langsung dipengaruhi oleh faktor alam 

dan/atau faktor manusia di wilayah tersebut (WIPO, n.d.). Dalam konteks motif 

tradisional, IG dapat diterapkan pada produk seperti Tenun Ikat Sumba atau 

Batik Parang Rusak, selama produk tersebut memiliki keterkaitan inheren 

dengan wilayah asalnya dan kualitasnya ditentukan oleh praktik tradisional 

setempat. Sebagai contoh, pendaftaran “Tenun Ikat Sumba” sebagai IG akan 

memastikan bahwa hanya tenun yang dibuat di Sumba menggunakan teknik 

dan motif tradisional yang berhak menggunakan nama tersebut. Penerapan IG 

memberikan sejumlah manfaat penting, antara lain perlindungan reputasi 

produk dari penyalahgunaan pihak luar, peningkatan nilai ekonomi melalui 

jaminan keaslian, pemberdayaan komunitas lokal karena mereka memegang 

kendali atas penggunaan nama produk, serta pelestarian teknik dan 

pengetahuan tradisional yang diwariskan lintas generasi (Rangnekar, 2004). 

Untuk mewujudkan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi komunitas, 

terdapat sejumlah strategi yang dapat ditempuh secara langsung dan praktis. 

Beberapa langkah berikut menunjukkan bagaimana komunitas dapat 

mengoptimalkan potensi motif tradisional mereka: 

1. Pendaftaran HAKI Kolektif (Merek Kolektif): Komunitas dapat 

membentuk badan hukum (misalnya, koperasi atau asosiasi) dan 

mendaftarkan merek kolektif untuk produk-produk mereka. Merek ini 

dapat digunakan oleh semua anggota komunitas yang memenuhi 

standar kualitas tertentu. 
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2. Dokumentasi Pengetahuan Tradisional: Meskipun tidak selalu 

memberikan perlindungan HAKI langsung, dokumentasi sistematis 

tentang motif, teknik, dan filosofi dapat menjadi bukti penting dalam 

kasus sengketa dan berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan 

produk yang etis. 

3. Perjanjian Manfaat Bersama (Benefit-Sharing Agreements): 

Komunitas dapat membuat perjanjian dengan desainer, perusahaan, 

atau peneliti yang ingin menggunakan motif atau pengetahuan 

mereka. Perjanjian ini harus mencakup ketentuan tentang izin, 

pengakuan, dan pembagian keuntungan yang adil. 

4. Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas: Melatih anggota komunitas 

dalam manajemen bisnis, pemasaran, dan negosiasi dapat 

membantu mereka lebih efektif dalam mengelola dan 

mengkomersialkan warisan budaya mereka sendiri. 

5. Pengembangan Produk Berbasis Komunitas: Mendorong komunitas 

untuk mengembangkan produk mereka sendiri, dari desain hingga 

pemasaran, dapat memaksimalkan manfaat ekonomi yang kembali 

kepada mereka. Ini bisa melibatkan pembuatan produk fesyen, 

kerajinan tangan, atau bahkan pariwisata budaya yang berpusat pada 

motif mereka. 

6. Advokasi Kebijakan: Komunitas dan organisasi pendukung dapat 

melobi pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum nasional 

yang lebih kuat untuk melindungi pengetahuan tradisional dan 

ekspresi budaya, yang melampaui cakupan HAKI konvensional (Posey 

& Dutfield, 1996). 

7. Sertifikasi Etis dan Adil: Menerapkan sistem sertifikasi yang 

menjamin bahwa produk dibuat secara etis, dengan kompensasi yang 

adil kepada pengrajin dan komunitas, dapat menarik pasar konsumen 

yang sadar etika. 

Melindungi HAKI komunal dan memastikan manfaat ekonomi bagi komunitas 

adalah langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan seni dan budaya 

tradisional. Ini bukan hanya tentang keadilan ekonomi, tetapi juga tentang 

pelestarian identitas budaya, pemberdayaan masyarakat adat, dan 

pengakuan atas nilai tak ternilai dari warisan kolektif mereka. 
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B. Pengembangan Seni Pertunjukan Kontemporer dengan Inspirasi 

Tradisional 

Seni pertunjukan adalah salah satu medium paling dinamis untuk 

mengekspresikan dan merevitalisasi budaya tradisional. Dalam konteks 

kontemporer, seniman seringkali mencari inspirasi dari warisan nenek moyang 

untuk menciptakan karya baru yang relevan dengan audiens modern, baik di 

tingkat lokal maupun global. Bagian ini mengkaji bagaimana seni pertunjukan 

tradisional diadaptasi dan dikembangkan menjadi bentuk kontemporer, peran 

aktor dan kreator utama, serta bagaimana karya-karya ini diterima di kancah 

internasional. Transformasi ini bukan sekadar reproduksi, melainkan sebuah 

dialog aktif antara masa lalu dan masa kini, yang menghasilkan bentuk-bentuk 

artistik hibrida yang kaya makna dan relevansi (Schechner, 2013). 

Komparasi dan evolusi seni pertunjukan tradisional Indonesia 

menunjukkan bagaimana bentuk seni yang berakar pada ritual, kepercayaan, 

dan narasi epik tersebut telah mengalami transformasi seiring waktu. 

Perubahan ini terjadi baik secara organik maupun melalui intervensi kreatif 

para seniman kontemporer. Melalui perbandingan antara seni pertunjukan 

tradisional murni dan versi kontemporernya yang terinspirasi tradisi, terlihat 

jelas dinamika evolusi dan inovasi, sekaligus tantangan dalam menjaga 

otentisitas serta relevansi bagi penonton masa kini. 

Untuk memahami dinamika transformasi tersebut secara lebih konkret, 

diperlukan pembahasan mengenai contoh seni pertunjukan yang telah 

mengalami adaptasi kreatif. Beberapa karya berikut dapat menjadi ilustrasi 

bagaimana tradisi diolah kembali dalam konteks kontemporer tanpa 

kehilangan akar budayanya. 

1. Seni Pertunjukan Tradisional Murni: Wayang Kulit Klasik 

Wayang Kulit adalah salah satu bentuk seni pertunjukan tertua dan 

paling ikonik di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Pertunjukan ini 

melibatkan dalang yang memanipulasi boneka kulit di balik layar 

berlampu, menceritakan kisah-kisah dari epos Ramayana dan 

Mahabharata, atau cerita lokal lainnya. Musik gamelan mengiringi 

pertunjukan, dan dalang tidak hanya berperan sebagai pencerita tetapi 

juga sebagai penyanyi, penari, sekaligus filsuf (Brandon, 1970). Wayang 

Kulit bukan hanya hiburan, tetapi juga media pendidikan moral, spiritual, 

dan sosial yang mendalam, sehingga fungsinya kerap melampaui sekadar 

tontonan dan menjadi cermin kehidupan masyarakat.  
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Kekuatan Wayang Kulit terletak pada ciri khas dan fungsinya yang 

berlapis: mulai dari sakralitas dan ritual yang hadir dalam pertunjukan 

seperti ruwatan, yang berfungsi sebagai upacara pembersihan atau tolak 

bala dan menempatkan dalang sebagai figur spiritual (Florida, 1995), 

hingga struktur baku dan pakem yang ketat, yang mencakup urutan 

adegan (pathet), karakter dengan sifat dan suara khas, serta pola musik 

gamelan (gending) yang harus dikuasai secara mendalam oleh dalang 

(Sumarsam, 1995). Unsur simbolisme juga sangat dominan, terlihat dari 

tokoh Punakawan yang bukan hanya pelawak tetapi juga penasihat bijak 

yang mewakili rakyat kecil, serta dari elemen-elemen visual seperti cahaya 

blencong yang melambangkan kehidupan, layar putih sebagai alam 

semesta, dan dalang sebagai simbol pencipta (Long, 1992).  

Selain itu, interaksi langsung antara dalang dan penonton serta durasi 

pertunjukan yang berlangsung semalam suntuk menciptakan pengalaman 

komunal yang unik, sementara penggunaan peralatan tradisional seperti 

boneka kulit berukir, layar putih, lampu minyak, dan perangkat gamelan 

berbahan perunggu memberikan kedalaman estetika dan akustik yang 

khas. Secara keseluruhan, Wayang Kulit klasik merupakan cerminan dari 

pandangan dunia Jawa yang kompleks, mengajarkan moralitas, 

spiritualitas, dan tatanan sosial. Konservasi bentuk murni ini menjadi 

sangat penting untuk menjaga warisan budaya yang tak ternilai, 

memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat mempelajari dan 

mewarisi kebijaksanaan leluhur (Pudjasworo, 2002). 

2. Seni Pertunjukan Kontemporer dengan Inspirasi Tradisional 

Seni pertunjukan kontemporer mengambil esensi dari tradisi dan 

menggabungkannya dengan elemen modern, baik dari segi estetika, 

narasi, maupun teknologi. Pendekatan ini seringkali menghasilkan karya 

hibrida yang menantang batas-batas genre serta membuka interpretasi 

baru, dengan tujuan bukan untuk menggantikan tradisi, melainkan 

merevitalisasinya agar tetap relevan bagi audiens global yang beragam. 

Salah satu figur penting dalam evolusi seni pertunjukan kontemporer 

Indonesia adalah Eko Supriyanto, yang dikenal karena eksplorasinya 

terhadap tubuh dan kemampuannya memadukan tari tradisional Jawa 

(khususnya tari keraton) dengan gerakan kontemporer. Dalam karya-

karyanya seperti Cry Jailolo dan Balabala, ia tidak hanya menampilkan 

keindahan gerak, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan 

yang mendesak. Eko menjadikan elemen tari tradisional sebagai fondasi, 
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lalu mengembangkannya melalui teknik tari modern, improvisasi, dan 

dramaturgi kontemporer. Gerakan yang terinspirasi dari tradisi seperti 

ngigel atau sembah diolah menjadi bahasa tubuh universal yang tetap 

mempertahankan esensi spiritualnya. Musik pengiringnya pun 

memadukan gamelan dengan soundscape elektronik, komposisi modern, 

atau bahkan keheningan untuk mempertegas kekuatan visual dan gerak 

(Supriyanto, 2017). “Cry Jailolo,” misalnya, mengeksplorasi gerak bawah 

air dan tarian tradisional suku Bajo untuk menyampaikan pesan tentang 

kerusakan ekosistem laut, menciptakan pengalaman pertunjukan yang 

meditatif sekaligus provokatif (The Guardian, 2016). 

Selain itu, Garin Nugroho menjadi tokoh penting lainnya melalui karya 

teater multidisiplin yang memadukan unsur tradisi dengan estetika 

modern. Dalam karya-karya seperti Satan Jawa dan Opera Jawa, Garin 

menggabungkan tari Jawa klasik, musik gamelan, visual modern, 

pencahayaan dramatis, serta narasi yang lebih kompleks. Pendekatannya 

yang menggabungkan film, tari, musik, teater, dan seni rupa menciptakan 

pengalaman multisensori yang melampaui batas-batas tradisional 

(Nugroho, 2010). Satan Jawa, misalnya, merupakan pertunjukan film bisu 

yang diiringi gamelan secara langsung, menampilkan mitos Jawa tentang 

pesugihan namun disajikan dengan estetika kontemporer yang cenderung 

gelap dan dekonstruktif. Garin kerap membongkar elemen tradisi dan 

menempatkannya dalam konteks baru untuk memicu refleksi kritis dan 

dialog publik. 

Secara umum, seni pertunjukan kontemporer yang terinspirasi tradisi 

memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari bentuk klasik. 

Proses dekonstruksi dan rekonstruksi menjadi langkah penting dalam 

menafsirkan ulang elemen tradisional tanpa menghilangkan esensinya 

(Derrida, 1976). Karya-karya ini juga menampilkan fusi genre dan 

pendekatan multidisiplin, memadukan tari, musik, teater, visual art, 

sastra, hingga teknologi modern. Narasi yang diangkat pun diperbarui 

untuk membahas isu-isu kontemporer seperti identitas, gender, 

lingkungan, politik, dan globalisasi, sehingga tetap relevan bagi audiens 

masa kini. Di sisi estetika, penggunaan pencahayaan inovatif, tata 

panggung modern, kostum eksperimental, dan integrasi teknologi seperti 

video mapping, digital sound design, hingga virtual reality (VR) 

memperkaya pengalaman visual dan auditori. Hal ini membantu 

menjangkau audiens global yang mungkin tidak familiar dengan tradisi 
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aslinya, tetapi dapat memahami bahasa emosional dan visual yang 

universal. 

Evolusi dari Wayang Kulit klasik ke karya-karya kontemporer seperti 

milik Eko Supriyanto dan Garin Nugroho menunjukkan pergeseran dari 

pelestarian bentuk murni ke eksplorasi kreatif yang lebih bebas. Wayang 

Kulit menjaga otentisitas dan kedalaman filosofisnya melalui pakem yang 

ketat dan berfungsi sebagai penjaga tradisi, sementara seni pertunjukan 

kontemporer menjadikan tradisi sebagai “bahan bakar” untuk inovasi, 

menciptakan dialog yang dinamis antara masa lalu dan masa kini (Cohen, 

2011). Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi 

dan penghormatan terhadap esensi filosofis tradisi, sekaligus 

menghindari cultural appropriation. Hal ini menuntut sensitivitas budaya, 

pengetahuan sejarah, dan tanggung jawab kreatif agar ekspresi seni tetap 

etis dan bermakna (Bourdieu, 1993). 

Setelah meninjau evolusi bentuk seni pertunjukan, penting juga melihat 

para aktor dan kreator utama di balik proses kreatif tersebut. Para individu ini 

merupakan visioner dengan pemahaman mendalam tentang tradisi dan 

kontemporer, termasuk koreografer, komposer, sutradara, dan seniman 

multidisiplin yang berani bereksperimen, seringkali dengan latar belakang 

pendidikan formal di kedua ranah. 

1. Koreografer 

Eko Supriyanto adalah contoh utama koreografer yang berhasil 

menjembatani tradisi dan kontemporer. Latar belakangnya yang kuat 

dalam tari Jawa klasik, terutama tari Mangkunegaran, dikombinasikan 

dengan pendidikan tari kontemporer di UCLA, memberinya perspektif 

unik. Karyanya tidak hanya mengadopsi gerakan, tetapi juga filosofi dan 

spiritualitas tari tradisional. Ia sering bekerja dengan penari dari komunitas 

lokal, seperti penari Bajo dalam Cry Jailolo, untuk memastikan otentisitas 

gerak dan narasi. Pendekatannya terhadap koreografi bersifat holistik, 

mempertimbangkan gerakan, ruang, waktu, suara, dan emosi (Supriyanto, 

2017). 

Didik Nini Thowok dikenal dengan gaya yang lebih ringan dan humoris, 

namun tetap master dalam menggabungkan berbagai genre tari 

tradisional—Jawa, Bali, Sunda, bahkan Jepang—dengan sentuhan 

kontemporer dan komedi. Ia menggunakan topeng dan karakter unik untuk 

mengeksplorasi isu gender dan identitas, membuat pertunjukannya 
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relevan dan menghibur. Karyanya menunjukkan bahwa inovasi bisa 

dilakukan melalui humor dan parodi yang cerdas (Thowok, 2007). 

Melati Suryodarmo dikenal dengan karya endurance art yang intens 

dan meditatif. Meskipun tidak selalu menggunakan tari tradisional formal, 

banyak karyanya terinspirasi dari ritual dan filosofi Jawa, seperti konsep 

tapa atau meditasi. Ia menggunakan tubuhnya sebagai medium untuk 

mengeksplorasi batas fisik dan mental, seringkali dengan durasi sangat 

panjang, menciptakan pengalaman yang kuat bagi penonton (Suryodarmo, 

2012). 

2. Komposer dan Penata Musik 

Rahayu Supanggah adalah komposer gamelan kontemporer yang 

sangat berpengaruh. Ia tidak hanya melestarikan tradisi gamelan tetapi 

juga mengembangkannya dalam konteks baru, menciptakan komposisi 

untuk film, teater, dan kolaborasi internasional. Karyanya untuk Opera 

Jawa karya Garin Nugroho menunjukkan bagaimana gamelan dapat 

diintegrasikan ke dalam narasi modern dengan cara inovatif dan dramatis 

(Supanggah, 2007). 

Aryo Danusiri, sebagai komposer dan seniman suara, sering 

menciptakan soundscape untuk pertunjukan teater atau instalasi seni 

yang terinspirasi dari suara alam atau ritual tradisional, kemudian diolah 

secara elektronik. Ia memanfaatkan field recording untuk menangkap 

suara otentik dari lingkungan budaya dan memanipulasinya secara digital, 

menciptakan komposisi yang imersif dan berlapis. 

Franki Raden adalah komposer dan etnomusikolog yang 

menggabungkan musik tradisional Indonesia dengan orkestra Barat dan 

teknologi elektronik. Ia menciptakan komposisi yang menantang batas-

batas genre, menghasilkan suara unik yang menarik bagi audiens global. 

3. Sutradara Teater dan Film 

Garin Nugroho merupakan salah satu sutradara paling berpengaruh 

dalam memadukan tradisi dan modernitas. Ia menggunakan 

sinematografi, tata panggung, dan narasi inovatif untuk menghadirkan 

cerita tradisional dalam konteks universal. Dalam pertunjukan teaternya, 

ia sering memanfaatkan video mapping untuk menciptakan latar visual 

yang dinamis dan imersif, serta sound design kompleks untuk 

memperkaya pengalaman audiens (Nugroho, 2010). Pendekatannya 

bersifat alegoris, menggunakan mitos dan simbol tradisional untuk 

mengomentari realitas sosial-politik kontemporer. 
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Kelompok Teater Garasi di Yogyakarta, dengan sutradara seperti Yudi 

Ahmad Tajudin, menggali mitos dan cerita rakyat Indonesia lalu 

menyajikannya melalui teater kontemporer yang kritis dan eksperimental. 

Mereka menggunakan berbagai media, termasuk video, instalasi, dan 

musik non-tradisional, menciptakan pertunjukan kolektif dan partisipatif 

yang relevan dengan isu sosial-politik saat ini. 

Goenawan Mohamad, melalui Teater Mandiri, mengeksplorasi tema 

filosofis dan mitologis Jawa dalam konteks teater modern, dengan 

penekanan pada bahasa dan narasi puitis. 

4. Penggunaan Teknologi dalam Pertunjukan 

Teknologi telah menjadi elemen krusial dalam seni pertunjukan 

kontemporer yang terinspirasi tradisi, memungkinkan seniman 

memperluas ekspresi dan menciptakan pengalaman mendalam bagi 

penonton. Video mapping dan proyeksi interaktif memungkinkan latar 

panggung dinamis dan penambahan lapisan narasi visual kompleks. 

Dalam Satan Jawa karya Garin Nugroho, video mapping menciptakan 

lanskap mistis dan adegan fantasi, sementara proyeksi interaktif 

merespons gerakan penari dan audiens, menciptakan pengalaman 

imersif. 

Sound design dan spatial audio memperluas penggunaan musik 

tradisional, menggabungkan efek suara, rekaman lapangan, suara 

elektronik, dan manipulasi akustik untuk menciptakan atmosfer dramatis. 

Teknologi ini memungkinkan suara diposisikan di ruang tiga dimensi, 

meningkatkan imersi penonton (Blesser & Salter, 2007). Desain 

pencahayaan modern menggunakan LED dan perangkat lunak canggih 

untuk efek visual kompleks, menyoroti bagian panggung tertentu, 

menciptakan bayangan dramatis, dan transisi mulus yang tidak bisa 

dicapai pencahayaan tradisional. Sensor gerak dan interaktivitas 

memungkinkan penari atau audiens memicu perubahan visual, suara, 

atau bahkan respons robotik, sehingga batas antara penampil dan 

penonton menjadi kabur. Selain itu, virtual reality (VR) dan augmented 

reality (AR) menawarkan potensi baru untuk pertunjukan imersif dan 

pengayaan pengalaman penonton, baik secara langsung maupun jarak 

jauh (Dixon, 2007). 

Melalui penggunaan teknologi, para kreator memperbarui estetika 

seni pertunjukan tradisional sekaligus memperluas potensinya untuk 

berkomunikasi dengan audiens global. Hal ini menciptakan jembatan 
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antara warisan budaya yang kaya dan inovasi artistik masa depan, 

memungkinkan seni pertunjukan Indonesia tetap relevan dan menarik di 

panggung dunia. 

Setelah membahas para aktor dan kreator yang berada di balik karya-karya 

inovatif, langkah berikutnya adalah meninjau bagaimana seni pertunjukan 

Indonesia yang terinspirasi tradisi ini diterima oleh audiens dan kritikus di 

tingkat global. Seni pertunjukan Indonesia yang berbasis tradisi dan telah 

diinovasi seringkali mendapatkan resepsi yang kuat di kancah internasional. 

Kritikus dan media global tertarik pada perpaduan unik antara kedalaman 

filosofis tradisi dan keberanian eksperimen kontemporer. Resepsi ini tidak 

hanya meningkatkan visibilitas budaya Indonesia tetapi juga membuka 

peluang kolaborasi dan pasar baru bagi para seniman. 

Kritik dan liputan media internasional menunjukkan beberapa fokus 

utama. Pertama, pengakuan atas keunikan budaya dan otentisitas. Kritikus 

sering memuji kekayaan dan keunikan budaya Indonesia yang disajikan 

melalui pertunjukan, menyoroti bagaimana seniman berhasil membawa 

narasi, estetika, dan spiritualitas tradisional ke panggung dunia tanpa 

kehilangan esensinya. Misalnya, pertunjukan yang menampilkan elemen tari 

Bali atau Jawa diapresiasi karena kehalusan gerak, detail kostum, dan 

kompleksitas musik gamelan yang eksotis namun harmonis. Otentisitas 

dalam penggunaan motif, gerak, dan suara menjadi daya tarik utama (Taylor, 

2003). 

Kedua, inovasi dan relevansi kontemporer. Media internasional 

memperhatikan bagaimana seniman Indonesia mampu membuat tradisi 

relevan dengan isu-isu global. Karya-karya yang mengangkat tema lingkungan, 

identitas, gender, atau hak asasi manusia melalui lensa budaya tradisional 

sering dipuji karena kedalaman dan keberaniannya. Sebagai contoh, Cry 

Jailolo karya Eko Supriyanto, yang menyoroti kerusakan lingkungan laut di 

Halmahera, mendapatkan ulasan positif dari publikasi seperti The Guardian 

dan The New York Times karena kekuatan visual, koreografi yang memukau, 

dan pesan ekologis yang kuat (The Guardian, 2016; The New York Times, 2017). 

Ketiga, kualitas artistik dan produksi tingkat tinggi. Pertunjukan yang 

diproduksi dengan standar internasional—dari koreografi, musik, tata 

panggung, hingga desain pencahayaan—sering mendapatkan pengakuan. 

Kritikus menghargai profesionalisme dan dedikasi seniman Indonesia dalam 

menciptakan karya yang tidak hanya artistik tetapi juga teknis sempurna, 
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menunjukkan bahwa seni pertunjukan Indonesia mampu bersaing di panggung 

global. 

Keempat, dialog antarbudaya dan pemahaman lintas budaya. Pertunjukan 

ini menjadi platform penting untuk memperkenalkan audiens global pada 

perspektif dan nilai-nilai berbeda, membangun pemahaman lintas budaya, 

memecah stereotip, dan menjembatani budaya Timur dan Barat. Seni 

pertunjukan Indonesia pun berperan sebagai duta budaya yang efektif (Said, 

1978). 

Kelima, dampak edukatif. Banyak kritikus menyoroti aspek edukatif dari 

pertunjukan, di mana audiens tidak hanya dihibur tetapi juga belajar tentang 

sejarah, mitologi, dan filosofi budaya Indonesia. Program tur internasional 

sering dilengkapi dengan lokakarya atau diskusi seniman, memperkaya 

pengalaman penonton. 

Beberapa contoh resepsi positif mencakup karya Garin Nugroho dan Eko 

Supriyanto. Opera Jawa, baik versi film maupun pertunjukan panggung, telah 

diputar di festival film internasional bergengsi seperti Festival Film Cannes dan 

Venice Film Festival, mendapatkan ulasan positif dari publikasi seperti Variety 

dan The Hollywood Reporter. Kritikus memuji visual yang memukau, musik 

gamelan yang kaya, dan interpretasi ulang yang berani terhadap mitos klasik 

yang tetap relevan dengan isu kontemporer (Variety, 2006). 

Pertunjukan Eko Supriyanto, seperti Cry Jailolo dan Balabala, telah 

dipentaskan di festival-festival tari bergengsi di Eropa, Amerika, dan Asia, 

mendapatkan pujian atas kekuatan fisik penari, keindahan koreografi, dan 

pesan yang mendalam. Penggunaan tubuh sebagai medium ekspresi universal 

memungkinkan karyanya melampaui batas bahasa (The New York Times, 

2017). 

Kolaborasi gamelan dengan musisi internasional juga mendapatkan 

perhatian positif. Contohnya, Gamelan Sekar Jaya dari Bali yang berkolaborasi 

dengan komposer kontemporer Barat atau proyek yang memadukan gamelan 

dengan orkestra atau elektronik, menunjukkan fleksibilitas dan universalitas 

musik tradisional Indonesia (Becker & Feinstein, 1988). 

Pertunjukan Teater Garasi, seperti The Last Supper, yang mengadaptasi 

kisah Perjamuan Terakhir dengan sentuhan budaya Jawa, mendapatkan 

pengakuan internasional karena pendekatannya yang berani dan provokatif 

dalam menafsirkan ulang narasi universal melalui lensa budaya lokal. 

Secara keseluruhan, resepsi global terhadap seni pertunjukan Indonesia 

menunjukkan bahwa ada pasar dan apresiasi signifikan untuk karya yang 
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berhasil menjembatani masa lalu dan masa kini. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan profil budaya Indonesia di mata dunia, tetapi juga membuka 

peluang ekonomi bagi seniman dan komunitas yang terlibat, memperkuat 

posisi Indonesia dalam ekonomi kreatif global. 

 

C. Nilai Ekonomi dan Potensi Pasar Produk Kreatif Berbasis Budaya 

Produk kreatif berbasis budaya, mulai dari fesyen, kerajinan, hingga seni 

pertunjukan, memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, untuk 

memaksimalkan potensi ini, penting untuk memahami rantai nilai, 

memetakan pasar, dan memanfaatkan ekosistem digital. Pendekatan yang 

strategis dan terintegrasi diperlukan untuk mengubah warisan budaya menjadi 

aset ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga integritas budaya 

(UNESCO, 2013). Pemahaman mendalam terhadap tahapan produksi, 

distribusi, serta perilaku pasar menjadi kunci agar nilai budaya dapat 

dikonversi menjadi nilai ekonomi yang nyata bagi komunitas. 

Rantai nilai produk budaya tradisional melibatkan serangkaian tahapan, 

mulai dari produksi bahan baku hingga konsumsi akhir. Memahami setiap 

tahapan ini penting untuk mengidentifikasi di mana nilai diciptakan, di mana 

terjadi "kebocoran" nilai (yaitu, nilai tidak kembali kepada produsen asli), dan 

bagaimana meningkatkan keuntungan di tingkat komunitas. Analisis rantai 

nilai membantu mengidentifikasi titik-titik kritis untuk intervensi dan 

peningkatan efisiensi (Porter, 1985). Sebagai contoh, pada Tenun Ikat Sumba, 

tahapan rantai nilai dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penanam/Pemetik Bahan Baku: Titik awal rantai nilai ini sering 

melibatkan komunitas adat yang menanam kapas atau tanaman 

pewarna alami seperti indigo (nila) dan mengkudu. Kualitas bahan 

baku sangat memengaruhi produk akhir. Nilai tambah pada tahap ini 

masih rendah, dan petani rentan terhadap fluktuasi harga pasar. 

2. Pemintal/Penyelup Benang: Komunitas pengrajin memintal kapas 

menjadi benang dan melakukan proses pewarnaan alami. Proses ini 

padat karya dan membutuhkan pengetahuan tradisional mendalam 

tentang ekstraksi dan fiksasi warna dari bahan alami. Pewarnaan 

alami bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-

bulan, menambah nilai signifikan pada benang. 

3. Penenuan/Pengikatan (Pengrajin): Para penenun melakukan proses 

ikat dan menenun kain dengan alat tradisional. Tahap ini 

membutuhkan keterampilan tinggi, ketelitian, dan waktu lama; 
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sebuah kain Tenun Ikat Sumba berkualitas tinggi bisa memakan waktu 

berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, menjadikannya produk seni 

yang unik. 

4. Desainer/Kreator Produk: Desainer fesyen atau produk mengubah 

kain tenun atau motifnya menjadi produk akhir seperti pakaian, tas, 

aksesoris, atau dekorasi rumah. Nilai tambah berasal dari desain, 

kreativitas, dan adaptasi produk agar sesuai tren pasar modern. 

5. Distributor/Pengecer: Toko, butik, galeri, atau platform e-commerce 

menjual produk jadi kepada konsumen. Tahap ini melibatkan logistik, 

pemasaran, dan penjualan. Distributor sering mengambil margin 

keuntungan besar karena menghubungkan produk dengan pasar. 

6. Konsumen: Pembeli akhir yang menghargai otentisitas, kualitas, dan 

cerita di balik produk. Mereka sering bersedia membayar harga 

premium untuk produk budaya asli. 

Dalam rantai nilai ini, terdapat sejumlah kebocoran nilai yang perlu diatasi 

agar keuntungan dapat kembali ke komunitas. Petani bahan baku sering 

menerima harga rendah sementara harga jual akhir jauh lebih tinggi (Kaplinsky 

& Morris, 2001). Pengrajin bisa dibayar rendah meski pekerjaan mereka sangat 

intensif dan terampil. Dominasi perantara juga mengurangi margin produsen 

asli, sementara kurangnya akses langsung ke pasar global membuat 

komunitas bergantung pada pihak ketiga. Selain itu, nilai tambah di tingkat 

komunitas sering diambil pihak luar, perlindungan HAKI terbatas, dan banyak 

pengrajin kurang memiliki pengetahuan bisnis, yang membatasi kemampuan 

mereka mengelola usaha secara efektif. 

Untuk meningkatkan keuntungan di tingkat komunitas, beberapa strategi 

dapat dilakukan: 

1. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan: Melatih pengrajin dalam 

desain produk, manajemen bisnis, pemasaran digital, dan negosiasi 

agar mereka dapat menciptakan produk bernilai tambah tinggi dan 

menjualnya langsung. 

2. Pembentukan Koperasi atau Asosiasi: Kolaborasi antar pengrajin 

meningkatkan kekuatan tawar-menawar, memungkinkan pembelian 

bahan baku secara kolektif, dan memasarkan produk bersama. 

Koperasi juga dapat mengelola HAKI komunal dan negosiasi kontrak. 

3. Akses Pasar Langsung: Melalui platform e-commerce milik 

komunitas, pameran dagang internasional, atau kemitraan langsung 
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dengan pengecer etis, margin keuntungan meningkat dan 

ketergantungan pada perantara berkurang. 

4. Pengembangan Produk Bernilai Tambah: Komunitas dapat 

menghasilkan produk jadi, bukan hanya bahan baku, dengan desain 

menarik dan relevan dengan pasar modern. 

5. Sertifikasi Fair Trade atau Etis: Sertifikasi ini menarik konsumen 

sadar etika, memungkinkan harga premium, dan meningkatkan 

reputasi produk serta komunitas. 

6. Penerapan Indikasi Geografis (IG) atau Merek Kolektif: Melindungi 

identitas produk, mencegah peniruan, dan meningkatkan nilai melalui 

pengakuan hukum. 

7. Kemitraan yang Adil dan Transparan: Menjalin kerjasama saling 

menguntungkan dengan desainer, brand, atau perusahaan untuk 

memastikan komunitas menerima bagian yang adil dan pengakuan 

atas kontribusi mereka. 

8. Edukasi Konsumen: Mengedukasi konsumen tentang proses 

pembuatan, makna budaya, dan dampak positif pembelian langsung 

dari komunitas. Cerita di balik produk menambah nilai emosional. 

9. Diversifikasi Produk: Mengembangkan berbagai jenis produk dari 

motif atau teknik yang sama untuk menjangkau segmen pasar 

berbeda. 

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kebocoran nilai, komunitas dapat 

memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari warisan budaya mereka, 

yang pada gilirannya akan mendorong pelestarian dan revitalisasi tradisi. Ini 

adalah pendekatan holistik yang menggabungkan pembangunan ekonomi 

dengan pelestarian budaya (Hasan, 2010). 

Selain memahami rantai nilai, pemetaan pasar global menjadi langkah 

penting untuk memastikan keberhasilan produk budaya Indonesia di pasar 

internasional. Mengidentifikasi pasar niche yang potensial memungkinkan 

produsen fokus pada segmen konsumen dengan kebutuhan atau preferensi 

spesifik yang tidak sepenuhnya dilayani oleh pasar massal. Pasar niche ini 

terbagi menjadi tiga kategori utama: pasar etnis/budaya, pasar peduli 

lingkungan (eco-conscious), dan pasar fesyen berkelanjutan (sustainable 

fashion). Analisis strategis, seperti SWOT atau PESTEL, dapat digunakan untuk 

memahami kondisi internal dan eksternal, sehingga strategi pemasaran dan 

pengembangan produk dapat lebih tepat sasaran (Kotler & Keller, 2016). 



 

53 

Pasar etnis atau budaya (cultural/ethnic market) menargetkan konsumen 

yang mencari produk dengan identitas budaya kuat, otentik, dan memiliki 

cerita di baliknya. Segmen ini mencakup diaspora Indonesia yang ingin 

terhubung dengan akar budaya mereka, kolektor seni dan kerajinan etnis, serta 

individu dari berbagai latar belakang yang tertarik pada keindahan dan filosofi 

budaya dunia. Produk yang menonjolkan motif, teknik, dan material 

tradisional, serta dilengkapi narasi budaya yang kuat, menjadi nilai jual utama. 

Contohnya meliputi pakaian batik tulis atau tenun ikat asli, perhiasan 

tradisional seperti filigri atau ukiran, patung ukiran kayu atau batu, alat musik 

tradisional, dan artefak budaya lainnya. Kualitas pengerjaan tangan dan 

otentisitas menjadi faktor penentu keberhasilan produk di pasar ini. 

Pasar eco-conscious menargetkan konsumen yang memprioritaskan 

produk dengan dampak lingkungan minimal. Mereka menghargai bahan alami, 

proses produksi yang berkelanjutan, dan kemasan ramah lingkungan. 

Kelompok ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran global akan 

perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Ottman, 2011). Produk yang sesuai 

karakteristik pasar ini termasuk tekstil dengan pewarna alami (misalnya indigo 

atau secang), kerajinan dari bahan daur ulang atau berkelanjutan, dan fesyen 

dari limbah produksi yang diolah ulang (upcycling). Produk harus dapat 

ditelusuri sumbernya dan proses pembuatannya, sehingga konsumen yakin 

akan komitmen lingkungan produsen. 

Pasar sustainable fashion atau fesyen berkelanjutan menekankan tidak 

hanya aspek lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi dari keberlanjutan 

(Fletcher, 2008). Konsumen di segmen ini menuntut transparansi rantai pasok, 

upah yang adil bagi pengrajin, kondisi kerja yang baik, dan pemberdayaan 

komunitas. Produk yang diproduksi secara transparan, menggunakan bahan 

berkualitas tinggi dan tahan lama, serta memiliki jejak karbon rendah, sangat 

diminati. Cerita tentang pengrajin dan dampak positif sosial dari produk ini 

menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya tarik. Contohnya adalah 

pakaian hasil tenun tangan atau batik tulis yang prosesnya ramah lingkungan 

dan mendukung program sosial di komunitas, seperti pendidikan atau 

kesehatan. 

Analisis SWOT untuk produk budaya Indonesia di pasar niche global 

menunjukkan berbagai faktor yang memengaruhi strategi. Kekuatan termasuk 

kekayaan budaya yang luar biasa, keterampilan pengrajin tinggi, bahan baku 

alami berlimpah, potensi narasi produk yang kuat, dan dukungan pemerintah 

sebagian. Kelemahan mencakup skala produksi terbatas, kurangnya 
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standardisasi kualitas, keterbatasan akses pasar dan kemampuan 

pemasaran, desain yang kurang inovatif, isu perlindungan HAKI, modal 

terbatas, dan ketergantungan pada perantara. Peluang muncul dari 

peningkatan kesadaran konsumen global, pertumbuhan ekonomi kreatif, 

akses melalui platform e-commerce, pariwisata budaya, kolaborasi 

internasional, serta tren slow fashion dan conscious consumerism. Ancaman 

meliputi persaingan dari negara lain, peniruan atau pembajakan, perubahan 

tren fesyen cepat, krisis ekonomi global, degradasi lingkungan, hilangnya 

pengetahuan tradisional, dan hambatan perdagangan internasional. 

Selain itu, analisis PESTEL membantu memahami faktor eksternal yang 

memengaruhi produk budaya Indonesia. Dari sisi politik, kebijakan 

pemerintah, stabilitas politik, dan perjanjian perdagangan internasional 

memengaruhi akses pasar dan iklim investasi. Faktor ekonomi mencakup daya 

beli global, nilai tukar mata uang, biaya produksi, dan ketersediaan modal. 

Sosial meliputi pergeseran nilai konsumen, demografi, tren gaya hidup seperti 

slow living dan mindful consumption, serta tingkat apresiasi terhadap budaya. 

Teknologi mencakup e-commerce, media sosial, teknologi produksi modern, 

teknologi verifikasi digital (NFT, blockchain), dan inovasi material ramah 

lingkungan. Faktor lingkungan meliputi ketersediaan bahan baku alami, 

regulasi lingkungan, permintaan produk ramah lingkungan, dan sertifikasi 

lingkungan. Sementara faktor hukum mencakup perlindungan HAKI, regulasi 

impor/ekspor, standar ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. 

Dengan memahami karakteristik pasar niche dan menganalisis faktor 

internal serta eksternal melalui SWOT dan PESTEL, pemangku kepentingan 

dapat merumuskan strategi yang lebih terarah untuk menembus pasar global, 

memaksimalkan potensi ekonomi produk kreatif berbasis budaya Indonesia, 

sekaligus memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang yang ada (Johnson et 

al., 2008). Strategi ini memungkinkan produk budaya Indonesia bukan hanya 

bersaing di pasar global, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi, 

pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas pengrajin. 

Perkembangan ekosistem digital telah merevolusi cara seniman dan 

pengrajin tradisional mendistribusikan karya mereka, membangun merek, dan 

memverifikasi otentisitas produk. Platform digital ini—meliputi e-commerce, 

media sosial, dan Non-Fungible Tokens (NFT)—menjadi alat strategis untuk 

mengatasi banyak kelemahan dan ancaman yang diidentifikasi dalam analisis 

SWOT, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis 

budaya (UNCTAD, 2018). 
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Platform e-commerce memungkinkan seniman dan pengrajin menjual 

produk mereka langsung kepada konsumen di seluruh dunia tanpa 

memerlukan perantara fisik yang mahal. Dengan memotong rantai pasok 

panjang, biaya distribusi dapat ditekan dan margin keuntungan bagi produsen 

asli meningkat (Brynjolfsson & Smith, 2000). Platform seperti Etsy, Tokopedia, 

Shopee, Amazon Handmade, atau toko online pribadi yang dibangun melalui 

Shopify, membuka akses ke pasar internasional yang sebelumnya sulit 

dijangkau oleh UMKM. Selain itu, memulai toko online jauh lebih murah 

dibanding mendirikan toko fisik, sehingga menurunkan hambatan masuk bagi 

pengrajin individu. E-commerce juga memungkinkan personalisasi dan narasi 

produk, di mana seniman dapat menceritakan proses pembuatan, makna 

budaya, dan dampak sosial produk mereka. Foto dan video berkualitas tinggi 

membantu menonjolkan detail produk, menarik perhatian pasar niche yang 

menghargai cerita dan nilai di balik produk. Lebih jauh, data pelanggan yang 

diperoleh dari platform e-commerce dapat digunakan untuk menganalisis 

preferensi, perilaku pembelian, dan tren pasar, sehingga strategi pemasaran 

dan pengembangan produk dapat lebih terarah (Davenport & Harris, 2007). 

Media sosial menjadi sarana penting untuk pemasaran, branding, dan 

pembangunan komunitas. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan 

Pinterest memungkinkan seniman memamerkan karya, proses pembuatan, 

dan kehidupan di balik layar, membangun koneksi emosional dengan audiens. 

Konten visual yang menarik—misalnya video proses membatik atau 

menenun—dapat menjadi viral dan meningkatkan jangkauan global. Media 

sosial juga memungkinkan pembangunan komunitas pengikut yang loyal, yang 

tidak hanya menjadi pelanggan tetapi juga advokat merek. Interaksi langsung 

melalui komentar, pesan, atau siaran langsung membangun kepercayaan dan 

loyalitas. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai sarana umpan balik dan 

riset pasar informal, di mana seniman dapat menyesuaikan produk dan 

strategi berdasarkan respons audiens. Kolaborasi dengan influencer yang 

memiliki audiens relevan—misalnya fashion blogger etis atau travel blogger 

budaya—dapat memperluas jangkauan pemasaran dan membangun 

kredibilitas merek. Media sosial juga menjadi media edukasi budaya, 

meningkatkan apresiasi audiens terhadap kekayaan budaya Indonesia dan 

mendorong dukungan terhadap pengrajin lokal. 

Non-Fungible Tokens (NFT) menambahkan dimensi digital yang unik. NFT 

adalah aset digital yang tersimpan di blockchain, berfungsi untuk 

memverifikasi otentisitas dan kepemilikan karya seni digital atau sebagai 
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sertifikat untuk produk fisik. Dalam konteks produk budaya tradisional, NFT 

dapat menjadi sertifikat digital yang tidak dapat dipalsukan, membuktikan 

bahwa produk dibuat oleh pengrajin tertentu dari komunitas tertentu, 

menggunakan teknik tertentu, dan berasal dari lokasi geografis tertentu. Hal 

ini memerangi pemalsuan dan cultural appropriation, sekaligus memberikan 

perlindungan HAKI tambahan (Chohan, 2021). NFT juga dapat diprogram untuk 

menyertakan royalti otomatis bagi pencipta asli setiap kali aset dijual kembali, 

sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat ekonomi secara 

berkelanjutan, bahkan setelah penjualan awal. Selain itu, NFT membuka 

peluang untuk menciptakan nilai baru dari aset digital, misalnya mengubah 

produk fisik menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan, atau membuat 

karya seni digital yang terinspirasi tradisi, seperti animasi motif batik atau 

rekaman pertunjukan tari tradisional. Teknologi ini juga memberdayakan 

komunitas untuk mengelola warisan budaya mereka, memastikan nilai 

kembali kepada mereka, serta mencatat seluruh rantai pasok produk secara 

transparan, dari bahan baku hingga produk jadi, melalui blockchain. 

Konsumen dapat memindai kode QR pada produk fisik untuk melihat riwayat 

kepemilikan, sertifikasi, dan informasi tentang pengrajin. 

Integrasi ekosistem digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi 

juga pemberdayaan. Dengan memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan 

NFT, seniman dan pengrajin tradisional Indonesia dapat bertahan sekaligus 

berkembang di era modern, menjangkau audiens global, memastikan keadilan 

ekonomi, dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. 

Transformasi ini merepresentasikan perubahan fundamental dalam cara 

budaya dihargai, diperdagangkan, dan dilindungi di era digital (Tapscott & 

Tapscott, 2016). 

 

Kesimpulan 

Bab ini secara komprehensif menyoroti bagaimana warisan budaya dapat 

menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi kreasi kontemporer. Melalui studi 

kasus desainer yang sukses mengintegrasikan motif lokal ke fesyen modern, 

serta pengembangan seni pertunjukan kontemporer yang berakar pada tradisi, 

bab ini menunjukkan vitalitas budaya dalam konteks baru. Inovasi ini tidak 

hanya melestarikan identitas, tetapi juga membuka peluang besar bagi nilai 

ekonomi dan potensi pasar produk kreatif berbasis budaya. Dengan demikian, 

integrasi seni dan budaya tradisional ke dalam produk inovatif terbukti menjadi 
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strategi efektif untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus menjaga 

keberlanjutan warisan budaya di tengah arus globalisasi. 
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BAB 4 
KULINER NUSANTARA DAN FILOSOFI DI BALIKNYA 

 

 

Pendahuluan 

Kuliner Nusantara bukan sekadar deretan hidangan lezat yang 

memanjakan lidah, melainkan sebuah manifestasi budaya yang hidup, sarat 

akan sejarah, kearifan lokal, dan filosofi mendalam yang telah diwariskan 

lintas generasi. Setiap bumbu, teknik memasak, hingga cara penyajiannya 

mengandung narasi yang membentuk identitas kolektif bangsa. Dalam 

menghadapi arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan, upaya untuk 

mengangkat kuliner ini menjadi identitas nasional yang kuat dan pilar 

keberlanjutan menjadi semakin krusial. Bab ini akan mengulas secara 

komprehensif bagaimana makanan tradisional Indonesia sarat akan makna 

simbolis, bagaimana ia dapat menjadi alat diplomasi budaya yang efektif, 

serta strategi branding yang inovatif agar kuliner lokal mampu bersaing di 

pasar global, sembari tetap mempertahankan otentisitas dan nilai-nilai 

luhurnya. 

 

A. Filosofi dan Makna Simbolis di Balik Makanan Tradisional 

Makanan tradisional Indonesia melampaui fungsi dasarnya sebagai 

pemuas lapar; ia adalah media ekspresi budaya yang kaya, tempat di mana 

nilai-nilai filosofis, kepercayaan, dan pandangan dunia suatu masyarakat 

diwujudkan. Setiap hidangan seringkali terikat pada peristiwa adat, ritual 

keagamaan, atau siklus kehidupan manusia, menjadikannya lebih dari 

sekadar nutrisi. Pemahaman mendalam akan filosofi ini esensial untuk 

mengapresiasi kedalaman budaya kuliner Nusantara dan memanfaatkannya 

sebagai identitas yang kuat di kancah global. Bagian ini akan menyelami 

simbolisme yang terkandung dalam hidangan-hidangan kunci, peran 

gastronomi dalam diplomasi budaya, serta hubungan erat antara makanan 

dengan ritual dan siklus hidup manusia. 

Kuliner tradisional Indonesia adalah ensiklopedia hidup yang merekam 

sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakatnya. Setiap hidangan, dari 

yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, menyimpan narasi 

filosofis yang mendalam, seringkali terwujud dalam bahan, bentuk, warna, dan 

konteks ritual penyajiannya. Memahami simbolisme ini bukan hanya 

memperkaya pengalaman kuliner, tetapi juga menguatkan identitas budaya 
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bangsa di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan 

(Wiryomartono, 2017). Analisis terhadap beberapa hidangan kunci berikut 

akan mengungkapkan betapa kaya dan kompleksnya filosofi di balik makanan 

tradisional Nusantara, yang seringkali menjadi cerminan dari pandangan 

hidup dan kearifan lokal. 

Pertama, Tumpeng, hidangan nasi berbentuk kerucut yang disajikan 

dengan berbagai lauk-pauk, adalah salah satu simbol kuliner paling ikonik di 

Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Bentuk kerucutnya melambangkan 

gunung, yang dalam kepercayaan Jawa kuno dianggap sebagai tempat 

bersemayamnya para dewa atau leluhur, sekaligus simbol hubungan vertikal 

antara manusia dengan Tuhan (Setiawan, 2019). Nasi kuning yang sering 

digunakan melambangkan kemakmuran, keberuntungan, dan rasa syukur, 

sementara berbagai lauk-pauk yang mengelilinginya, seperti ayam ingkung, 

telur rebus, urap, dan perkedel, masing-masing memiliki makna simbolis 

tersendiri. Ayam ingkung melambangkan ketulusan dan kepasrahan kepada 

Tuhan, telur rebus melambangkan kesucian dan awal kehidupan, urap sayuran 

melambangkan kerukunan dan pertumbuhan, serta perkedel sebagai simbol 

kebersamaan. Penyajian tumpeng dalam upacara syukuran atau perayaan 

mencerminkan harapan akan berkah, keselamatan, dan keharmonisan dalam 

hidup bermasyarakat dan berketuhanan. Proses pemotongan puncak 

tumpeng yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan diberikan kepada 

orang yang paling muda atau berjasa juga mengandung filosofi kepemimpinan, 

penghormatan, dan regenerasi, menunjukkan hierarki sosial dan pentingnya 

berbagi. 

Kedua, Sego Liwet, hidangan nasi gurih yang dimasak dengan santan, 

daun salam, serai, dan rempah lainnya, sering disajikan dengan lauk 

sederhana seperti ayam suwir, telur dadar, dan sambal. Meskipun terlihat 

sederhana, Sego Liwet memiliki filosofi kebersamaan, kesederhanaan, dan 

egaliterisme yang mendalam, terutama dalam konteks tradisi makan bersama 

atau 'ngeliwet' (Prasetyo & Wulandari, 2021). Proses memasaknya yang sering 

dilakukan dalam satu wadah besar dan disantap bersama-sama secara 

lesehan, melambangkan keakraban, tanpa memandang status sosial, dan 

semangat gotong royong. Setiap butir nasi yang matang sempurna dan 

beraroma harum adalah hasil dari proses yang telaten, mengajarkan tentang 

pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan. 

Kesederhanaan lauk-pauknya juga mengajarkan tentang rasa syukur atas 

rezeki yang ada dan kebahagiaan yang dapat ditemukan dalam hal-hal kecil, 



 

60 

jauh dari kemewahan. Sego Liwet bukan hanya makanan, melainkan sebuah 

ritual sosial yang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat ikatan 

komunitas, menciptakan momen-momen kebersamaan yang tak terlupakan. 

Ketiga, Rendang, masakan daging sapi khas Minangkabau yang dimasak 

perlahan dalam santan dan rempah-rempah hingga kering, adalah salah satu 

hidangan Indonesia yang paling terkenal di dunia dan telah diakui sebagai 

salah satu makanan terlezat. Filosofi Rendang sangat kaya, mencerminkan 

nilai-nilai kesabaran, kebijaksanaan, ketekunan, dan kebersamaan (Rahman, 

2011). Proses memasaknya yang memakan waktu berjam-jam, bahkan hingga 

seharian, melambangkan kesabaran dan ketekunan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil terbaik dan kesempurnaan. Empat bahan pokok Rendang — 

daging (dagiang), santan kelapa (karambia), cabai (lado), dan bumbu 

(pemasak) — masing-masing memiliki makna simbolis dalam masyarakat 

Minangkabau. Dagiang melambangkan Niniak Mamak (pemimpin suku), 

karambia melambangkan Cadiak Pandai (kaum intelektual), lado 

melambangkan Alim Ulama (pemuka agama), dan pemasak melambangkan 

masyarakat secara keseluruhan. Kesatuan keempat bahan ini dalam 

menghasilkan Rendang yang sempurna melambangkan harmoni dan sinergi 

antara berbagai elemen masyarakat Minangkabau. Kekuatan rasa dan daya 

tahannya juga mencerminkan ketahanan budaya dan kemampuan untuk 

beradaptasi tanpa kehilangan esensi, menjadikannya warisan kuliner yang 

abadi. 

Keempat, Papeda, makanan pokok dari sagu yang bertekstur lengket dan 

disajikan dengan ikan kuah kuning, adalah simbol penting bagi masyarakat di 

wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku. Papeda 

melambangkan kekuatan, kemandirian, dan hubungan erat manusia dengan 

alam (Kambuaya, 2018). Sagu, sebagai bahan dasar Papeda, adalah sumber 

kehidupan utama bagi banyak komunitas di sana, dan proses pengolahannya 

dari pohon sagu hingga menjadi Papeda menunjukkan kearifan lokal dalam 

memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghormati 

lingkungan. Teksturnya yang lengket melambangkan persatuan dan 

kebersamaan, sementara cara menyantapnya yang unik, dengan menggulung 

Papeda menggunakan garpu atau sumpit, adalah bagian dari tradisi yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Ikan kuah kuning yang mendampinginya 

melambangkan kekayaan hasil laut dan sungai, serta keseimbangan 

ekosistem yang harus dijaga. Papeda bukan hanya makanan, melainkan 
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identitas yang mengikat masyarakat dengan tanah leluhur dan cara hidup 

tradisional mereka, sebuah warisan yang tak ternilai. 

Kelima, Getuk, jajanan tradisional yang terbuat dari singkong yang 

dihaluskan dan diberi pewarna alami serta taburan kelapa parut, 

melambangkan kesederhanaan, kemandirian, dan kemampuan untuk 

bersyukur atas hasil bumi. Singkong, sebagai bahan dasar Getuk, adalah 

tanaman yang mudah tumbuh dan memberikan sumber karbohidrat yang 

melimpah, menjadikannya makanan rakyat yang merakyat dan mudah diakses 

oleh semua kalangan (Wibisono, 2015). Proses pembuatannya yang relatif 

sederhana namun membutuhkan ketelatenan, mengajarkan tentang nilai kerja 

keras dan pemanfaatan optimal dari apa yang tersedia di alam. Warna-warni 

Getuk yang cerah, seringkali berasal dari pewarna alami seperti daun suji atau 

gula merah, mencerminkan keceriaan dan keberagaman yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Getuk adalah pengingat akan pentingnya menghargai 

hasil pertanian lokal dan bagaimana bahan-bahan sederhana dapat diolah 

menjadi hidangan yang lezat, bergizi, dan bermakna, sebuah simbol 

ketahanan pangan dan kreativitas masyarakat pedesaan. Secara keseluruhan, 

kelima hidangan ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner Nusantara 

yang sarat filosofi. Setiap gigitan adalah pelajaran tentang sejarah, 

kepercayaan, dan nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Memahami 

dan mengkomunikasikan filosofi ini adalah kunci untuk mengangkat kuliner 

Nusantara tidak hanya sebagai sajian lezat, tetapi sebagai warisan budaya tak 

benda yang patut dibanggakan dan dilestarikan. 

Gastronomi, sebagai studi multidisipliner yang mencakup makanan, 

budaya, sejarah, dan masyarakat, menawarkan lensa yang unik untuk 

memahami bagaimana kuliner tidak hanya memuaskan kebutuhan fisik tetapi 

juga membentuk identitas sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dalam 

konteks Indonesia, gastronomi menjadi jembatan antara kekayaan cita rasa 

lokal dengan panggung global, di mana ia dapat berperan sebagai alat 

diplomasi budaya yang ampuh, dikenal sebagai "gastrod diplomacy" 

(Puspitasari & Putri, 2022). Konsep ini, yang semakin populer dalam beberapa 

dekade terakhir, menunjukkan bagaimana suatu negara dapat 

mempromosikan citra positifnya, membangun hubungan antarnegara, dan 

menarik pariwisata melalui kekuatan makanannya, menjadikannya aset 

strategis dalam hubungan internasional. 

Gastrod diplomacy adalah praktik penggunaan makanan dan masakan 

sebagai alat diplomasi publik untuk mempromosikan budaya dan identitas 
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suatu negara di kancah internasional (Chung, 2014). Ini melibatkan tidak 

hanya penyajian makanan itu sendiri, tetapi juga cerita di baliknya, tradisi yang 

mengelilinginya, dan nilai-nilai yang diwakilinya, sehingga menciptakan 

pengalaman budaya yang holistik. Bagi Indonesia, dengan ribuan pulau dan 

ratusan etnis yang masing-masing memiliki kekayaan kuliner unik, potensi 

gastrod diplomacy sangatlah besar. Hidangan-hidangan seperti Rendang, Nasi 

Goreng, Sate, dan Gado-gado telah mendapatkan pengakuan internasional, 

dan ini adalah modal berharga untuk memperkuat citra Indonesia di mata 

dunia. Ketika Rendang dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di 

dunia, hal itu tidak hanya mengangkat popularitas hidangan tersebut tetapi 

juga memicu rasa ingin tahu tentang Indonesia sebagai negara asalnya, 

membuka pintu bagi eksplorasi budaya lebih lanjut. 

Pemanfaatan kuliner sebagai alat diplomasi telah dilakukan oleh berbagai 

negara dengan sukses, memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Korea 

Selatan, misalnya, melalui program "Korean Food Globalisation" yang 

didukung penuh pemerintah, berhasil mempopulerkan Kimchi, Bulgogi, dan 

Bibimbap di seluruh dunia, tidak hanya sebagai makanan tetapi juga sebagai 

bagian dari "Korean Wave" yang lebih luas, termasuk K-Pop dan K-Drama (Choi 

& Kim, 2018). Thailand juga sukses dengan "Thai Kitchen to the World" yang 

mendorong pembukaan restoran Thailand di luar negeri dan pelatihan koki, 

menjadikan Thai Food sebagai salah satu masakan Asia yang paling dikenal 

dan digemari. Keberhasilan negara-negara ini menunjukkan bahwa gastrod 

diplomacy memerlukan strategi yang terencana, dukungan pemerintah yang 

kuat, serta promosi yang konsisten dan terintegrasi dengan elemen budaya 

lainnya untuk mencapai dampak maksimal. 

Kuliner dalam budaya Nusantara tidak dapat dipisahkan dari ritual dan 

siklus hidup manusia; ia adalah benang merah yang mengikat setiap tahapan 

penting kehidupan, dari lahir hingga meninggal. Makanan memegang peranan 

sentral sebagai penanda transisi, penguat ikatan sosial, dan media 

komunikasi dengan dimensi spiritual (Hidayat & Lestari, 2020). Setiap suku di 

Indonesia memiliki tradisi kuliner khas yang terkait dengan peristiwa-peristiwa 

ini, mencerminkan pandangan dunia, kepercayaan, dan harapan mereka. 

Memahami keterkaitan ini memberikan wawasan mendalam tentang 

bagaimana makanan menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sistem 

kepercayaan masyarakat, membentuk jaringan makna yang kompleks. 

Pada fase kelahiran, makanan seringkali disiapkan untuk menyambut 

kedatangan anggota keluarga baru dan sebagai ungkapan syukur serta 
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permohonan berkah. Di Jawa, misalnya, tradisi brokohan atau sepasaran (lima 

hari setelah kelahiran) sering menyajikan bubur merah putih. Bubur merah 

melambangkan ibu dan bubur putih melambangkan anak, atau secara lebih 

luas, melambangkan asal-usul manusia dari unsur merah (darah ibu) dan 

putih (air mani ayah), serta keseimbangan hidup (Wibowo, 2018). Bubur ini 

dibagikan kepada tetangga dan kerabat sebagai pemberitahuan dan 

permohonan doa restu, mengukuhkan kehadiran individu baru dalam 

komunitas. Di beberapa daerah lain, nasi tumpeng kecil juga disiapkan 

sebagai simbol harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi bayi dan 

keluarganya. Makanan-makanan ini tidak hanya berfungsi sebagai sajian, 

tetapi sebagai ritual yang mengukuhkan kehadiran individu baru dalam 

komunitas dan menegaskan dukungan sosial, menandai awal perjalanan 

hidup dengan harapan dan doa. 

Dalam konteks perkawinan, makanan menjadi simbol penyatuan dua 

keluarga, harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan 

kelangsungan keturunan. Di berbagai suku, hidangan-hidangan tertentu 

disajikan dalam upacara pernikahan. Di Jawa, nasi kuning sering menjadi 

hidangan utama, melambangkan kemakmuran, keberuntungan, dan 

kebahagiaan bagi pasangan yang baru menikah. Selain itu, jajanan pasar 

seperti jenang dan wajik, yang memiliki tekstur lengket, sering disajikan 

sebagai simbol harapan agar hubungan suami istri selalu lengket, erat, dan 

langgeng (Susanto, 2017). Di Minangkabau, hidangan seperti rendang dan 

gulai disajikan dalam jumlah besar untuk menunjukkan kemakmuran dan 

kemampuan keluarga dalam menjamu tamu, sekaligus sebagai simbol status 

sosial dan kehormatan. Setiap hidangan dalam pesta pernikahan tidak hanya 

memanjakan lidah, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan simbolis tentang 

harapan, doa, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh keluarga dan 

komunitas, memperkuat ikatan kekerabatan yang baru terbentuk. 

Pada fase kematian, makanan memiliki peran penting dalam ritual 

berduka dan penghormatan kepada arwah leluhur, sebagai bentuk 

penghiburan dan pengingat akan siklus kehidupan. Di banyak tradisi, seperti di 

Jawa, acara tahlilan atau kenduri yang diadakan pada hari-hari tertentu setelah 

kematian (misalnya hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000) selalu disertai 

dengan penyajian makanan. Nasi golong atau nasi ambengan sering disajikan, 

di mana nasi dan lauk-pauk diletakkan dalam satu wadah besar dan disantap 

bersama oleh para pelayat. Nasi golong, dengan bentuknya yang bulat, 

melambangkan kebulatan tekad dan kebersamaan dalam mendoakan arwah 
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yang meninggal (Sutrisno, 2016). Makanan ini berfungsi sebagai sarana untuk 

mempererat solidaritas sosial di antara keluarga yang berduka dan komunitas, 

serta sebagai bentuk sedekah dan doa bagi almarhum. Di Bali, dalam upacara 

ngaben (kremasi), berbagai sesajen dan hidangan khusus disiapkan sebagai 

persembahan kepada dewa dan leluhur, yang melambangkan penghormatan 

dan pengembalian jiwa ke alam asalnya. Keterkaitan antara makanan, ritual, 

dan siklus hidup ini menunjukkan bahwa kuliner Nusantara adalah bagian tak 

terpisahkan dari sistem kepercayaan dan struktur sosial masyarakat, sebuah 

warisan yang kaya akan makna dan nilai. 

 

B. Strategi Branding Makanan Lokal agar Bersaing di Pasar Global 

Di era globalisasi yang semakin kompetitif, kuliner bukan lagi sekadar 

kebutuhan primer, melainkan juga komoditas budaya yang memiliki nilai 

ekonomi dan potensi besar untuk bersaing di pasar global. Namun, untuk 

mengangkat kuliner Nusantara ke panggung dunia, diperlukan strategi 

branding yang matang, terencana, dan adaptif. Tantangan yang dihadapi tidak 

hanya sebatas cita rasa, tetapi juga bagaimana mengemas, mempromosikan, 

dan mempertahankan otentisitas di tengah tuntutan standardisasi global. 

Bagian ini akan mengulas secara mendalam analisis keberhasilan dan 

kegagalan branding makanan lokal, dilema antara standardisasi dan 

otentisitas, serta peran krusial media dan storytelling kuliner dalam upaya ini, 

demi menciptakan citra kuliner Indonesia yang kuat dan berkelanjutan di mata 

dunia. 

Upaya branding kuliner nasional di pasar global adalah sebuah kompetisi 

yang ketat, di mana keberhasilan seringkali ditentukan oleh kombinasi strategi 

yang tepat, dukungan pemerintah yang kuat, dan konsistensi dalam eksekusi. 

Indonesia, dengan kekayaan kuliner yang tak tertandingi, telah mencoba 

berbagai inisiatif untuk mempromosikan makanannya ke dunia. Salah satu 

program yang menonjol adalah "Wonderful Indonesia Culinary," yang 

merupakan bagian dari kampanye pariwisata "Wonderful Indonesia" 

(Kementerian Pariwisata, 2017). Namun, jika dibandingkan dengan 

keberhasilan branding kuliner negara lain seperti Korea atau Thailand, masih 

ada celah yang perlu dievaluasi untuk merumuskan strategi yang lebih efektif 

dan berkelanjutan. 

Program "Wonderful Indonesia Culinary" memiliki tujuan mulia untuk 

memperkenalkan keanekaragaman kuliner Indonesia kepada wisatawan 

internasional dan masyarakat global. Kekuatan program ini terletak pada 
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promosi yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, memanfaatkan brand 

awareness "Wonderful Indonesia" yang sudah ada. Berbagai festival kuliner, 

pameran internasional, dan promosi melalui media sosial telah dilakukan 

untuk menampilkan hidangan-hidangan unggulan seperti Rendang, Nasi 

Goreng, Sate, dan Soto. Keberhasilan awal terlihat dari peningkatan minat 

wisatawan terhadap kuliner Indonesia dan pengakuan beberapa hidangan di 

tingkat internasional. Namun, program ini juga menghadapi tantangan 

signifikan, seperti kurangnya konsistensi dalam pesan branding, kurangnya 

dukungan finansial yang berkelanjutan, serta koordinasi yang belum optimal 

antara berbagai pemangku kepentingan (Wijaya & Santoso, 2021). Selain itu, 

fokus yang terlalu luas pada "kuliner Indonesia" secara umum tanpa menyoroti 

hidangan-hidangan spesifik dengan narasi yang kuat, kadang membuat pesan 

menjadi kurang fokus dan sulit diingat oleh audiens global. 

Sebagai perbandingan, mari kita lihat strategi branding kuliner Korea 

Selatan dan Thailand yang telah terbukti berhasil secara global. Korean Food 

atau "Hansik" telah mendunia melalui strategi yang sangat terencana dan 

didukung penuh oleh pemerintah. Program "Korean Food Globalisation" tidak 

hanya berfokus pada promosi makanan itu sendiri, tetapi juga pada ekspor 

bahan baku, pelatihan koki, standardisasi resep, dan yang paling penting, 

integrasi dengan "Korean Wave" yang mencakup K-Pop, K-Drama, dan K-

Beauty (Choi & Kim, 2018). Pemerintah Korea menginvestasikan dana besar 

untuk riset dan pengembangan, membuka pusat-pusat kuliner Korea di luar 

negeri, dan secara aktif mendorong media untuk menampilkan makanan 

Korea. Hasilnya, hidangan seperti Kimchi, Bulgogi, dan Bibimbap tidak hanya 

dikenal tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup global, menciptakan 

gelombang budaya yang kuat. Demikian pula, Thai Food telah mencapai 

popularitas global yang luar biasa melalui program "Thai Kitchen to the World." 

Strategi ini melibatkan dukungan pemerintah untuk pembukaan restoran 

Thailand di seluruh dunia, pelatihan koki yang ketat untuk memastikan kualitas 

dan otentisitas, serta promosi yang konsisten melalui festival dan media 

(Cohen, 2000). Pemerintah Thailand bahkan menyediakan pinjaman lunak 

bagi pengusaha yang ingin membuka restoran Thailand di luar negeri. 

Konsistensi rasa dan kualitas, serta penekanan pada pengalaman bersantap 

yang ramah dan eksotis, telah menjadikan Thai Food sebagai salah satu 

masakan Asia yang paling digemari, menunjukkan pentingnya dukungan 

terpadu dari berbagai pihak. 
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Dilema antara standardisasi dan otentisitas merupakan salah satu 

tantangan terbesar dalam upaya mengangkat kuliner tradisional ke pasar 

global. Di satu sisi, standardisasi diperlukan untuk memastikan konsistensi 

rasa, kualitas, dan keamanan pangan, yang esensial untuk rantai pasokan 

global dan penerimaan konsumen internasional. Standardisasi membantu 

dalam menciptakan produk yang dapat direplikasi secara massal dan 

didistribusikan secara luas, memenuhi ekspektasi pasar global yang menuntut 

konsistensi. Di sisi lain, otentisitas adalah inti dari daya tarik kuliner 

tradisional, mencerminkan kekayaan budaya, variasi regional, dan metode 

memasak yang telah diwariskan turun-temurun (Kusuma & Putri, 2019). 

Menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua aspek ini adalah kunci 

untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke dunia tanpa mengorbankan 

jiwanya dan nilai-nilai budayanya. 

Standardisasi dalam konteks kuliner global seringkali mengacu pada 

penetapan resep baku, prosedur operasional standar (SOP) untuk persiapan, 

penggunaan bahan baku dengan spesifikasi tertentu, dan standar kebersihan 

serta keamanan pangan. Tujuan utama standardisasi adalah untuk 

menciptakan produk yang konsisten, mudah direplikasi, dan dapat diproduksi 

dalam skala besar. Bagi hidangan yang ditujukan untuk pasar ekspor atau 

waralaba internasional, standardisasi dapat mempermudah proses produksi, 

distribusi, dan pemasaran. Misalnya, dengan adanya resep standar, sebuah 

restoran Indonesia di New York dapat menyajikan Rendang dengan rasa yang 

relatif sama dengan yang disajikan di Jakarta, sehingga membangun brand 

recognition yang kuat (Hidayati & Purnomo, 2020). Standardisasi juga dapat 

membantu dalam proses sertifikasi halal atau standar keamanan pangan 

internasional lainnya, yang penting untuk menembus pasar tertentu dan 

membangun kepercayaan konsumen. 

Namun, standardisasi yang berlebihan dapat mengancam otentisitas 

kuliner tradisional, yang merupakan esensi dari daya tariknya. Otentisitas tidak 

hanya terletak pada resep asli, tetapi juga pada variasi regional, penggunaan 

bahan-bahan lokal yang spesifik, teknik memasak tradisional yang unik, dan 

bahkan konteks sosial di mana makanan itu disajikan. Misalnya, Rendang 

memiliki ratusan variasi di berbagai daerah di Sumatera Barat, masing-masing 

dengan karakteristik rasa dan tekstur yang sedikit berbeda. Jika Rendang 

distandardisasi menjadi satu resep tunggal untuk pasar global, kekayaan 

variasi ini mungkin akan hilang. Demikian pula, Getuk yang dibuat dengan 

singkong lokal dari suatu daerah mungkin memiliki rasa dan tekstur yang 
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berbeda dari Getuk yang dibuat dengan singkong dari daerah lain. Otentisitas 

juga mencakup cerita di balik makanan, sejarahnya, dan nilai-nilai budaya 

yang melekat padanya (Santoso, 2018). Mengorbankan otentisitas demi 

standardisasi dapat mengubah makanan tradisional menjadi produk generik 

yang kehilangan daya tarik budayanya dan menjadi kurang menarik bagi 

konsumen yang mencari pengalaman otentik. 

Di era digital saat ini, media dan storytelling kuliner memegang peranan 

yang sangat krusial dalam membentuk persepsi publik, menciptakan tren, dan 

mempromosikan kuliner tradisional ke khalayak yang lebih luas, baik domestik 

maupun internasional. Kehadiran food blogger, celebrity chef, acara televisi 

kuliner, dan platform media sosial telah mengubah cara masyarakat 

berinteraksi dengan makanan, menjadikannya tidak hanya sebagai kebutuhan 

fisik tetapi juga sebagai konten yang menarik dan inspiratif (Arifin & Lestari, 

2021). Oleh karena itu, pemanfaatan media dan storytelling yang efektif adalah 

strategi yang tak terhindarkan untuk mengangkat kuliner Nusantara agar 

bersaing di pasar global dan menjadi bagian dari gaya hidup modern. 

Food blogger dan influencer kuliner telah menjadi kekuatan yang signifikan 

dalam industri makanan. Dengan jutaan pengikut di platform seperti 

Instagram, YouTube, TikTok, dan blog pribadi, mereka memiliki kemampuan 

untuk memperkenalkan hidangan baru, mengulas restoran, dan membagikan 

pengalaman kuliner mereka kepada audiens yang sangat luas. Ulasan positif 

dari seorang food blogger yang kredibel dapat dengan cepat meningkatkan 

popularitas suatu hidangan atau tempat makan. Bagi kuliner Nusantara, food 

blogger dapat berperan sebagai duta yang memperkenalkan keunikan rasa, 

bahan-bahan, dan cerita di balik setiap hidangan. Mereka dapat menyajikan 

konten visual yang menarik, video tutorial memasak, atau narasi perjalanan 

kuliner yang memikat, sehingga membangkitkan rasa ingin tahu dan keinginan 

untuk mencoba (Wulandari & Santoso, 2022), menciptakan efek bola salju 

dalam promosi. 

Celebrity chef dan acara televisi kuliner juga memiliki dampak yang besar 

dalam membentuk tren dan selera publik. Koki selebriti seperti Gordon 

Ramsay, Jamie Oliver, atau Anthony Bourdain telah berhasil mengangkat 

masakan dari berbagai belahan dunia ke panggung global melalui acara-acara 

mereka. Di Indonesia, koki selebriti seperti Chef Juna, Chef Renatta, atau Chef 

Arnold, serta acara-acara seperti MasterChef Indonesia atau Jalan-Jalan 

Kuliner, dapat menjadi platform yang efektif untuk menampilkan kekayaan 

kuliner Nusantara. Mereka tidak hanya menunjukkan proses memasak, tetapi 
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juga menceritakan sejarah hidangan, asal-usul bahan, dan budaya yang 

melingkupinya. Kehadiran koki selebriti di acara internasional atau kolaborasi 

dengan koki global juga dapat meningkatkan visibilitas kuliner Indonesia di 

mata dunia, memberikan legitimasi dan daya tarik yang lebih besar. 

Inti dari pemanfaatan media ini adalah storytelling kuliner. Makanan bukan 

hanya tentang rasa, tetapi juga tentang cerita, dan cerita inilah yang 

menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Setiap hidangan 

tradisional Indonesia memiliki kisah uniknya sendiri: kisah tentang asal-

usulnya, bahan-bahan lokal yang digunakan, tradisi yang melingkupinya, atau 

bahkan legenda yang terkait dengannya. Storytelling yang efektif dapat 

mengubah makanan menjadi pengalaman yang lebih kaya dan bermakna. 

Misalnya, menceritakan kisah di balik proses panjang pembuatan Rendang 

yang melambangkan kesabaran dan kebersamaan, atau filosofi di balik 

Tumpeng yang merepresentasikan hubungan manusia dengan Tuhan dan 

alam. Narasi ini tidak hanya menambah nilai budaya pada makanan tetapi juga 

menciptakan koneksi emosional dengan konsumen, menjadikan mereka 

bagian dari cerita tersebut dan meningkatkan apresiasi terhadap kuliner 

Nusantara. 

 

C. Upaya Konservasi Bahan Baku Pangan Lokal dan Keberlanjutan 

Pertanian 

Di tengah tantangan globalisasi, perubahan iklim, dan tekanan 

modernisasi pertanian, keberlanjutan pasokan bahan baku pangan lokal 

menjadi isu krusial yang tak terpisahkan dari kelestarian kuliner Nusantara. 

Kekayaan hayati Indonesia, terutama dalam sektor pangan, adalah fondasi 

utama bagi keanekaragaman kuliner yang telah kita ulas sebelumnya. Namun, 

kekayaan ini rentan terhadap degradasi dan kepunahan jika tidak ada upaya 

konservasi yang sistematis dan berkelanjutan. Bagian ini akan mengeksplorasi 

praktik-praktik pertanian tradisional yang telah terbukti mendukung 

keberlanjutan, mengidentifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati 

pangan lokal, mendokumentasikan upaya konservasi yang sedang berjalan, 

serta menganalisis bagaimana kearifan lokal dalam pangan dapat menjadi 

solusi vital untuk isu ketahanan pangan nasional di masa depan. 

Sistem pertanian tradisional di Indonesia adalah cerminan dari kearifan 

lokal yang telah teruji waktu, dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan spesifik dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. 

Praktik-praktik ini bukan sekadar metode bercocok tanam, melainkan sebuah 
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filosofi hidup yang mengintegrasikan manusia, alam, dan spiritualitas dalam 

satu kesatuan ekologis. Mereka menonjolkan prinsip-prinsip keberlanjutan, 

keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekologis yang kini semakin relevan di 

tengah krisis iklim global (Suryana & Lestari, 2019). Eksplorasi terhadap 

sistem-sistem ini membuka wawasan tentang potensi solusi yang berakar 

pada budaya untuk tantangan pangan modern. 

Salah satu contoh paling ikonik adalah Sistem Subak di Bali, sebuah 

sistem irigasi tradisional yang kompleks dan telah diakui sebagai Warisan 

Dunia UNESCO. Subak bukan sekadar pengaturan air, melainkan sebuah 

organisasi sosial-religius yang mengatur distribusi air secara adil dan merata 

untuk sawah-sawah di bawahnya, berdasarkan filosofi Tri Hita Karana (tiga 

penyebab kebahagiaan: hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam) (Lansing, 2007). Setiap 

anggota subak memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan keputusan diambil 

melalui musyawarah mufakat. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada sawah 

yang kekurangan air, mengoptimalkan hasil panen, dan menjaga 

keseimbangan ekosistem sawah melalui praktik pertanian organik dan 

penggunaan varietas padi lokal yang adaptif. Subak menunjukkan bahwa 

keberlanjutan tidak hanya tentang teknik, tetapi juga tentang struktur sosial 

dan nilai-nilai budaya yang mendukungnya. 

Contoh lain adalah Tana Ulen di Kalimantan, sebuah sistem pengelolaan 

hutan adat yang diterapkan oleh masyarakat Dayak. Tana Ulen adalah 

kawasan hutan yang dikelola secara tradisional, di mana masyarakat memiliki 

hak ulayat dan bertanggung jawab penuh atas kelestarian hutan tersebut. 

Hutan ini tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, dan hanya boleh 

dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten masyarakat adat, seperti berburu, 

mencari hasil hutan non-kayu, atau mengambil kayu untuk pembangunan 

rumah adat dengan izin khusus (Pardede & Harun, 2018). Sistem ini 

memastikan bahwa sumber daya hutan tetap lestari dan dapat dinikmati oleh 

generasi mendatang, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati flora dan 

fauna yang menjadi bagian integral dari ekosistem dan budaya mereka. Tana 

Ulen adalah contoh nyata bagaimana masyarakat adat memiliki kearifan 

dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian 

alam, sebuah model konservasi yang efektif berbasis komunitas. Selain itu, 

praktik rotasi tanam dan polikultur yang banyak diterapkan di berbagai daerah 

juga merupakan wujud kearifan lokal. Rotasi tanam melibatkan pergantian 

jenis tanaman yang ditanam pada lahan yang sama secara berkala untuk 
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menjaga kesuburan tanah dan memutus siklus hama penyakit, sementara 

polikultur adalah penanaman berbagai jenis tanaman secara bersamaan 

dalam satu lahan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, mengurangi 

risiko kegagalan panen, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan (Suprapto & 

Wijaya, 2016). Praktik-praktik ini, yang seringkali dipadukan dengan 

penggunaan pupuk organik dan pengendalian hama alami, menunjukkan 

pemahaman mendalam masyarakat tradisional tentang ekologi pertanian dan 

pentingnya menjaga kesehatan tanah sebagai fondasi produksi pangan yang 

berkelanjutan. 

Meskipun sistem pertanian tradisional memiliki kearifan yang tinggi, 

keanekaragaman hayati pangan lokal di Indonesia kini menghadapi berbagai 

ancaman serius yang dapat mengikis fondasi kuliner Nusantara dan 

ketahanan pangan nasional. Modernisasi pertanian yang berorientasi pada 

monokultur, penggunaan varietas unggul hibrida secara massal, serta tekanan 

pembangunan ekonomi telah menyebabkan hilangnya ribuan varietas 

tanaman pangan lokal yang adaptif dan kaya nutrisi (Widodo & Susanti, 2020). 

Ancaman ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga 

mengancam warisan budaya dan kearifan lokal yang melekat pada setiap 

varietas. 

Salah satu ancaman paling signifikan adalah kepunahan varietas padi 

lokal. Selama berabad-abad, petani Indonesia telah mengembangkan ribuan 

varietas padi lokal yang unik, masing-masing dengan karakteristik rasa, aroma, 

tekstur, dan ketahanan terhadap hama penyakit serta kondisi lingkungan 

tertentu. Namun, introduksi varietas padi unggul yang berdaya hasil tinggi 

sejak era Revolusi Hijau telah mendorong petani untuk meninggalkan varietas 

lokal mereka. Varietas unggul memang menjanjikan hasil yang lebih banyak, 

tetapi seringkali memerlukan input kimia yang tinggi dan kurang adaptif 

terhadap kondisi lokal, serta rentan terhadap perubahan iklim dan serangan 

hama penyakit baru (Pramono & Dewi, 2017). Akibatnya, banyak varietas padi 

lokal yang kini hanya tersisa dalam ingatan petani tua atau di ambang 

kepunahan, membawa serta genetik unik dan kearifan yang terkandung di 

dalamnya. 

Selain itu, degradasi lahan akibat praktik pertanian intensif, penggunaan 

pestisida dan pupuk kimia berlebihan, serta deforestasi untuk perluasan lahan 

pertanian atau perkebunan, juga menjadi ancaman serius. Degradasi lahan 

mengurangi kesuburan tanah, menghilangkan mikroorganisme penting, dan 

mengurangi kapasitas tanah untuk menahan air, yang pada akhirnya 
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menurunkan produktivitas pertanian dan mengancam keberlangsungan 

budidaya tanaman pangan lokal (Firmansyah & Nugroho, 2019). Perubahan 

iklim, dengan pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, dan 

banjir, semakin memperparah kondisi ini, membuat varietas lokal yang 

mungkin lebih tahan terhadap kondisi ekstrem tersebut semakin penting untuk 

dipertahankan. Konservasi keanekaragaman hayati pangan lokal menjadi 

imperatif bukan hanya untuk kuliner, tetapi juga untuk masa depan pertanian 

Indonesia. 

Dalam menghadapi ancaman ini, berbagai upaya konservasi benih lokal 

oleh komunitas dan lembaga telah dilakukan. Banyak komunitas adat dan 

petani lokal secara mandiri masih menyimpan dan membudidayakan benih-

benih lokal mereka, menjaga warisan genetik ini tetap hidup. Beberapa 

organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga penelitian juga aktif dalam 

mendokumentasikan, mengumpulkan, dan menyimpan benih-benih lokal di 

bank gen atau kebun raya (Adiwilaga & Putra, 2021). Program-program ini 

seringkali melibatkan pelatihan kepada petani tentang pentingnya konservasi 

benih, teknik penyimpanan yang tepat, dan cara membudidayakan varietas 

lokal secara berkelanjutan. Selain itu, ada pula inisiatif untuk revitalisasi pasar 

benih lokal, mendorong pertukaran benih antarpetani, dan mengkampanyekan 

konsumsi produk pangan lokal untuk meningkatkan permintaan dan insentif 

bagi petani yang membudidayakan varietas langka. Upaya konservasi ini 

bukan hanya tentang menyimpan benih, tetapi juga menjaga pengetahuan 

tradisional yang menyertainya, memastikan bahwa warisan pangan lokal tetap 

menjadi bagian integral dari kuliner dan ketahanan pangan Indonesia. 

Kearifan lokal dalam pangan, yang tercermin dalam sistem pertanian 

tradisional dan keanekaragaman hayati pangan lokal, memegang peranan 

krusial dalam membangun ketahanan pangan nasional, terutama di tengah 

tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Ketahanan pangan bukan 

hanya tentang ketersediaan makanan yang cukup, tetapi juga aksesibilitas, 

stabilitas pasokan, dan pemanfaatan makanan yang bergizi (FAO, 2008). 

Sistem pangan modern yang sangat bergantung pada beberapa komoditas 

utama dan input eksternal rentan terhadap guncangan iklim dan ekonomi, 

sehingga kearifan lokal menawarkan alternatif yang lebih tangguh dan 

berkelanjutan. 

Sistem pertanian tradisional, seperti Subak dan Tana Ulen, serta praktik 

rotasi tanam dan polikultur, secara inheren dirancang untuk meminimalkan 

risiko dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Varietas tanaman 
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pangan lokal, yang telah beradaptasi selama berabad-abad dengan kondisi 

iklim dan tanah setempat, seringkali lebih tahan terhadap kekeringan, banjir, 

dan serangan hama penyakit dibandingkan varietas unggul yang seragam 

(Kartika & Wijaya, 2021). Dengan membudidayakan beragam varietas lokal, 

petani dapat mengurangi risiko kegagalan panen total akibat satu jenis hama 

atau penyakit, serta memiliki pilihan yang lebih banyak untuk beradaptasi 

dengan perubahan pola cuaca. Ini adalah bentuk asuransi alami terhadap 

ketidakpastian iklim, yang sangat penting untuk stabilitas pasokan pangan di 

tingkat lokal dan nasional. 

Selain itu, kearifan lokal juga mencakup pengetahuan tentang pengolahan 

dan penyimpanan pangan tradisional yang dapat memperpanjang masa 

simpan dan mengurangi kerugian pascapanen. Misalnya, teknik pengeringan, 

fermentasi, atau pengasapan yang telah digunakan secara turun-temurun 

tidak hanya menciptakan produk kuliner yang unik, tetapi juga merupakan 

strategi efektif untuk mengamankan pasokan pangan saat musim paceklik 

atau kondisi darurat. Mendorong kembali konsumsi pangan lokal dan 

diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, seperti umbi-umbian, sagu, 

atau jagung, dapat mengurangi ketergantungan pada beras sebagai komoditas 

tunggal dan meningkatkan ketahanan gizi masyarakat (Wibowo & Lestari, 

2018). Dengan mengintegrasikan kembali kearifan lokal ini ke dalam kebijakan 

pangan nasional, Indonesia dapat membangun sistem pangan yang lebih 

resilien, mandiri, dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan 

perubahan iklim dan memastikan ketersediaan pangan yang beragam dan 

bergizi bagi seluruh rakyat. 

 

Kesimpulan 

Kuliner Nusantara dan Filosofi di Baliknya secara komprehensif mengulas 

upaya menjadikan kuliner sebagai identitas nasional dan pilar keberlanjutan. 

Bagian pertama mengeksplorasi filosofi dan makna simbolis di balik makanan 

tradisional seperti Tumpeng dan Rendang, meninjau peran gastrodiplomasi, 

serta hubungannya dengan ritual siklus hidup manusia. Bagian kedua 

membahas strategi branding makanan lokal agar bersaing di pasar global, 

menganalisis keberhasilan dan kegagalan program seperti "Wonderful 

Indonesia Culinary" dibandingkan Korean atau Thai Food, mendiskusikan 

dilema standardisasi versus otentisitas, serta menyoroti peran krusial media 

dan storytelling kuliner. Terakhir, bagian ketiga fokus pada upaya konservasi 

bahan baku pangan lokal dan keberlanjutan pertanian, mengeksplorasi sistem 
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tradisional seperti Subak dan Tana Ulen, mengidentifikasi ancaman terhadap 

keanekaragaman hayati pangan lokal, dan menganalisis kearifan lokal sebagai 

solusi ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. 
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BAB 5 
PERAN KOMUNITAS DALAM PELESTARIAN WARISAN 

 

 

Pendahuluan 

Pelestarian warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, 

merupakan sebuah keniscayaan dalam menjaga identitas dan keberlanjutan 

peradaban suatu bangsa. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang kian 

pesat, peran aktif komunitas menjadi sangat vital sebagai garda terdepan 

dalam upaya konservasi. Pendekatan ini tidak hanya menggeser paradigma 

dari pelestarian yang didominasi negara menjadi partisipasi akar rumput, 

tetapi juga mengakui bahwa warisan adalah milik bersama dan tanggung 

jawab kolektif. Fokus utama dari pembahasan ini adalah memetakan berbagai 

model partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi, dengan penekanan 

khusus pada keterlibatan generasi muda dan pengelolaan situs oleh 

masyarakat lokal. Melalui analisis model-model ini, kita dapat 

mengidentifikasi strategi efektif untuk menjembatani kesenjangan generasi, 

memanfaatkan teknologi, serta mengembangkan tata kelola yang 

berkelanjutan dan inklusif, demi memastikan warisan budaya terus hidup dan 

relevan bagi generasi mendatang (Smith & Jones, 2020). Keterlibatan 

komunitas tidak hanya memperkaya proses pelestarian dengan pengetahuan 

lokal yang mendalam, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab yang kuat, yang seringkali tidak dapat dicapai melalui 

intervensi pemerintah semata. Ini menciptakan ekosistem pelestarian yang 

lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan 

kontemporer. 

 

A. Model Keterlibatan Anak Muda dalam Kegiatan Konservasi Budaya 

Keberlanjutan pelestarian warisan budaya sangat bergantung pada 

keterlibatan generasi muda sebagai pewaris sekaligus agen transformasi 

budaya. Di tengah perubahan sosial yang cepat dan dominasi budaya digital, 

anak muda tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai penerima pasif tradisi, 

melainkan sebagai aktor kunci yang menafsirkan, mempraktikkan, dan 

merekontekstualisasi warisan budaya sesuai dengan realitas zamannya. 

Namun, keterlibatan ini tidak lepas dari tantangan, terutama kesenjangan 

nilai, bahasa, dan medium antara generasi tua sebagai pemegang otoritas 

tradisi dan generasi muda sebagai digital native. Oleh karena itu, subbagian ini 
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membahas berbagai model keterlibatan anak muda dalam konservasi budaya, 

mulai dari upaya menjembatani relasi antar generasi, bentuk-bentuk 

partisipasi komunitas pemuda yang inovatif, hingga pemanfaatan teknologi 

digital sebagai sarana untuk menjadikan pelestarian budaya lebih relevan, 

partisipatif, dan berkelanjutan. 

Untuk memahami bagaimana anak muda dapat berperan aktif dalam 

pelestarian budaya, langkah awal yang krusial adalah menelaah relasi antar 

generasi. Keterlibatan generasi muda tidak dapat dilepaskan dari posisi 

generasi tua sebagai pemegang otoritas pengetahuan dan praktik budaya, 

sehingga isu kesenjangan antar generasi menjadi titik masuk utama dalam 

analisis partisipasi pemuda. Kesenjangan budaya antara generasi tua, yang 

merupakan pemegang tradisi dan pengetahuan lokal, dengan generasi muda, 

yang sering disebut sebagai "digital native," merupakan tantangan signifikan 

dalam upaya pelestarian warisan. Generasi tua cenderung terikat pada nilai-

nilai dan praktik tradisional, sementara generasi muda lebih akrab dengan 

teknologi dan budaya pop, yang terkadang membuat mereka merasa terputus 

dari akar budaya mereka (Chen & Lee, 2021). Tantangan ini termanifestasi 

dalam berbagai aspek, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga pemahaman 

tentang signifikansi warisan. Kurangnya minat generasi muda terhadap 

praktik-praktik tradisional, atau persepsi bahwa warisan itu kuno dan tidak 

relevan, dapat menyebabkan erosi pengetahuan dan praktik budaya yang tak 

tergantikan. Selain itu, metode pewarisan pengetahuan yang seringkali 

bersifat lisan dan informal di kalangan generasi tua mungkin tidak efektif bagi 

generasi muda yang terbiasa dengan pembelajaran visual dan interaktif. Oleh 

karena itu, diperlukan pendekatan inovatif untuk menjembatani jurang ini, 

memastikan bahwa estafet pelestarian dapat berjalan dengan mulus dan 

berkelanjutan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai solusi telah diusulkan dan 

diimplementasikan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah program 

mentorship intergenerasi, di mana generasi tua secara langsung membimbing 

dan berbagi pengetahuan dengan generasi muda dalam kontesa yang relevan 

dan menarik (Kim & Park, 2019). Program ini dapat berbentuk lokakarya, 

festival budaya, atau proyek kolaboratif yang menggabungkan elemen 

tradisional dengan modern. Selain itu, penggunaan media baru dan platform 

digital dapat menjadi jembatan yang kuat. Generasi muda dapat diajak untuk 

mendokumentasikan cerita, lagu, atau tarian tradisional menggunakan video, 

podcast, atau media sosial, sehingga warisan budaya dapat disajikan dalam 
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format yang lebih mudah diakses dan menarik bagi mereka. Pendidikan 

warisan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, yang tidak hanya 

mengajarkan fakta sejarah tetapi juga nilai-nilai dan relevansi warisan dalam 

kehidupan kontemporer, juga sangat krusial. Dengan demikian, generasi muda 

tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga agen aktif dalam 

menginterpretasikan, mengadaptasi, dan melestarikan warisan untuk masa 

depan. 

Setelah mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menjembatani 

kesenjangan antar generasi, penting untuk melihat bagaimana anak muda 

secara konkret mengorganisasi diri dan berpartisipasi dalam upaya konservasi 

budaya. Analisis ini dapat diperdalam melalui studi kasus organisasi dan 

komunitas pemuda yang telah berhasil menerjemahkan kepedulian budaya ke 

dalam aksi nyata. Partisipasi aktif anak muda dalam kegiatan konservasi 

budaya dapat dilihat melalui berbagai model organisasi yang telah berhasil 

menunjukkan dampak positif. Salah satu contoh adalah komunitas pelestari 

aksara lokal, seperti komunitas yang berfokus pada aksara Jawa, Sunda, atau 

Bugis, yang secara aktif mengajarkan dan mempromosikan penggunaannya 

melalui kelas-kelas, lokakarya, dan publikasi digital (Wibowo & Santoso, 

2022). Mereka tidak hanya mengajarkan cara membaca dan menulis aksara, 

tetapi juga mengaitkannya dengan cerita rakyat, filosofi, dan identitas lokal, 

sehingga menarik minat generasi muda untuk mempelajari dan 

melestarikannya. Contoh lain adalah kelompok relawan cagar budaya yang 

secara rutin membersihkan, merawat, dan mempromosikan situs-situs 

bersejarah atau arkeologi. Kegiatan mereka seringkali melibatkan ekspedisi, 

dokumentasi, dan kampanye kesadaran publik melalui media sosial, yang 

menarik banyak anak muda untuk bergabung dan berkontribusi. 

Selain itu, munculnya pembuat konten edukasi sejarah di platform digital 

seperti YouTube, TikTok, atau Instagram juga menjadi model partisipasi yang 

sangat efektif. Individu atau kelompok ini membuat konten menarik dan 

informatif tentang sejarah lokal, tokoh pahlawan, atau peristiwa budaya, 

disajikan dengan gaya yang relevan dan mudah dicerna oleh remaja (Rahman 

& Dewi, 2023). Mereka menggunakan animasi, narasi yang engaging, dan 

interaksi langsung dengan audiens untuk menyebarkan pengetahuan sejarah 

dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Keberhasilan model-model ini terletak 

pada kemampuan mereka untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, 

kreatif, dan relevan bagi anak muda, di mana mereka dapat belajar, 

berinteraksi, dan berkontribusi sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Ini 
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menunjukkan bahwa ketika warisan disajikan dengan cara yang menarik dan 

partisipatif, generasi muda akan dengan antusias terlibat dalam 

pelestariannya. 

Meskipun berbagai model partisipasi pemuda telah berkembang, 

efektivitas dan daya tarik keterlibatan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

medium dan pendekatan yang digunakan. Dalam konteks generasi digital 

native, integrasi teknologi menjadi faktor kunci untuk memperluas jangkauan, 

meningkatkan partisipasi, dan menjaga relevansi konservasi budaya di 

kalangan remaja. Integrasi teknologi modern memegang peran krusial dalam 

membuat konservasi budaya menjadi lebih menarik dan relevan bagi remaja, 

yang merupakan generasi yang tumbuh besar dengan perangkat digital. 

Konsep gamifikasi, misalnya, telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan 

keterlibatan. Dengan mengubah proses pembelajaran atau pelestarian 

menjadi permainan, lengkap dengan tantangan, poin, dan hadiah, anak muda 

termotivasi untuk berpartisipasi dan mempelajari lebih banyak tentang 

warisan budaya (Johnson & Miller, 2020). Aplikasi atau platform yang 

memungkinkan pengguna untuk menjelajahi situs bersejarah secara virtual, 

memecahkan teka-teki terkait sejarah, atau mengumpulkan artefak digital, 

dapat menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan menyenangkan. 

Pendekatan ini tidak hanya menghilangkan persepsi bahwa pelestarian 

warisan itu membosankan, tetapi juga memanfaatkan kecintaan remaja 

terhadap permainan sebagai alat edukasi yang kuat. 

Lebih jauh lagi, teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) 

menawarkan potensi revolusioner dalam membawa warisan budaya ke 

hadapan generasi muda dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. 

Melalui AR, pengguna dapat mengarahkan kamera ponsel mereka ke sebuah 

situs atau artefak, dan informasi digital seperti rekonstruksi 3D, narasi sejarah, 

atau video dapat muncul secara superimposed di dunia nyata. Sementara itu, 

VR dapat membawa pengguna ke dalam pengalaman imersif penuh, 

memungkinkan mereka untuk "berjalan-jalan" di kota kuno yang telah hilang, 

menyaksikan ritual tradisional, atau berinteraksi dengan tokoh sejarah dalam 

lingkungan virtual (Wang & Huang, 2022). Selain itu, media sosial seperti 

Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi platform yang tak tergantikan untuk 

menyebarkan informasi, mengadakan kampanye, dan mempromosikan 

kegiatan konservasi. Konten visual yang menarik, video pendek yang 

informatif, dan tantangan kreatif dapat dengan cepat menjadi viral, 
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menjangkau jutaan remaja dan mendorong mereka untuk terlibat lebih jauh 

dalam pelestarian warisan. 

 

B. Pengelolaan Situs Sejarah dan Cagar Budaya oleh Masyarakat Lokal 

Situs sejarah dan cagar budaya tidak hanya merupakan tinggalan fisik 

masa lalu, tetapi juga ruang hidup yang memiliki makna sosial, spiritual, dan 

ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Selama ini, pengelolaan situs-situs 

tersebut kerap didominasi oleh pendekatan negara melalui lembaga 

konservasi formal, yang dalam beberapa kasus kurang melibatkan komunitas 

lokal sebagai pemangku kepentingan utama. Padahal, partisipasi masyarakat 

lokal terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki, efektivitas pemeliharaan, 

serta keberlanjutan pengelolaan situs. Subbagian ini mengkaji berbagai model 

tata kelola cagar budaya—mulai dari pengelolaan terpusat oleh pemerintah 

hingga pendekatan co-management dan pengelolaan berbasis komunitas—

serta menganalisis studi kasus konkret untuk menyoroti dinamika pendanaan, 

pemeliharaan, dan fungsi edukatif situs. Selain itu, pembahasan juga 

mencakup kerangka hukum dan kebijakan, termasuk implementasi Undang-

Undang Cagar Budaya dan pengaruh pengakuan UNESCO terhadap 

peningkatan partisipasi masyarakat lokal. 

Pembahasan mengenai peran masyarakat lokal dalam pengelolaan situs 

sejarah perlu diawali dengan pemahaman terhadap kerangka tata kelola yang 

berlaku. Model pengelolaan menentukan sejauh mana masyarakat dilibatkan 

dalam proses pengambilan keputusan, pemeliharaan, dan pemanfaatan situs 

cagar budaya. Model tata kelola situs cagar budaya secara tradisional 

seringkali didominasi oleh pemerintah, melalui lembaga seperti Balai 

Konservasi, yang bertanggung jawab penuh atas pendanaan, pemeliharaan, 

dan kebijakan. Model ini memiliki keunggulan dalam hal standardisasi, akses 

terhadap sumber daya besar, dan kerangka hukum yang jelas (Anderson & 

Davis, 2018). Namun, kelemahannya terletak pada potensi kurangnya 

keterlibatan masyarakat lokal, birokrasi yang lambat, dan terkadang 

kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial-budaya setempat. Keputusan 

seringkali dibuat secara top-down, yang dapat menyebabkan resistensi dari 

komunitas dan kurangnya rasa kepemilikan. Selain itu, keterbatasan anggaran 

pemerintah seringkali menjadi kendala, sehingga banyak situs cagar budaya 

tidak terawat dengan optimal. Model ini juga rentan terhadap perubahan 

kebijakan politik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program 

pelestarian. 
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Sebagai alternatif, model pengelolaan bersama (co-management) muncul 

sebagai pendekatan yang lebih partisipatif, di mana pemerintah dan 

masyarakat lokal bekerja sama dalam perencanaan, implementasi, dan 

pengambilan keputusan terkait pelestarian situs (Gupta & Singh, 2020). Model 

ini menggabungkan keunggulan sumber daya dan kerangka hukum pemerintah 

dengan pengetahuan lokal, kearifan tradisional, dan tenaga sukarela dari 

masyarakat. Contohnya adalah pembentukan komite bersama yang terdiri dari 

perwakilan pemerintah, tokoh adat, dan anggota komunitas untuk mengawasi 

operasional situs. Sementara itu, model pengelolaan sepenuhnya oleh 

masyarakat lokal menempatkan komunitas sebagai pemegang kendali penuh 

atas situs cagar budaya mereka. Model ini sangat efektif di mana masyarakat 

memiliki ikatan budaya yang kuat dengan situs tersebut dan memiliki struktur 

sosial yang solid untuk mengelolanya. Keunggulannya adalah tingginya rasa 

kepemilikan, adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan lokal, dan 

keberlanjutan yang lebih baik karena didorong oleh inisiatif internal. Namun, 

tantangannya adalah keterbatasan sumber daya finansial dan teknis, serta 

potensi konflik internal jika tidak ada mekanisme penyelesaian yang jelas. 

Setelah memetakan berbagai model tata kelola cagar budaya, analisis 

perlu dilanjutkan pada praktik nyata di lapangan. Studi kasus pengelolaan 

situs sejarah oleh masyarakat lokal memberikan gambaran empiris mengenai 

dinamika pendanaan, pemeliharaan, serta fungsi edukatif yang dijalankan 

dalam konteks sosial tertentu. Untuk memahami lebih jauh model 

pengelolaan situs cagar budaya oleh masyarakat lokal, kita dapat 

menganalisis studi kasus mendalam dari situs-situs seperti Kampung Adat 

Wae Rebo di Flores, Nusa Tenggara Timur, atau situs purbakala di Sulawesi. 

Kampung Adat Wae Rebo, misalnya, adalah sebuah desa tradisional yang 

telah diakui UNESCO dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat adatnya 

(Suryani & Lestari, 2021). Dalam aspek pendanaan, masyarakat Wae Rebo 

sangat bergantung pada pendapatan dari pariwisata berkelanjutan, di mana 

setiap pengunjung dikenakan biaya masuk yang digunakan untuk 

pemeliharaan desa, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan komunitas lainnya. 

Mereka juga memiliki sistem swadaya dan gotong royong yang kuat untuk 

membangun dan merawat rumah adat serta fasilitas umum. Ini menunjukkan 

model pendanaan yang mandiri dan berkelanjutan, meskipun masih 

memerlukan dukungan eksternal untuk pengembangan kapasitas dan 

promosi. 
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Dalam hal pemeliharaan, masyarakat Wae Rebo menerapkan kearifan 

lokal dalam menjaga keaslian arsitektur rumah adat Mbaru Niang dan 

lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki aturan adat yang ketat mengenai 

penggunaan material, teknik pembangunan, dan perilaku di dalam desa, yang 

semuanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya mereka (Pratiwi & 

Setiawan, 2023). Pemeliharaan dilakukan secara berkala melalui kerja bakti 

dan melibatkan seluruh anggota komunitas, dari yang muda hingga yang tua. 

Aspek pendidikan juga menjadi fokus utama; anak-anak di desa diajarkan 

tentang sejarah, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur Wae Rebo sejak dini, baik 

melalui pendidikan formal maupun informal. Mereka juga dilibatkan dalam 

kegiatan pelestarian, seperti menenun, bertani, dan menyambut tamu, 

sehingga mereka secara langsung mengalami dan memahami pentingnya 

warisan mereka. Studi kasus ini menyoroti bagaimana pengelolaan berbasis 

komunitas dapat menciptakan model pelestarian yang holistik dan 

berkelanjutan, yang tidak hanya menjaga situs fisik tetapi juga melestarikan 

nilai-nilai dan praktik budaya yang hidup. 

Temuan dari studi kasus tersebut selanjutnya perlu ditempatkan dalam 

kerangka hukum dan kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, dapat 

dianalisis sejauh mana regulasi nasional dan pengakuan internasional, seperti 

sertifikasi UNESCO, berperan dalam mendorong atau justru membatasi 

partisipasi masyarakat lokal. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) di Indonesia merupakan 

tonggak penting dalam upaya pelestarian. UU ini bertujuan untuk melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, serta secara eksplisit 

mengakui peran serta masyarakat dalam pelestariannya (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2010). Namun, secara kritis, implementasinya masih menghadapi 

berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah sosialisasi dan pemahaman 

yang belum merata di tingkat lokal, sehingga banyak komunitas belum 

sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum 

ini. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas 

seringkali belum optimal, menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau 

bahkan kekosongan kebijakan di lapangan. Mekanisme insentif bagi 

partisipasi lokal juga belum sepenuhnya terbangun, sehingga motivasi 

masyarakat untuk terlibat aktif masih sangat bergantung pada inisiatif internal 

atau dukungan proyek-proyek tertentu. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk 

memperkuat kapasitas hukum komunitas dan memastikan bahwa kebijakan 
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yang ada dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mendukung 

pelestarian berbasis masyarakat. 

Peran sertifikasi UNESCO, seperti penetapan sebagai Situs Warisan Dunia 

atau pengakuan Warisan Budaya Takbenda, memiliki dampak ganda dalam 

mendorong partisipasi lokal. Di satu sisi, pengakuan internasional ini 

membawa prestise, meningkatkan visibilitas situs, dan seringkali membuka 

pintu bagi pendanaan dan dukungan teknis dari lembaga internasional 

(UNESCO, 2003). Hal ini dapat memicu kebanggaan lokal dan meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya warisan, yang pada gilirannya mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian. Namun, di sisi lain, sertifikasi 

UNESCO juga dapat menimbulkan tantangan, termasuk tekanan untuk 

memenuhi standar internasional yang ketat, potensi komersialisasi yang 

berlebihan, dan terkadang menggeser fokus dari nilai-nilai lokal ke narasi 

global yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan komunitas 

(Smith & Jones, 2020). Penting untuk memastikan bahwa proses sertifikasi 

melibatkan partisipasi aktif komunitas sejak awal, sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan secara adil dan tidak mengikis otonomi serta kearifan lokal dalam 

pengelolaan warisan mereka. 

 

C. Pengembangan Museum Komunitas dan Dokumentasi Tradisi Lisan 

Di tengah keterbatasan museum nasional dan provinsi dalam menjangkau 

keragaman narasi lokal, museum komunitas muncul sebagai alternatif yang 

strategis dalam pelestarian warisan budaya berbasis masyarakat. Museum 

komunitas tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan artefak, tetapi 

juga sebagai pusat identitas, memori kolektif, dan transfer pengetahuan antar 

generasi. Selain itu, dokumentasi tradisi lisan—seperti cerita rakyat, sejarah 

lokal, dan pengetahuan adat—menjadi aspek krusial dalam menjaga warisan 

budaya tak benda yang rentan hilang akibat perubahan sosial. Subbagian ini 

membahas peran filosofis dan fungsional museum komunitas, metodologi 

dokumentasi tradisi lisan yang partisipatif dan etis, serta tantangan dalam 

memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan data budaya bagi generasi 

mendatang, terutama dalam konteks digitalisasi dan arsip terbuka berbasis 

komunitas. 

Untuk memahami kontribusi museum komunitas dalam pelestarian 

warisan budaya, penting terlebih dahulu untuk meninjau posisi dan 

karakteristiknya dalam ekosistem permuseuman. Perbandingan dengan 

museum nasional dan provinsi menjadi dasar untuk menjelaskan perbedaan 
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filosofis dan fungsional museum komunitas. Secara filosofis dan fungsional, 

terdapat perbedaan mendasar antara museum nasional atau provinsi dengan 

museum komunitas, yang sering disebut sebagai "mini museum." Museum 

nasional atau provinsi umumnya didirikan dan dikelola oleh pemerintah atau 

lembaga besar, dengan mandat untuk mengumpulkan, melestarikan, dan 

memamerkan warisan budaya yang memiliki relevansi nasional atau regional 

(Hooper-Greenhill, 2000). Koleksinya seringkali bersifat representatif dari 

berbagai periode sejarah atau wilayah geografis yang luas, dan kurasinya 

cenderung bersifat akademis dan otoritatif. Fungsi utamanya adalah sebagai 

pusat penelitian, pendidikan, dan konservasi berskala besar. Pendekatan 

mereka seringkali bersifat top-down, di mana narasi dan interpretasi 

ditentukan oleh para ahli dan disajikan kepada publik. Struktur organisasinya 

lebih formal, dengan hierarki yang jelas dan standar operasional yang baku. 

Sebaliknya, museum komunitas atau mini museum lahir dari inisiatif akar 

rumput dan dikelola oleh atau untuk komunitas lokal tertentu. Filosofi mereka 

berakar pada gagasan bahwa warisan adalah milik komunitas dan harus 

dikelola oleh komunitas itu sendiri, mencerminkan identitas dan narasi lokal 

(Kreps, 2008). Koleksinya sangat spesifik, berfokus pada sejarah, tradisi, 

artefak, dan cerita yang relevan dengan komunitas tersebut. Fungsi utamanya 

adalah sebagai pusat identitas lokal, tempat di mana ingatan kolektif 

dipertahankan, diwariskan, dan diperdebatkan. Museum komunitas bersifat 

lebih partisipatif, seringkali melibatkan anggota komunitas dalam proses 

pengumpulan, pameran, dan interpretasi. Mereka bertindak sebagai ruang 

dialog, pembelajaran interaktif, dan pemberdayaan komunitas, di mana 

pengunjung dapat melihat diri mereka tercermin dalam narasi yang disajikan, 

sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan dan kepemilikan terhadap warisan 

mereka. 

Setelah peran dan fungsi museum komunitas dipahami, perhatian perlu 

diarahkan pada proses produksi pengetahuan budaya yang menjadi inti 

keberadaannya. Dokumentasi tradisi lisan menjadi salah satu praktik utama 

yang menuntut metodologi khusus, sensitivitas etis, dan keterlibatan aktif 

komunitas. Mendokumentasikan tradisi lisan merupakan proses yang 

kompleks dan memerlukan metodologi yang cermat untuk memastikan 

keaslian dan keberlanjutan informasi. Langkah pertama adalah identifikasi 

informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang 

tradisi lisan tertentu, diikuti dengan persiapan wawancara yang matang 

(Ritchie, 2003). Ini mencakup penyusunan panduan pertanyaan, penjelasan 
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tujuan proyek kepada informan, dan perolehan persetujuan etis (informed 

consent). Wawancara sejarah lisan harus dilakukan dengan sensitivitas 

budaya, menggunakan peralatan perekam berkualitas tinggi, dan menciptakan 

suasana yang nyaman bagi informan untuk berbagi cerita mereka. Setelah 

perekaman, langkah selanjutnya adalah transkripsi verbatim, di mana setiap 

kata yang diucapkan diubah menjadi teks tertulis, diikuti dengan terjemahan 

jika diperlukan. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi untuk menangkap 

nuansa bahasa dan ekspresi non-verbal yang penting. 

Tantangan dalam mendokumentasikan tradisi lisan sangat beragam. 

Salah satunya adalah kendala bahasa dan dialek, yang mungkin memerlukan 

penerjemah atau transkriptor yang sangat memahami konteks lokal. Selain itu, 

memverifikasi keakuratan informasi lisan bisa jadi sulit, karena seringkali tidak 

ada sumber tertulis pembanding, sehingga memerlukan triangulasi dari 

berbagai informan atau sumber lain (Portelli, 1991). Isu etika, seperti privasi 

informan dan hak kepemilikan intelektual atas cerita yang dibagikan, juga 

harus ditangani dengan hati-hati. Untuk tradisi lisan yang melibatkan teks 

tertulis kuno seperti lontar atau manuskrip, tantangannya adalah kondisi fisik 

materi yang rapuh, kesulitan membaca aksara kuno, dan kebutuhan akan 

keahlian paleografi. Digitalisasi manuskrip memerlukan peralatan khusus dan 

perangkat lunak untuk memastikan gambar berkualitas tinggi dan metadata 

yang akurat, serta strategi penyimpanan jangka panjang untuk mencegah 

kerusakan atau kehilangan data digital. Semua tantangan ini menuntut 

pendekatan multidisiplin dan kolaboratif. 

Namun, dokumentasi budaya tidak berhenti pada proses pencatatan 

semata. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa data dan arsip 

tradisi lisan yang telah dihimpun tetap dapat diakses, dimanfaatkan, dan 

diwariskan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Untuk memastikan 

data sejarah lisan yang telah didokumentasikan tetap terbuka dan dapat 

diakses oleh generasi mendatang, komunitas perlu menerapkan strategi 

aksesibilitas data yang komprehensif. Salah satu pendekatan utama adalah 

membangun repositori digital atau arsip online yang terpusat, di mana semua 

rekaman audio, transkripsi, terjemahan, dan metadata terkait dapat disimpan 

dan diorganisir secara sistematis (Yeo, 2018). Platform ini harus dirancang 

agar mudah digunakan, dengan fitur pencarian yang kuat, dan mendukung 

berbagai format file untuk memastikan kompatibilitas di masa depan. 

Komunitas dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga 

arsip lokal untuk memanfaatkan infrastruktur dan keahlian teknis mereka 



 

 

84 

dalam pengelolaan data digital. Selain itu, pelatihan bagi anggota komunitas 

tentang cara mengelola dan memperbarui arsip digital sangat penting untuk 

keberlanjutan inisiatif ini, memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya 

terkumpul tetapi juga dapat diakses secara berkelanjutan. 

Selain platform digital, penting juga untuk mempertimbangkan 

aksesibilitas fisik dan kontekstual. Ini bisa berarti mendirikan pusat komunitas 

atau "mini museum" di mana salinan fisik dari dokumentasi (misalnya, buku 

transkripsi, CD/DVD rekaman) tersedia untuk umum, terutama bagi mereka 

yang memiliki keterbatasan akses internet. Komunitas juga harus 

mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai hak cipta, penggunaan, dan 

reproduksi data, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan persetujuan 

informan (Wallace, 2018). Membangun jembatan dengan institusi pendidikan 

lokal, seperti sekolah atau universitas, dapat membantu mengintegrasikan 

materi dokumentasi ke dalam kurikulum, sehingga generasi muda secara aktif 

terlibat dalam mempelajari dan menggunakan data tersebut. Aksesibilitas juga 

berarti memastikan bahwa data disajikan dalam format yang mudah dipahami, 

dengan konteks yang memadai, sehingga generasi mendatang dapat 

menginterpretasikan dan menghargai nilai sejarah lisan tersebut tanpa 

kehilangan makna aslinya. 

 

Kesimpulan 

Peran komunitas dalam pelestarian warisan budaya, baik fisik maupun 

non-fisik, terbukti sangat krusial dan multidimensional. Keterlibatan aktif 

masyarakat, terutama generasi muda, melalui berbagai model partisipasi dan 

pemanfaatan teknologi, telah membuka jalan baru bagi konservasi yang lebih 

dinamis dan relevan. Jembatan antar generasi, model partisipasi yang inovatif, 

dan integrasi teknologi seperti gamifikasi, AR/VR, dan media sosial, tidak 

hanya membuat warisan lebih menarik tetapi juga memastikan transfer 

pengetahuan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pengelolaan situs sejarah dan 

cagar budaya oleh masyarakat lokal, seperti yang dicontohkan oleh Kampung 

Adat Wae Rebo, menunjukkan bahwa model tata kelola berbasis komunitas 

dapat mencapai keberlanjutan yang tinggi melalui pendanaan mandiri, 

pemeliharaan berbasis kearifan lokal, dan pendidikan yang holistik. 

Meskipun demikian, implementasi hukum dan kebijakan seperti UU Cagar 

Budaya masih memerlukan penguatan dalam sosialisasi dan koordinasi, 

sementara sertifikasi UNESCO harus dikelola dengan hati-hati agar tidak 

mengikis otonomi lokal. Pengembangan museum komunitas dan upaya 
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dokumentasi tradisi lisan juga merupakan langkah vital dalam menjaga 

identitas lokal. Museum komunitas berfungsi sebagai pusat identitas, 

sedangkan metodologi dokumentasi yang cermat dan strategi aksesibilitas 

data yang terbuka memastikan bahwa kekayaan sejarah lisan tidak hanya 

terlestarikan tetapi juga dapat diakses dan dipelajari oleh generasi 

mendatang. Secara keseluruhan, masa depan pelestarian warisan terletak 

pada pemberdayaan komunitas, pengakuan terhadap kearifan lokal, dan 

adaptasi terhadap inovasi, menciptakan ekosistem di mana warisan budaya 

dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan makna bagi kehidupan 

modern.
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BAB 6 
HUBUNGAN ANTARA BUDAYA DAN LINGKUNGAN (EKOLOGI) 

 

 

Pendahuluan 

Hubungan antara budaya manusia dan lingkungan alam merupakan inti 

dari keberlanjutan ekologi. Sejak zaman dahulu, masyarakat adat di seluruh 

dunia telah mengembangkan sistem pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang 

memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungan secara harmonis dan 

berkelanjutan. Kearifan ekologis lokal, yang tertanam dalam tradisi dan adat 

istiadat, seringkali mencerminkan pemahaman mendalam tentang dinamika 

ekosistem dan strategi adaptasi yang telah teruji oleh waktu. Namun, di era 

modern yang didominasi oleh sains dan teknologi, kearifan ini terkadang 

terpinggirkan atau bahkan hilang, padahal potensinya sangat besar untuk 

berkontribusi pada solusi tantangan lingkungan global. 

Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana 

kearifan ekologis lokal dapat dihubungkan dengan sains modern dan strategi 

pembangunan berkelanjutan. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya 

alam—hutan, laut, dan air—serta bagaimana tradisi-tradisi ini mendukung 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan memahami 

rasionalitas ekologis dan mekanisme sosial di balik kearifan lokal, kita dapat 

menemukan model-model pengelolaan yang lebih holistik dan resilien, yang 

tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memperkuat 

ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Integrasi kearifan lokal dengan 

pendekatan ilmiah modern menawarkan jalan baru menuju masa depan yang 

lebih berkelanjutan dan adil. 

Fokus utama bab ini adalah menjembatani kesenjangan antara kearifan 

ekologis lokal yang telah terbukti efektif dan kerangka kerja sains modern serta 

agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisis studi kasus dari 

berbagai wilayah di Indonesia, bab ini akan menunjukkan bagaimana prinsip-

prinsip adat dan praktik tradisional tidak hanya relevan tetapi juga esensial 

dalam menghadapi krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan 

degradasi sumber daya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan, 

revitalisasi, dan adaptasi kearifan lokal dalam konteks kontemporer untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan lestari. 
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A. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Hutan, Laut, 

Air) 

Masyarakat adat memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan sistem 

pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan berkelanjutan. Pengetahuan 

ini, yang diwariskan secara turun-temurun, merupakan respons terhadap 

kondisi lingkungan spesifik dan kebutuhan komunitas. Bagian ini akan 

mengkaji beberapa contoh kearifan lokal yang menonjol dalam pengelolaan 

hutan, air, dan laut di Indonesia, menganalisis struktur, fungsi, dan 

relevansinya dalam konteks modern. 

Pertama, Sistem Hutan Adat. Sistem Hutan Adat merupakan salah satu 

bentuk kearifan lokal paling fundamental dalam konservasi hutan. Di 

Indonesia, contohnya termasuk Tanah Ulen Dayak di Kalimantan dan Hutan 

Larangan Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Hutan-hutan ini tidak hanya 

berfungsi sebagai sumber daya fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan 

budaya yang mendalam, menjadikannya "sakral" dan dilindungi oleh hukum 

adat. Konsep ini secara efektif mencegah eksploitasi berlebihan dan 

mempromosikan pengelolaan yang hati-hati, seringkali dengan penentuan 

zona-zona khusus untuk penggunaan terbatas atau perlindungan mutlak 

(Suryanegara & Rachmat, 2017). 

Mekanisme sanksi adat memainkan peran krusial dalam menegakkan 

aturan konservasi hutan. Pelanggaran terhadap batas-batas atau penggunaan 

yang tidak sesuai dapat dikenakan denda berupa hasil panen, hewan ternak, 

atau bahkan pengucilan sosial, yang jauh lebih efektif dalam komunitas yang 

sangat terikat secara sosial. Rasionalitas ekologis di balik sanksi ini adalah 

untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan ketersediaan sumber 

daya untuk generasi mendatang, serta melindungi fungsi ekologis penting 

seperti sumber air dan keanekaragaman hayati. Ini menunjukkan pemahaman 

yang mendalam tentang kapasitas daya dukung lingkungan dan pentingnya 

menjaga keutuhan ekosistem (Kartodihardjo & Supriono, 2000). 

Integrasi sistem Hutan Adat dengan kerangka hukum nasional dan upaya 

konservasi modern menawarkan model pengelolaan hutan yang lebih 

partisipatif dan berkelanjutan. Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas 

wilayah Hutan Adat mereka terbukti secara signifikan mengurangi laju 

deforestasi dibandingkan dengan area yang dikelola negara atau konsesi 

(Nepstad et al., 2013). Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip 

konservasi berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan lestari yang diakui 

secara internasional. 
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Kedua, Manajemen Sumber Daya Air. Sistem Subak di Bali adalah contoh 

luar biasa dari kearifan lokal dalam manajemen sumber daya air yang telah 

diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Subak adalah sistem irigasi 

tradisional yang kompleks, dikelola secara demokratis oleh petani, yang tidak 

hanya mendistribusikan air secara adil tetapi juga terintegrasi dengan filosofi 

Tri Hita Karana (harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan). Sistem ini 

mencerminkan pemahaman mendalam tentang hidrologi lokal dan kebutuhan 

pertanian, memastikan pasokan air yang stabil untuk sawah terasering yang 

luas (Lansing, 2006). 

Pengaturan irigasi dalam Subak dilakukan melalui serangkaian pura air 

(temple air) yang mengelola pembagian air dari sumber utama ke sawah-

sawah. Distribusi air didasarkan pada kesepakatan komunal dan ritual 

keagamaan, memastikan bahwa setiap petani mendapatkan bagian yang adil 

sesuai dengan luas lahan dan kebutuhan tanamannya. Keputusan-keputusan 

penting, seperti jadwal tanam dan perbaikan saluran air, diambil melalui 

musyawarah mufakat di tingkat komunitas, yang memperkuat kohesi sosial 

dan rasa kepemilikan bersama atas sumber daya air (Coomans, 2017). 

Selain irigasi, Subak juga memiliki sistem manajemen hama secara 

komunal yang efektif. Dengan jadwal tanam serentak yang disepakati 

bersama, siklus hidup hama dapat diputus, mengurangi kebutuhan akan 

pestisida kimia. Praktik ini didukung oleh pemahaman ekologis tentang 

interaksi antara tanaman, hama, dan predator alami. Keberhasilan Subak 

dalam menjaga produktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan selama 

berabad-abad menawarkan pelajaran berharga bagi pengelolaan air modern 

yang menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan 

(Sardjono & Susanto, 2019). 

 Ketiga, Konservasi Laut. Sasi Laut, yang dipraktikkan di Maluku dan 

Papua, adalah sistem pengelolaan perikanan tradisional yang melibatkan 

penutupan sementara area laut atau jenis spesies tertentu untuk 

penangkapan. Praktik ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi sumber 

daya laut untuk beregenerasi, memastikan ketersediaan ikan dan biota laut 

lainnya di masa depan. Sasi biasanya diumumkan oleh pemimpin adat dan 

diawasi oleh masyarakat, dengan sanksi adat bagi pelanggar. Ini menunjukkan 

prinsip konservasi yang kuat dan pemahaman tentang siklus hidup spesies 

laut (Novaczek et al., 2001). 

Sistem penangkapan ikan tradisional lainnya, seperti penggunaan alat 

tangkap selektif dan penentuan musim penangkapan, juga mencerminkan 
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kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Masyarakat 

pesisir seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang pola migrasi ikan, 

lokasi pemijahan, dan habitat kritis, yang menjadi dasar bagi praktik-praktik 

pengelolaan mereka. Pengetahuan ini seringkali terintegrasi dengan 

kepercayaan spiritual dan ritual yang memperkuat komitmen terhadap 

konservasi (Mustafa & Ardiansyah, 2015). 

Perbandingan dampak Sasi dengan kebijakan perikanan modern 

menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama—yaitu 

keberlanjutan—tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Kebijakan modern 

seringkali mengandalkan kuota, zonasi, dan regulasi pemerintah, yang kadang 

kurang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Sasi, dengan basis komunal 

dan legitimasi adatnya, seringkali lebih berhasil dalam penegakan dan 

kepatuhan. Integrasi Sasi dan kearifan lokal lainnya ke dalam kerangka 

kebijakan perikanan nasional dapat menciptakan sistem pengelolaan yang 

lebih adaptif, efektif, dan diterima oleh masyarakat lokal, serta berkontribusi 

pada pencapaian SDG 14 (Kehidupan Bawah Air) (Cochrane & Dedi, 2017). 

 

B. Tradisi Lokal yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

Kearifan lokal tidak hanya tentang pengelolaan sumber daya alam secara 

langsung, tetapi juga mencakup tradisi dan nilai-nilai sosial yang secara 

inheren mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bagian ini 

akan mengkaji bagaimana tradisi-tradisi ini dapat disinkronkan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menganalisis prinsip serta 

metodologi tradisional yang relevan dengan agenda keberlanjutan global. 

4. Sinkronisasi dengan SDGs 

Banyak kearifan lokal memiliki keselarasan yang kuat dengan target-

target spesifik dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Memetakan kearifan lokal ke dalam kerangka SDGs dapat membantu 

mengidentifikasi kontribusi unik yang dapat diberikan oleh masyarakat 

adat dan tradisional dalam mencapai agenda global ini, sekaligus 

memberikan pengakuan terhadap relevansi praktik-praktik mereka. 

Sebagai contoh, praktik Gotong Royong, yang merupakan tradisi kerja 

sama dan tolong-menolong antarwarga di Indonesia, sangat selaras 

dengan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Gotong Royong 

mendorong partisipasi kolektif dalam pembangunan desa, pemeliharaan 

fasilitas umum, atau respons terhadap bencana. Ini memperkuat kohesi 

sosial, membangun kapasitas komunitas, dan menciptakan kemitraan 
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efektif di tingkat lokal, yang merupakan fondasi penting untuk mencapai 

berbagai tujuan pembangunan lainnya (Suparman & Hadi, 2018). 

Demikian pula, Sistem Sasi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

memiliki korelasi langsung dengan SDG 14: Kehidupan Bawah Air. Dengan 

mengatur penangkapan ikan dan melindungi area laut tertentu, Sasi 

secara efektif berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan 

berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim. Ini membantu 

mengurangi penangkapan ikan berlebihan, melindungi ekosistem laut 

yang rentan, dan memastikan mata pencaharian berkelanjutan bagi 

masyarakat pesisir (Satria, 2009). 

Contoh lain termasuk Sistem Subak yang mendukung SDG 2 (Tanpa 

Kelaparan) melalui manajemen air yang efisien untuk produksi pangan, 

dan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi) melalui pengelolaan sumber daya air 

yang berkelanjutan. Selain itu, banyak tradisi lokal yang menekankan 

hidup selaras dengan alam secara implisit mendukung SDG 12 (Konsumsi 

dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat). 

5. Prinsip dan Metodologi Tradisional 

Prinsip-prinsip dan metodologi tradisional seringkali mengandung inti 

dari keberlanjutan. Salah satu konsep penting adalah "cukup" atau 

"moderat," yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan tanpa 

berlebihan dan hidup dalam batas-batas ekologis. Filosofi ini kontras 

dengan model pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas dan konsumsi 

berlebihan, mempromosikan pola hidup yang lebih hemat sumber daya 

dan bertanggung jawab. Konsep ini mengajarkan tentang penghargaan 

terhadap alam dan menolak eksploitasi yang merusak (Suryadarma & 

Sudarsono, 2019). 

Dalam pertanian, sistem rotasi tanam adalah metodologi tradisional 

yang telah lama dipraktikkan untuk menjaga kesuburan tanah dan 

mengendalikan hama secara alami. Petani tradisional memahami 

pentingnya menanam jenis tanaman yang berbeda secara bergantian 

untuk mengembalikan nutrisi tanah, memutus siklus hidup hama, dan 

mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia atau pestisida. Praktik ini 

meningkatkan keanekaragaman hayati agroekosistem dan memperkuat 

ketahanan pangan komunitas (Prabowo & Wibowo, 2021). 

Konservasi benih tradisional juga merupakan pilar penting dalam 

ketahanan pangan. Masyarakat adat secara turun-temurun menyimpan 

dan menukar benih-benih lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi 
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lingkungan setempat. Praktik ini menjaga keanekaragaman genetik 

tanaman pangan, yang krusial untuk adaptasi terhadap perubahan iklim 

dan serangan penyakit. Konservasi benih tradisional memastikan 

ketersediaan benih yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal, 

mendukung kedaulatan pangan masyarakat (Rahayu & Santosa, 2022). 

Prinsip-prinsip dan metodologi tradisional ini sangat selaras dengan 

prinsip Zero Hunger (SDG 2). Dengan memastikan akses ke pangan yang 

aman dan bergizi, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan menjaga 

keanekaragaman genetik tanaman, kearifan lokal berkontribusi langsung 

pada upaya global untuk mengakhiri kelaparan. Penggabungan praktik-

praktik ini dengan inovasi pertanian modern dapat menciptakan sistem 

pangan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua. 

6. Inovasi Kebijakan 

Inovasi kebijakan pembangunan daerah modern semakin menyadari 

pentingnya integrasi kearifan lokal sebagai fondasi yang kuat. Kearifan 

lokal, yang mencakup nilai-nilai tradisional, norma sosial, praktik budaya, 

dan pengetahuan turun-temurun, menawarkan solusi adaptif dan 

berkelanjutan yang seringkali terabaikan dalam pendekatan 

pembangunan yang bersifat top-down. Mengintegrasikan kearifan lokal 

berarti mengakui dan memanfaatkan kekayaan budaya serta pengetahuan 

asli masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih relevan, 

partisipatif, dan berkesinambungan, sehingga pembangunan tidak hanya 

berorientasi pada kemajuan material tetapi juga pada kesejahteraan 

holistik masyarakat. 

Salah satu mekanisme kunci untuk mengintegrasikan kearifan lokal 

adalah melalui pembentukan kerangka kebijakan dan regulasi yang 

formal. Pemerintah daerah dapat mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) 

yang secara eksplisit mengakui dan melindungi praktik-praktik adat, 

seperti zonasi adat, sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis 

masyarakat, atau hukum adat dalam penyelesaian konflik. Formalisasi ini 

tidak hanya memberikan legitimasi hukum tetapi juga mengalokasikan 

sumber daya untuk pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Sebagai 

contoh, di tingkat desa, kearifan lokal dapat diinternalisasi dalam 

perencanaan pembangunan desa dan bahkan mendapatkan porsi 

anggaran formal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai lokal (Sumadi et al., 

2020). 
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Integrasi kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan daerah 

membawa berbagai manfaat signifikan. Pendekatan ini mendorong 

partisipasi aktif masyarakat, karena mereka merasa memiliki dan menjadi 

bagian dari proses pembangunan yang menghargai identitas dan warisan 

budaya mereka. Hal ini juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan 

melalui praktik-praktik tradisional yang selaras dengan alam, serta 

memperkuat kohesi sosial dan ketahanan komunitas dalam menghadapi 

perubahan. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi pendorong utama 

dalam mencapai pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan 

berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat memberdayakan masyarakat 

dan melestarikan budaya lokal. 

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan 

kearifan lokal, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan 

pembangunan modern dengan pelestarian tradisi. Diperlukan pendekatan 

yang komprehensif, mulai dari identifikasi kearifan lokal yang relevan, 

dialog multi-pihak, hingga penyusunan kebijakan yang adaptif dan 

fleksibel. Peran lembaga hukum, seperti Mahkamah Konstitusi, juga 

strategis dalam menafsirkan dan melindungi kearifan lokal dalam bingkai 

konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, inovasi kebijakan 

yang berani dan visioner, yang menjadikan kearifan lokal sebagai pilar 

utama, akan membuka jalan bagi pembangunan daerah yang tidak hanya 

maju secara ekonomi tetapi juga kaya akan nilai budaya dan berkelanjutan 

untuk generasi mendatang. 

 

C. Studi Kasus Masyarakat Adat dengan Sistem Konservasi Alam yang 

Unik 

Dalam upaya memahami kekayaan strategi pelestarian alam di 

Nusantara, dilakukan sebuah Analisis Sistem Ekologis Komparatif yang 

menyoroti berbagai entitas masyarakat adat dengan karakteristik uniknya 

masing-masing. 

Pertama, tinjauan mendalam diarahkan pada masyarakat Baduy di Jawa 

yang berfokus pada konsep Pikukuh (larangan mutlak) dan zonasi konservasi. 

Masyarakat Baduy di Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia, menampilkan 

model konservasi alam yang luar biasa, berakar pada sistem pengetahuan 

ekologis tradisional mereka yang dikenal sebagai Pikukuh. Sebagai kode etik 

tak tertulis namun ditaati secara ketat, Pikukuh mengatur setiap aspek 

kehidupan Baduy, termasuk hubungan mereka yang mendalam dengan 



 

 

93 

lingkungan alam. Prinsip-prinsip konservasi dalam Pikukuh menekankan 

keseimbangan, harmoni, dan penghormatan terhadap alam, secara tegas 

melarang praktik-praktik yang merusak seperti eksploitasi sumber daya 

berlebihan, penggunaan bahan kimia pertanian modern, dan perubahan 

signifikan pada bentang alam (Arifiani et al., 2019). Kepatuhan terhadap 

Pikukuh ini memastikan bahwa aktivitas manusia tetap berada dalam 

kapasitas daya dukung ekosistem mereka, membina koeksistensi 

berkelanjutan yang telah melestarikan lingkungan alam mereka yang masih 

asli selama beberapa generasi. 

Sistem konservasi Baduy juga dicirikan oleh penerapan zonasi konservasi 

yang canggih, yang mengklasifikasikan wilayah tanah mereka berdasarkan 

fungsi ekologis dan aktivitas manusia yang diizinkan. Sistem ini biasanya 

mencakup leuweung kolot (hutan tua atau hutan keramat), yang dilindungi 

secara ketat dan dianggap tidak dapat diganggu gugat, berfungsi sebagai 

daerah tangkapan air dan reservoir keanekaragaman hayati yang penting 

(Putra & Lestari, 2021). Di sampingnya terdapat leuweung titipan (hutan 

titipan) atau leuweung garapan (hutan garapan), di mana ekstraksi sumber 

daya yang terbatas dan berkelanjutan atau praktik pertanian tradisional 

diizinkan di bawah pedoman Pikukuh yang ketat. Pendekatan berlapis 

terhadap pengelolaan lahan ini memastikan perlindungan area ekologis inti 

sambil memungkinkan penggunaan zona perifer yang terkontrol, sehingga 

menjaga integritas ekologis sambil mendukung kebutuhan subsisten 

masyarakat. 

Penerapan Pikukuh dan zonasi konservasi tradisional yang telah 

berlangsung lama telah menghasilkan luaran sosio-ekologis yang luar biasa, 

terwujud dalam ekosistem hutan yang sangat terpelihara dan mata pencarian 

masyarakat yang tangguh. Wilayah Baduy berdiri sebagai anomali ekologis di 

wilayah yang semakin terpengaruh oleh deforestasi dan degradasi lingkungan 

(Wijoyo & Santoso, 2020). Namun, sistem ini tidak lepas dari tantangan 

kontemporernya. Tekanan eksternal yang meningkat, termasuk perambahan 

lahan, daya tarik peluang ekonomi modern, dan pengaruh budaya luar, 

menimbulkan ancaman signifikan terhadap kelangsungan Pikukuh dan 

integritas zona konservasi mereka. Menjaga keseimbangan yang rapuh antara 

pelestarian budaya dan adaptasi terhadap dinamika eksternal tetap menjadi 

upaya kritis yang berkelanjutan bagi masyarakat Baduy dalam menjaga 

warisan ekologis mereka yang unik. 
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Selanjutnya, perbandingan beralih ke wilayah Sumatra melalui 

masyarakat Mentawai yang menitikberatkan pada filosofi Arat Sabulungan 

(keseimbangan roh) dan peran Sikerei sebagai penjaga pengetahuan ekologis. 

Masyarakat Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 

mempraktikkan filosofi Arat Sabulungan, sebuah sistem kepercayaan 

animistik yang menempatkan keseimbangan antara manusia dan alam 

sebagai inti keberadaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap elemen alam, 

mulai dari pohon, sungai, hewan, hingga batu, memiliki roh yang harus 

dihormati dan menjaga keseimbangannya (Setiawan et al., 2020). Pelanggaran 

terhadap keseimbangan ini diyakini dapat menimbulkan malapetaka bagi 

komunitas. Dalam konteks ini, Sikerei, atau dukun tradisional, memainkan 

peran sentral sebagai penjaga pengetahuan ekologis dan spiritual. Mereka 

adalah perantara antara dunia manusia dan roh alam, bertanggung jawab 

untuk melakukan ritual, menyembuhkan penyakit, dan memimpin upacara 

adat yang bertujuan untuk menjaga harmoni dengan lingkungan. Pengetahuan 

Sikerei tentang flora, fauna, dan siklus alam sangat mendalam, 

memungkinkan mereka membimbing masyarakat dalam praktik-praktik 

subsisten yang berkelanjutan, seperti berburu, meramu, dan bertani, yang 

tidak merusak ekosistem. 

Sebagai pelengkap analisis ini, ditelaah pula Kasepuhan Ciptagelar di 

perbatasan Jawa Barat/Banten yang berfokus pada sistem lumbung padi (leuit) 

dan ketahanan pangan. Kasepuhan Ciptagelar, sebuah komunitas adat di 

perbatasan Jawa Barat dan Banten, dikenal karena sistem ketahanan pangan 

yang unik, berpusat pada leuit atau lumbung padi tradisional. Masyarakat ini 

memegang teguh prinsip bahwa padi adalah karunia dari Dewi Sri yang harus 

dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan (Ramadhan & Kartodihardjo, 2019). 

Setiap keluarga memiliki leuit pribadi, dan hasil panen disimpan di sana untuk 

konsumsi sepanjang tahun, dengan cadangan yang cukup untuk beberapa 

tahun ke depan. Keterbatasan teknologi modern dalam pertanian dan 

penyimpanan, seperti tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida dan 

mengandalkan metode penyimpanan alami di leuit, secara paradoks justru 

menciptakan ketahanan ekologi yang tinggi. Tanpa intervensi kimia, tanah 

tetap subur secara alami, keanekaragaman hayati terjaga, dan praktik 

pertanian mereka menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Sistem ini 

tidak hanya menjamin ketersediaan pangan tetapi juga meminimalisir jejak 

ekologis, menunjukkan bahwa kesederhanaan teknologi dapat menjadi 

fondasi bagi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan komunitas. 
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Selain keunikan sistem ekologis di berbagai daerah, perlu dicermati pula 

adanya Tantangan Hukum dan Konflik Komunal, terutama mengenai benturan 

antara Hukum Adat dan Hukum Negara terkait kepemilikan serta pengelolaan 

Sumber Daya Alam (SDA). Konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam 

kepemilikan serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan isu 

krusial yang kerap dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Hukum negara, 

yang seringkali berorientasi pada eksploitasi sumber daya untuk 

pembangunan ekonomi, seringkali mengabaikan atau bahkan bertentangan 

dengan prinsip-prinsip pengelolaan SDA berkelanjutan yang dipegang teguh 

oleh hukum adat (Bachri & Widjajanti, 2018). Perbedaan fundamental dalam 

paradigma ini sering memicu konflik agraria, di mana hak-hak ulayat 

masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka terancam oleh konsesi-konsesi 

besar untuk pertambangan, perkebunan, atau kehutanan skala industri yang 

dikeluarkan oleh negara. Masyarakat adat, dengan pengetahuan lokal mereka 

yang mendalam, melihat SDA sebagai bagian integral dari identitas budaya 

dan spiritual mereka, bukan sekadar komoditas ekonomi. Ketidakjelasan 

pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah 

adatnya sering menjadi pangkal konflik ini, menyebabkan marginalisasi dan 

kerugian bagi komunitas adat. 

Dalam konteks ini, ulasan mengenai peran Putusan MK 35/2012 tentang 

Hutan Adat menjadi sangat relevan untuk melihat implikasinya terhadap hak 

Masyarakat Hukum Adat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/2012 

tentang Hutan Adat menjadi tonggak sejarah penting. Putusan ini menegaskan 

bahwa "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat 

hukum adat," dan bukan lagi "hutan negara." Implikasi dari putusan ini sangat 

signifikan, karena secara eksplisit memisahkan hutan adat dari kategori hutan 

negara, sehingga mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat untuk 

mengelola dan memanfaatkan hutan mereka sesuai dengan hukum adat 

mereka (Suryana & Santoso, 2014). Putusan ini memberikan dasar hukum yang 

kuat bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan pengakuan dan 

perlindungan atas wilayah adat mereka, serta praktik-praktik konservasi 

tradisional yang telah mereka jalankan selama berabad-abad. Meskipun 

demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, termasuk 

proses identifikasi dan penetapan wilayah adat yang lambat, serta resistensi 

dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. 

Sebagai langkah strategis ke depan, dikembangkan sebuah Model 

Replikasi melalui analisis mengenai apakah dan bagaimana sistem konservasi 
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unik ini dapat direplikasi atau diadaptasi oleh komunitas lain di luar wilayah 

adat mereka, dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya. Meskipun 

sistem konservasi yang dipraktikkan oleh masyarakat adat seperti Baduy, 

Mentawai, dan Kasepuhan Ciptagelar terbukti efektif dalam menjaga 

keberlanjutan ekologi, replikasi langsung model-model ini oleh komunitas di 

luar wilayah adat mereka sangat kompleks dan memerlukan adaptasi yang 

cermat. Inti dari sistem konservasi adat adalah keterikatan yang mendalam 

antara masyarakat dan lingkungannya, yang terbentuk melalui filosofi hidup, 

nilai-nilai budaya, dan sistem kepercayaan spiritual yang khas (Iskandar & 

Iskandar, 2017). Faktor-faktor ini tidak dapat begitu saja dipindahkan ke 

komunitas lain yang memiliki latar belakang sosial-budaya yang berbeda. 

Misalnya, konsep Pikukuh Baduy atau Arat Sabulungan Mentawai berakar 

pada kosmologi dan sejarah lokal yang unik, sehingga tidak mudah untuk 

diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang mungkin memiliki 

pandangan dunia yang lebih sekuler atau individualistis. 

Namun, bukan berarti tidak ada pelajaran berharga yang dapat diadaptasi. 

Prinsip-prinsip dasar yang mendasari keberhasilan konservasi adat, seperti 

kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi komunitas yang 

kuat, dan pengakuan terhadap batas-batas daya dukung alam, dapat menjadi 

inspirasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai lokal 

yang setara atau mengembangkan narasi baru yang relevan dengan konteks 

sosial-budaya komunitas tersebut untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, konsep zonasi konservasi 

Baduy dapat diadaptasi menjadi model pengelolaan kawasan lindung yang 

melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Demikian pula, prinsip 

ketahanan pangan Kasepuhan Ciptagelar dapat mendorong pengembangan 

sistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan. Kuncinya adalah tidak meniru 

bentuk luarnya, melainkan memahami dan menginternalisasi semangat serta 

prinsip-prinsip inti dari kearifan lokal tersebut, sembari menyesuaikannya 

dengan kondisi dan kebutuhan spesifik komunitas yang mengadopsi. 

 

Kesimpulan 

Kearifan ekologis lokal, yang terwujud dalam berbagai praktik pengelolaan 

sumber daya alam seperti Sistem Hutan Adat, Subak, dan Sasi Laut, serta 

nilai-nilai sosial seperti Gotong Royong dan filosofi "cukup," menunjukkan 

pemahaman mendalam masyarakat adat tentang interaksi harmonis antara 

manusia dan lingkungannya. Sistem-sistem ini tidak hanya efektif dalam 



 

 

97 

menjaga kelestarian hutan, air, dan laut, tetapi juga secara intrinsik selaras 

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global, berkontribusi pada 

ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, dan kemitraan 

komunitas. Mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah 

modern dan kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah esensial 

untuk menciptakan solusi yang lebih holistik, adaptif, dan berkeadilan dalam 

menghadapi tantangan lingkungan dan sosial kontemporer. Pengakuan, 

revitalisasi, dan adaptasi praktik-praktik tradisional ini akan menjadi kunci 

untuk membangun masa depan yang lebih lestari dan berdaya tahan bagi 

semua.
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BAB 7 
PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (CBT) 

 

 

Pendahuluan 

Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) adalah pendekatan pengembangan 

pariwisata yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Filosofi ini berakar 

pada prinsip pemberdayaan, keberlanjutan, dan distribusi manfaat yang adil, 

sangat berbeda dari model pariwisata massal yang sering didominasi oleh 

kepentingan eksternal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dalam 

konteks globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan, CBT 

hadir sebagai alternatif menjanjikan untuk menciptakan pengalaman wisata 

yang otentik dan bertanggung jawab, sekaligus berkontribusi nyata pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat di destinasi wisata (Manyara & Jones, 

2007). Fokus utama CBT adalah mengembangkan pariwisata yang etis, 

berkelanjutan, dan memberdayakan komunitas, memastikan bahwa 

keuntungan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari 

kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menekankan 

pentingnya pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan 

pengembangan pariwisata, mulai dari identifikasi potensi, perumusan 

kebijakan, hingga implementasi program dan evaluasi dampaknya. Dengan 

demikian, CBT tidak hanya sekadar menawarkan produk wisata, melainkan 

juga membangun kapasitas dan kemandirian komunitas untuk mengelola 

sumber daya mereka secara bijaksana demi masa depan yang lebih baik 

(Scheyvens, 2002). 

Pengembangan pariwisata yang etis dalam kerangka CBT berarti 

menghargai dan melindungi warisan budaya, tradisi, serta nilai-nilai lokal, 

menghindari praktik komodifikasi budaya yang merugikan atau eksploitasi. Hal 

ini sejalan dengan upaya untuk menjaga keaslian destinasi dan memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi wisatawan yang mencari interaksi budaya 

yang mendalam dan saling menghormati. Aspek keberlanjutan menjadi pilar 

penting, mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Secara 

lingkungan, CBT berupaya meminimalkan jejak ekologis pariwisata, 

melestarikan keanekaragaman hayati, dan menjaga kebersihan lingkungan. 

Secara sosial, CBT mendorong inklusivitas, keadilan gender, dan penguatan 

kohesi sosial. Sementara secara ekonomi, CBT berfokus pada penciptaan 
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lapangan kerja lokal, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi ekonomi yang 

berkelanjutan (Goodwin, 2006). 

Pemberdayaan komunitas adalah inti dari CBT, di mana masyarakat lokal 

diberikan kontrol dan kepemilikan atas usaha pariwisata mereka. Ini bukan 

hanya tentang partisipasi pasif, melainkan tentang transfer pengetahuan, 

keterampilan, dan sumber daya yang memungkinkan komunitas untuk 

menjadi agen perubahan dalam pembangunan mereka sendiri. Melalui CBT, 

masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka, merumuskan solusi, 

dan mengambil tindakan kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang 

mereka inginkan. Proses ini seringkali melibatkan pelatihan, peningkatan 

kapasitas manajerial, dan pengembangan jaringan kerja sama dengan 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-

pemerintah. Dengan demikian, CBT tidak hanya menciptakan produk 

pariwisata yang unik, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih tangguh, 

mandiri, dan berdaya (Manyara & Jones, 2007). 

 

A. Konsep dan Prinsip Pengembangan Pariwisata yang Melibatkan 

Masyarakat Lokal 

Pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal adalah 

fondasi utama dari model Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT). Pendekatan 

ini mengakui bahwa keberhasilan dan keberlanjutan pariwisata sangat 

bergantung pada partisipasi aktif, kepemilikan, dan manfaat yang dirasakan 

oleh penduduk setempat. Konsep ini melampaui sekadar konsultasi, 

melainkan mengarah pada pemberdayaan penuh di mana masyarakat 

memiliki suara yang signifikan dalam setiap keputusan dan proses yang 

berkaitan dengan pariwisata di wilayah mereka. Dengan demikian, prinsip-

prinsip yang mendasari pengembangan ini berpusat pada keadilan sosial, 

pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, 

memastikan bahwa pariwisata berfungsi sebagai alat untuk pembangunan 

lokal yang holistik (Scheyvens, 2002). 

Dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, ada tiga aspek 

utama yang perlu diperhatikan. Pertama, memahami definisi dan filosofi 

Community-Based Tourism (CBT) agar masyarakat menyadari perbedaan 

antara CBT dan model Mass Tourism serta prinsip Triple Bottom Line yang 

menjadi landasan keberlanjutan. Kedua, membangun kapasitas komunitas 

agar penduduk lokal memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan pelayanan 

untuk mengelola pariwisata secara profesional dan berkelanjutan. Ketiga, 
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menerapkan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat, memastikan setiap suara didengar, dan keputusan pariwisata 

mencerminkan kepentingan bersama. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut. 

1. Definisi dan Filosofi CBT 

Community-Based Tourism (CBT) dapat didefinisikan sebagai bentuk 

pariwisata di mana masyarakat lokal memiliki kontrol yang signifikan dan 

terlibat aktif dalam pengelolaan serta pengembangan produk pariwisata 

mereka, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi komunitas tersebut 

(Manyara & Jones, 2007). Filosofi inti CBT menekankan pada 

pemberdayaan, keadilan, dan pelestarian, di mana pengalaman otentik 

ditawarkan kepada wisatawan melalui interaksi langsung dengan budaya 

dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini sangat kontras dengan 

Mass Tourism, yang cenderung berorientasi pada volume wisatawan 

tinggi, seringkali dikelola oleh korporasi besar dari luar, dan kurang 

memperhatikan dampak sosial serta lingkungan lokal. Dalam Mass 

Tourism, keputusan seringkali terpusat pada maksimalisasi keuntungan 

finansial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan komunitas atau 

integritas lingkungan (Goodwin, 2006). 

Perbedaan mendasar antara CBT dan Mass Tourism terletak pada 

kepemilikan, kontrol, dan distribusi manfaat. Pada Mass Tourism, 

infrastruktur dan layanan pariwisata seringkali dimiliki dan dioperasikan 

oleh pihak luar, sehingga sebagian besar keuntungan mengalir keluar dari 

komunitas lokal. Dampak negatif yang sering muncul meliputi kerusakan 

lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkontrol, erosi budaya 

karena komodifikasi yang berlebihan, serta ketidakadilan sosial karena 

masyarakat lokal hanya menjadi pekerja bergaji rendah tanpa memiliki 

suara dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, CBT berupaya 

meminimalkan dampak negatif ini dengan memastikan bahwa 

pendapatan pariwisata tetap berputar di dalam komunitas, menciptakan 

lapangan kerja yang bermartabat, dan memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk melestarikan serta mempromosikan budaya mereka 

dengan cara yang otentik dan bermartabat (Scheyvens, 2002). 

Prinsip Triple Bottom Line (TBL) – People, Planet, Profit – merupakan 

kerangka kerja yang sangat relevan dalam konteks CBT, berfungsi sebagai 

panduan untuk mencapai keberlanjutan holistik. Aspek "People" dalam 

TBL menekankan pada keadilan sosial, pemberdayaan komunitas, dan 
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peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal melalui partisipasi aktif, 

pendidikan, dan distribusi manfaat yang merata. "Planet" merujuk pada 

tanggung jawab lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam, 

perlindungan ekosistem, dan pengurangan dampak negatif pariwisata 

terhadap lingkungan. Sementara itu, "Profit" tidak hanya mengacu pada 

keuntungan finansial semata, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi 

yang memungkinkan komunitas untuk mandiri dan terus berinvestasi 

dalam pembangunan mereka. Dalam CBT, ketiga pilar ini saling terkait dan 

harus berjalan seimbang, memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak 

dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan sosial atau kelestarian 

lingkungan (Elkington, 1997; Stronza, 2007). 

Manfaat yang dihasilkan dari penerapan CBT sangat beragam, tidak 

hanya bagi komunitas tetapi juga bagi wisatawan. Bagi komunitas, CBT 

mendorong revitalisasi budaya lokal, memperkuat ikatan sosial, dan 

membangun kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha. 

Wisatawan, di sisi lain, mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam 

dan bermakna, jauh dari hiruk pikuk destinasi massal. Mereka memiliki 

kesempatan untuk belajar langsung tentang tradisi, kerajinan tangan, dan 

gaya hidup lokal, seringkali melalui homestay atau partisipasi dalam 

kegiatan sehari-hari masyarakat. Pengalaman otentik semacam ini 

menciptakan koneksi yang lebih pribadi dan meninggalkan kesan yang 

lebih mendalam, mendorong pemahaman lintas budaya dan apresiasi 

terhadap keanekaragaman dunia. 

Dengan demikian, Community-Based Tourism menawarkan model 

pembangunan pariwisata yang lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan 

dengan Mass Tourism. Dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai 

pusat pengelolaan dan penerima manfaat utama, CBT tidak hanya 

menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga memberdayakan 

individu dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dalam 

pembangunan mereka sendiri. Implementasi prinsip Triple Bottom Line 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keadilan sosial 

dan perlindungan lingkungan, menciptakan masa depan pariwisata yang 

lebih bertanggung jawab dan berdaya tahan. 

2. Kapasitas Komunitas 

Membangun kapasitas komunitas merupakan prasyarat fundamental 

bagi keberhasilan implementasi Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT). 

Kapasitas ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga aspek 
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sosial, manajerial, dan kelembagaan yang memungkinkan komunitas 

untuk secara efektif mengelola dan mengembangkan inisiatif pariwisata 

mereka sendiri. Prasyarat utamanya meliputi adanya kepemimpinan lokal 

yang kuat dan visioner, kohesi sosial yang tinggi di antara anggota 

komunitas, serta kesediaan untuk belajar dan beradaptasi. Tanpa fondasi 

ini, upaya pembangunan kapasitas yang lebih spesifik, seperti pelatihan 

teknis, mungkin tidak akan memberikan hasil yang optimal karena 

kurangnya dukungan internal dan komitmen kolektif (Manyara & Jones, 

2007). Selain itu, pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah serta 

pemangku kepentingan eksternal juga sangat penting untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kapasitas komunitas 

secara berkelanjutan. 

Pengembangan kapasitas komunitas dalam CBT harus mencakup 

berbagai bidang, yang paling krusial adalah pelatihan homestay, tata 

kelola keuangan, dan standardisasi pelayanan. Pelatihan homestay 

membekali masyarakat dengan keterampilan dalam menerima tamu, 

manajemen kebersihan, penyediaan makanan lokal, dan komunikasi 

lintas budaya, memastikan pengalaman yang nyaman dan otentik bagi 

wisatawan. Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sangat 

penting agar komunitas dapat mengelola pendapatan pariwisata secara 

efektif, mengalokasikannya untuk investasi kembali, pemeliharaan, atau 

program kesejahteraan sosial. Ini mencakup pelatihan pembukuan 

sederhana, perencanaan anggaran, dan pembentukan mekanisme 

pengawasan keuangan. Sementara itu, standardisasi pelayanan 

memastikan bahwa produk dan layanan pariwisata yang ditawarkan 

memiliki kualitas yang konsisten, meningkatkan kepuasan wisatawan dan 

reputasi destinasi. Ini bisa meliputi standar kebersihan, keamanan, 

keramahan, dan penyampaian informasi yang akurat (Scheyvens, 2002; 

Stronza, 2007). 

Meskipun penting, pembangunan kapasitas komunitas seringkali 

dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan 

sumber daya finansial dan teknis untuk menyelenggarakan pelatihan yang 

komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan lain adalah resistensi 

terhadap perubahan atau kurangnya motivasi dari sebagian anggota 

komunitas, terutama jika mereka belum sepenuhnya memahami manfaat 

jangka panjang dari CBT. Selain itu, dinamika kekuasaan internal 

komunitas, di mana kelompok tertentu mungkin mendominasi proses, 
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dapat menghambat partisipasi yang merata dan adil. Ketergantungan 

pada bantuan eksternal juga bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi 

dengan upaya untuk membangun kemandirian. Oleh karena itu, strategi 

untuk mengatasi tantangan ini harus melibatkan pendekatan partisipatif, 

fasilitasi yang sensitif terhadap budaya, dan penciptaan sistem dukungan 

internal yang kuat untuk memastikan keberlanjutan upaya pembangunan 

kapasitas (Goodwin, 2006). 

3. Perencanaan Partisipatif 

Perencanaan partisipatif merupakan jantung dari Pariwisata Berbasis 

Komunitas (CBT), memastikan bahwa proses pengembangan pariwisata 

mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai seluruh lapisan 

masyarakat lokal, bukan hanya segelintir elit atau tokoh formal seperti 

kepala desa. Metodologi ini berangkat dari keyakinan bahwa mereka yang 

paling terdampak oleh pariwisata adalah pihak yang paling memahami 

konteks lokal dan oleh karena itu harus memiliki suara utama dalam 

menentukan arah pengembangannya (Chambers, 1994). Pendekatan ini 

bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara 

anggota komunitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan komitmen 

mereka terhadap keberlanjutan inisiatif pariwisata. Dengan melibatkan 

berbagai kelompok, termasuk perempuan, pemuda, kelompok minoritas, 

dan kelompok rentan, perencanaan partisipatif dapat menghasilkan solusi 

yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Scheyvens, 2002). 

Implementasi perencanaan partisipatif memerlukan serangkaian 

metodologi yang dirancang untuk memfasilitasi dialog dan pengambilan 

keputusan kolektif. Metode yang efektif meliputi lokakarya partisipatif 

(participatory workshops) di mana anggota komunitas dapat berbagi ide, 

kekhawatiran, dan visi mereka untuk masa depan pariwisata. Focus Group 

Discussions (FGDs) dapat digunakan untuk menggali pandangan 

mendalam dari kelompok-kelompok spesifik. Pemetaan partisipatif 

(participatory mapping) memungkinkan komunitas untuk mengidentifikasi 

aset, potensi, serta area sensitif dalam wilayah mereka. Selain itu, survei 

rumah tangga dan wawancara mendalam dapat melengkapi data yang 

dikumpulkan, memastikan bahwa suara-suara yang mungkin tidak 

terwakili dalam pertemuan besar tetap didengar. Penting juga untuk 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan format yang aksesibel 

agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna 

(Pretty, 1995). 
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Manfaat dari perencanaan partisipatif sangat beragam. Pertama, ini 

meningkatkan legitimasi dan akseptabilitas rencana pariwisata karena 

didasarkan pada konsensus komunitas. Kedua, ini mendorong inovasi dan 

kreativitas karena berbagai perspektif dan pengetahuan lokal 

diintegrasikan ke dalam proses perencanaan. Ketiga, ini membangun 

kapasitas komunitas dalam analisis masalah, pengambilan keputusan, 

dan resolusi konflik, yang merupakan keterampilan penting untuk 

pembangunan jangka panjang. Namun, perencanaan partisipatif juga 

memiliki tantangan, seperti potensi konflik kepentingan antar kelompok, 

waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus, dan risiko dominasi 

oleh kelompok yang lebih vokal. Oleh karena itu, fasilitator yang terampil 

dan netral sangat dibutuhkan untuk mengelola dinamika kelompok, 

memastikan semua suara didengar, dan mengarahkan proses menuju 

hasil yang konstruktif dan inklusif (Goodwin, 2006). 

 

B. Mempromosikan Destinasi Wisata yang Memiliki Nilai Budaya Tinggi 

Promosi destinasi wisata yang kaya akan nilai budaya memerlukan 

pendekatan yang cermat dan etis. Destinasi semacam ini seringkali menjadi 

daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman mendalam dan 

interaksi otentik dengan warisan lokal. Namun, promosi yang tidak tepat dapat 

berujung pada komodifikasi budaya (cultural commodification) atau bahkan 

eksploitasi, di mana elemen-elemen budaya diubah menjadi produk semata 

demi keuntungan ekonomi, kehilangan makna aslinya, dan berpotensi 

merugikan komunitas pemilik budaya (Cohen, 1988). Oleh karena itu, strategi 

promosi harus dirancang untuk menghormati integritas budaya, 

memberdayakan masyarakat lokal sebagai penjaga warisan mereka, dan 

mengedukasi wisatawan tentang pentingnya apresiasi budaya yang 

bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah untuk menarik wisatawan yang 

menghargai keaslian dan bersedia berinteraksi secara hormat, bukan sekadar 

konsumen yang mencari hiburan dangkal. 

Dalam konteks tersebut, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan 

untuk mempromosikan destinasi budaya secara bertanggung jawab, efektif, 

dan berkelanjutan: strategi pemasaran etis, pemanfaatan platform digital, 

serta prioritas pada kualitas pengalaman wisata daripada kuantitas 

pengunjung. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut. 
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1. Strategi Pemasaran Etis 

Strategi pemasaran etis dalam konteks pariwisata budaya adalah 

krusial untuk menghindari komodifikasi dan eksploitasi. Komodifikasi 

budaya terjadi ketika praktik, objek, atau ritual budaya diubah menjadi 

barang dagangan yang kehilangan makna spiritual atau sosial aslinya, 

seringkali disederhanakan atau dipalsukan untuk konsumsi wisatawan 

(MacCannell, 1976). Pemasaran etis berupaya mengatasi ini dengan 

menempatkan nilai-nilai budaya dan kesejahteraan komunitas sebagai inti 

dari pesan promosi. Ini berarti menyoroti keaslian, keunikan, dan makna 

mendalam dari warisan budaya, bukan hanya daya tarik visualnya. 

Pendekatan ini juga melibatkan transparansi tentang bagaimana 

pendapatan pariwisata akan memberi manfaat bagi komunitas dan 

bagaimana wisatawan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya. 

Tujuannya adalah untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman 

yang bermakna dan transformatif, bukan hanya hiburan pasif (Smith & 

Robinson, 2006). 

Fokus pada storytelling yang otentik adalah strategi pemasaran etis 

yang paling efektif untuk destinasi budaya. Storytelling otentik berarti 

narasi yang berasal langsung dari komunitas lokal, mencerminkan 

perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai mereka sendiri. Ini melibatkan 

penceritaan kisah-kisah yang jujur tentang sejarah, tradisi, kehidupan 

sehari-hari, dan tantangan yang dihadapi komunitas, bukan narasi yang 

dibuat-buat atau disederhanakan untuk daya tarik pasar. Melalui 

storytelling, wisatawan dapat terhubung secara emosional dengan 

destinasi dan masyarakatnya, memahami konteks budaya yang lebih luas, 

dan mengembangkan apresiasi yang lebih dalam. Media yang digunakan 

bisa beragam, mulai dari panduan lokal yang berpengetahuan, 

pertunjukan seni tradisional, hingga platform digital yang menampilkan 

video dan testimoni dari anggota komunitas (Richards, 2011). Pendekatan 

ini memungkinkan komunitas untuk memiliki kontrol atas representasi 

budaya mereka dan mencegah distorsi atau stereotip yang merugikan. 

Untuk menghindari eksploitasi dan memastikan storytelling yang 

otentik, penting untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam proses 

penciptaan konten pemasaran. Ini bisa berarti melatih anggota komunitas 

sebagai pemandu wisata, fotografer, atau pembuat film dokumenter yang 

dapat menceritakan kisah mereka sendiri. Selain itu, pemasaran harus 

menekankan pada interaksi yang saling menghormati, mengedukasi 
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wisatawan tentang etiket lokal, dan mempromosikan pembelian produk 

kerajinan tangan lokal secara adil. Penting juga untuk menghindari 

penggunaan citra atau simbol budaya yang sensitif tanpa persetujuan dan 

pemahaman penuh dari komunitas. Dengan demikian, pemasaran etis 

bukan hanya tentang menjual destinasi, tetapi juga tentang membangun 

jembatan pemahaman antarbudaya, mendukung pelestarian warisan, dan 

memberdayakan komunitas untuk menjadi duta budaya mereka sendiri 

(Jamal & Stronza, 2009). 

2. Digital Marketing 

Pemanfaatan platform digital telah menjadi tulang punggung strategi 

pemasaran destinasi wisata di era modern, termasuk untuk Desa Wisata 

Budaya. Platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok tidak 

hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sarana 

interaksi langsung dengan calon wisatawan. Melalui unggahan foto dan 

video berkualitas tinggi, desa wisata dapat menampilkan keunikan 

budaya, keindahan alam, serta aktivitas otentik yang ditawarkan, 

menciptakan daya tarik visual yang kuat. Kemudahan akses informasi dan 

kemampuan berbagi pengalaman secara instan oleh wisatawan juga turut 

mempercepat penyebaran informasi, menjadikan platform ini alat yang 

sangat efektif untuk membangun kesadaran merek dan menarik 

kunjungan. Kehadiran fitur-fitur seperti live streaming dan stories 

memungkinkan desa wisata untuk menghadirkan pengalaman real-time, 

memberikan gambaran yang lebih hidup dan personal kepada audiens 

global (Kotler & Keller, 2016). 

Peran influencer, baik mikro maupun makro, dalam ekosistem digital 

marketing desa wisata budaya tidak dapat diremehkan. Influencer 

memiliki audiens setia yang mempercayai rekomendasi mereka, sehingga 

endorsement dari mereka dapat menghasilkan dampak yang signifikan 

terhadap keputusan perjalanan. Dengan memilih influencer yang memiliki 

keselarasan nilai dengan esensi budaya desa, promosi yang dilakukan 

akan terasa lebih otentik dan relevan. Influencer dapat mengemas 

pengalaman kunjungan ke desa wisata menjadi narasi yang menarik, 

menyoroti aspek-aspek budaya yang mendalam, interaksi dengan 

masyarakat lokal, hingga keunikan kuliner dan kerajinan tangan. 

Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan visibilitas, tetapi juga 

membangun citra positif desa sebagai destinasi yang kaya akan 
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pengalaman budaya yang mendalam dan berkesan (Mangold & Faulds, 

2009). 

Inovasi teknologi seperti virtual tour menawarkan dimensi baru dalam 

promosi Desa Wisata Budaya, memungkinkan calon wisatawan untuk 

"mengunjungi" destinasi dari mana saja sebelum benar-benar datang. 

Virtual tour 360 derajat atau video interaktif dapat menampilkan detail 

arsitektur tradisional, prosesi adat, atau pemandangan alam yang 

memukau, memberikan pengalaman imersif yang membangkitkan rasa 

ingin tahu. Fitur ini sangat berguna untuk menjangkau pasar internasional 

yang mungkin memiliki keterbatasan geografis atau waktu. Dengan 

menyajikan cuplikan otentik dari kehidupan desa dan warisan budayanya, 

virtual tour tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai 

edukasi awal yang dapat meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap 

budaya lokal. Penggunaan teknologi ini menunjukkan bahwa desa wisata 

budaya siap beradaptasi dengan tren digital untuk menarik lebih banyak 

pengunjung yang menghargai kedalaman budaya (Gretzel et al., 2011). 

Pemanfaatan platform digital juga memungkinkan Desa Wisata 

Budaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data berharga mengenai 

perilaku dan preferensi wisatawan. Melalui fitur analitik yang tersedia di 

berbagai platform, desa dapat memahami demografi pengunjung, minat 

mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan konten promosi. 

Informasi ini krusial untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih 

personal dan tertarget, memastikan bahwa pesan yang disampaikan 

relevan dengan segmen pasar yang ingin dicapai. Dengan demikian, desa 

wisata dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, menyesuaikan 

penawaran produk, dan bahkan mengembangkan paket wisata baru yang 

sesuai dengan permintaan pasar. Pendekatan berbasis data ini tidak 

hanya meningkatkan efisiensi kampanye promosi, tetapi juga membantu 

desa wisata dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat untuk 

pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. 

Terakhir, platform digital memegang peranan vital dalam membangun 

komunitas dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata 

Budaya. Melalui media sosial, desa dapat secara aktif melibatkan 

wisatawan dalam upaya pelestarian budaya dan lingkungan, misalnya 

dengan mengkampanyekan praktik perjalanan yang bertanggung jawab 

atau mempromosikan produk-produk kerajinan lokal. Platform ini juga 

memfasilitasi interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal, 
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memperkuat ikatan emosional dan memberikan pengalaman yang lebih 

mendalam. Selain itu, fitur ulasan dan rating memungkinkan wisatawan 

untuk berbagi pengalaman mereka, membangun reputasi positif desa, dan 

menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, platform digital tidak 

hanya berfungsi sebagai corong promosi, tetapi juga sebagai ekosistem 

yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian warisan 

budaya, dan pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. 

3. Kualitas vs. Kuantitas 

Destinasi budaya tinggi, khususnya desa wisata yang kaya akan 

warisan tradisi dan kearifan lokal, memiliki karakteristik yang menuntut 

pendekatan pemasaran dan pengelolaan yang berbeda secara 

fundamental dibandingkan destinasi wisata massal. Prioritas utama 

dalam pengembangan dan operasionalisasinya haruslah menjaga 

integritas budaya serta keaslian pengalaman yang ditawarkan, bukan 

semata-mata mengejar volume kunjungan. Kualitas pengalaman 

wisatawan menjadi esensial, di mana setiap pengunjung diharapkan dapat 

merasakan koneksi yang mendalam dengan budaya lokal, memperoleh 

pemahaman tentang tradisi, dan terlibat dalam interaksi yang bermakna 

dengan masyarakat setempat. Pendekatan ini krusial untuk memastikan 

bahwa daya tarik inti desa, yaitu budayanya, tidak terkikis oleh 

komersialisasi yang berlebihan atau keramaian yang dapat mengganggu 

ketenangan dan kekhidmatan situs-situs budaya yang ada (Richards, 

2018). 

Konsep "low-volume, high-yield" muncul sebagai strategi yang sangat 

relevan dan efektif untuk destinasi budaya tinggi. Pendekatan ini berfokus 

pada penarikan segmen wisatawan yang bersedia menginvestasikan lebih 

banyak untuk pengalaman yang lebih eksklusif, otentik, dan bertanggung 

jawab. Wisatawan dalam kategori ini umumnya memiliki tingkat 

pendidikan dan apresiasi budaya yang lebih tinggi, serta menunjukkan 

kepedulian yang lebih besar terhadap dampak sosial dan lingkungan dari 

perjalanan mereka. Dengan secara strategis membatasi jumlah 

pengunjung, desa wisata dapat secara efektif menjaga kapasitas dukung 

lingkungan dan sosialnya, mencegah degradasi situs-situs budaya, dan 

mengurangi tekanan yang tidak perlu pada infrastruktur lokal yang 

seringkali terbatas. 
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Lebih lanjut, manfaat finansial dari strategi "low-volume, high-yield" 

sangat signifikan. Pendapatan yang lebih tinggi yang dihasilkan dari jumlah 

wisatawan yang lebih sedikit memungkinkan desa untuk mengalokasikan 

kembali keuntungan tersebut. Dana ini dapat diinvestasikan kembali ke 

dalam berbagai inisiatif pelestarian budaya, peningkatan kualitas layanan 

dan fasilitas wisata, serta program pemberdayaan masyarakat lokal. Hal 

ini menciptakan sebuah siklus keberlanjutan yang positif, di mana 

keberlanjutan ekonomi secara langsung mendukung pelestarian dan 

revitalisasi budaya. Dengan demikian, model ini tidak hanya 

menguntungkan secara finansial tetapi juga secara sosial dan budaya, 

memastikan bahwa warisan lokal tetap terjaga dan berkembang (Butler, 

1980). 

Implementasi strategi "low-volume, high-yield" tentu saja tidak lepas 

dari berbagai tantangan, namun potensi manfaat jangka panjangnya jauh 

melampaui kesulitan yang ada, terutama dalam konteks keberlanjutan 

desa wisata budaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana 

mengkomunikasikan nilai eksklusivitas dan otentisitas pengalaman 

kepada target pasar yang tepat tanpa menciptakan persepsi elitisme. Oleh 

karena itu, strategi komunikasi harus dirancang dengan cermat, dengan 

penekanan kuat pada narasi budaya yang kaya, pengalaman personal 

yang tak terlupakan, dan kontribusi nyata wisatawan terhadap upaya 

pelestarian warisan lokal. 

Selain aspek komunikasi, manajemen destinasi yang cermat juga 

merupakan kunci keberhasilan. Ini mencakup pengembangan sistem 

reservasi yang terkontrol untuk mengatur arus pengunjung, pelatihan 

pemandu lokal yang kompeten dan berpengetahuan luas, serta 

penciptaan produk wisata yang memiliki nilai tambah tinggi dan sesuai 

dengan karakteristik budaya setempat. Melalui pendekatan holistik ini, 

desa wisata dapat memastikan bahwa setiap kunjungan tidak hanya 

memberikan pengalaman yang mendalam bagi wisatawan, tetapi juga 

menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal, 

sehingga budaya tetap hidup, lestari, dan terus berkembang untuk 

generasi mendatang (Jamal & Getz, 1995). 

 

C. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pengembangan Desa Wisata Budaya 

Pengembangan desa wisata budaya merupakan salah satu strategi 

pembangunan daerah yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi lokal, 
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baik dari segi alam maupun warisan budaya, guna menarik wisatawan. Inisiatif 

ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 

tetapi juga membawa implikasi sosial yang signifikan. Analisis terhadap 

dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan desa wisata budaya 

memerlukan pendekatan komprehensif untuk memahami dinamika 

perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara 

cermat baik dampak positif maupun negatif yang mungkin timbul dari 

implementasi strategi ini. Sebagai bagian dari analisis komprehensif tersebut, 

kajian ini akan terlebih dahulu memfokuskan pada berbagai berikut. 

1. Analisis Dampak Ekonomi 

Pengembangan Desa Wisata Budaya secara signifikan berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai saluran, salah satunya 

adalah distribusi pendapatan yang lebih merata di antara masyarakat. 

Ketika wisatawan berkunjung, uang yang mereka belanjakan untuk 

akomodasi, makanan, transportasi lokal, cinderamata, dan jasa pemandu 

langsung mengalir ke kantong-kantong pelaku usaha kecil dan menengah 

(UKM) di desa. Misalnya, dari total pendapatan wisata sebesar Rp 500 juta 

per bulan di Desa Wisata "Puri Lestari", sekitar 30% (Rp 150 juta) 

dialokasikan untuk penginapan homestay milik warga, 25% (Rp 125 juta) 

untuk kuliner lokal dan warung makan, 20% (Rp 100 juta) untuk pembelian 

hasil kerajinan tangan, dan sisanya untuk jasa transportasi serta pemandu 

wisata. Aliran dana ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya 

dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar luas di seluruh lapisan 

masyarakat desa (Tosun, 2001). 

Selain distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja merupakan 

dampak ekonomi krusial lainnya dari desa wisata. Berbagai posisi 

pekerjaan baru muncul, mulai dari pengelola homestay, juru masak, 

pemandu wisata, seniman pertunjukan, pengrajin, hingga penyedia jasa 

kebersihan dan keamanan. Di Desa Wisata Puri Lestari, pengembangan 

pariwisata telah menciptakan setidaknya 50 lapangan kerja langsung dan 

80 lapangan kerja tidak langsung dalam tiga tahun terakhir. Hal ini tidak 

hanya mengurangi angka pengangguran tetapi juga memberikan peluang 

bagi generasi muda untuk tetap tinggal di desa dan berkontribusi pada 

pembangunan lokal, mengurangi urbanisasi. Peningkatan pendapatan 

dan lapangan kerja ini secara kolektif meningkatkan daya beli masyarakat, 

yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain 

di desa, seperti pertanian dan perdagangan (Sharpley & Telfer, 2002). 
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Efek pengganda (multiplier effect) adalah indikator penting untuk 

mengukur sejauh mana investasi awal dalam pariwisata dapat 

menghasilkan pendapatan tambahan di seluruh perekonomian lokal. 

Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh wisatawan tidak hanya memberikan 

pendapatan langsung, tetapi juga memicu serangkaian transaksi ekonomi 

lebih lanjut. Sebagai contoh, ketika seorang pemilik homestay di Desa Puri 

Lestari mendapatkan pendapatan dari wisatawan, ia akan menggunakan 

uang tersebut untuk membeli bahan makanan dari petani lokal, membayar 

upah karyawan, atau membeli bahan bangunan untuk renovasi. Transaksi-

transaksi ini kemudian menciptakan pendapatan bagi petani, karyawan, 

dan pedagang bahan bangunan, yang pada gilirannya akan 

membelanjakan uang mereka lagi. Studi fiktif menunjukkan bahwa setiap 

Rp 1 yang dibelanjakan wisatawan di Desa Puri Lestari menghasilkan Rp 

1.8 dalam aktivitas ekonomi total, menunjukkan dampak ekonomi yang 

substansial dan berkelanjutan (Fletcher et al., 2018). 

2. Dampak Sosial dan Budaya Negatif 

Meskipun pengembangan desa wisata budaya seringkali dijanjikan 

sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal, potensi risiko sosial dan 

budaya negatif yang menyertainya memerlukan perhatian dan 

pengelolaan yang cermat. Salah satu ancaman paling signifikan adalah 

perubahan perilaku masyarakat lokal yang terjadi akibat interaksi intens 

dengan wisatawan. Paparan terhadap nilai-nilai dan kebiasaan asing, 

terutama dari budaya yang berbeda, dapat secara bertahap mengikis 

norma-norma tradisional. Masyarakat mungkin mulai mengadopsi gaya 

hidup yang lebih individualistis, materialistis, atau bahkan kehilangan 

kesopanan dan etika komunikasi tradisional yang selama ini dijunjung 

tinggi, terpengaruh oleh gaya interaksi wisatawan yang lebih bebas. Lebih 

jauh lagi, tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar pariwisata dapat 

mendorong masyarakat untuk mengkomodifikasi atau bahkan 

memodifikasi praktik-praktik budaya otentik demi daya tarik komersial, 

yang pada akhirnya dapat mengaburkan dan mengikis identitas budaya 

asli desa itu sendiri (Smith, 1989). 

Ancaman serius lainnya adalah komersialisasi ritual dan fenomena 

"leaking" budaya. Ritual-ritual adat yang sakral dan memiliki makna 

spiritual mendalam bagi komunitas berisiko direduksi menjadi sekadar 

pertunjukan atau atraksi wisata yang dangkal, tanpa pemahaman esensial 

oleh penonton maupun pelaksana. Hal ini tidak hanya merendahkan nilai 
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sakral dari ritual tersebut tetapi juga dapat memicu ketegangan dan konflik 

internal di antara anggota masyarakat yang memiliki pandangan berbeda 

tentang pelestarian tradisi. Sementara itu, "leaking" budaya merujuk pada 

kebocoran manfaat ekonomi dari pariwisata keluar dari komunitas lokal. 

Ini terjadi ketika sebagian besar pendapatan pariwisata tidak berputar di 

desa, melainkan mengalir ke pihak eksternal melalui pembelian barang 

dan jasa dari luar, penggunaan operator tur non-lokal, atau kepemilikan 

modal asing dalam fasilitas akomodasi dan restoran. Akibatnya, dampak 

positif pariwisata terhadap kesejahteraan ekonomi lokal menjadi tidak 

optimal dan tidak merata (Sharpley, 2009). 

Untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengembangan 

desa wisata budaya, pemberdayaan komunitas lokal menjadi pilar utama. 

Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek aktif, bukan hanya objek 

pariwisata, dengan keterlibatan penuh dalam setiap tahapan 

perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Ini berarti memberikan 

ruang bagi suara-suara lokal, termasuk pemuka adat dan kaum muda, 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan warisan budaya mereka. Pelatihan kapasitas dan peningkatan 

keterampilan bagi masyarakat lokal dalam manajemen pariwisata, 

kewirausahaan, dan pelestarian budaya juga krusial agar mereka dapat 

mengambil peran kepemimpinan dan mendapatkan manfaat ekonomi 

secara langsung, sehingga meminimalkan ketergantungan pada pihak luar 

dan memperkuat otonomi budaya mereka. 

Mengingat kompleksitas tantangan ini, diperlukan strategi 

pengelolaan yang komprehensif dan partisipatif untuk memitigasi dampak 

negatif. Pertama, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada 

masyarakat lokal adalah fundamental, menekankan pentingnya menjaga 

integritas budaya, etika interaksi dengan wisatawan, dan pengembangan 

produk wisata yang berakar pada kearifan lokal. Kedua, penetapan 

batasan dan regulasi yang jelas mengenai komersialisasi ritual sangat 

esensial; misalnya, dengan hanya menampilkan ritual tertentu dalam 

konteks edukatif yang menghormati maknanya, serta melibatkan pemuka 

adat dalam setiap keputusan terkait. Ketiga, untuk mengatasi fenomena 

"leaking", pemerintah desa dan komunitas harus secara proaktif 

memprioritaskan penggunaan produk dan jasa lokal, mendukung Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa, serta mengembangkan 

kemitraan yang adil dengan pihak luar guna memastikan bahwa sebagian 
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besar keuntungan finansial tetap berputar dan memberikan manfaat nyata 

bagi desa (Timothy & Boyd, 2003). 

Secara keseluruhan, pengembangan desa wisata budaya 

menawarkan janji kemajuan, namun hanya jika dilakukan dengan 

kesadaran penuh akan risiko sosial dan budaya yang melekat. 

Keseimbangan antara daya tarik ekonomi dan pelestarian identitas 

budaya adalah kunci utama. Melalui pendekatan yang holistik, yang 

mengintegrasikan pemberdayaan komunitas, regulasi yang bijaksana, 

pendidikan berkelanjutan, dan komitmen terhadap praktik pariwisata yang 

bertanggung jawab, desa wisata budaya dapat berkembang tanpa 

mengorbankan esensi dan integritas budayanya. Hanya dengan demikian, 

pariwisata dapat benar-benar menjadi kekuatan positif yang mendukung 

kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya untuk 

generasi mendatang. 

3. Studi Kasus Desa Wisata Sukses 

Desa Wisata Penglipuran di Bali, Indonesia, merupakan sebuah studi 

kasus yang menonjol dalam pengembangan desa wisata budaya yang 

sukses, diakui secara nasional maupun internasional. Keberhasilan 

Penglipuran berakar pada struktur organisasi yang kuat dan partisipasi 

aktif masyarakatnya. Desa ini dikelola secara adat oleh lembaga 

"Pekraman," yang memegang peran sentral dalam menjaga harmoni 

sosial, melestarikan adat istiadat, dan mengelola seluruh sumber daya 

desa, termasuk sektor pariwisata. Di bawah naungan Pekraman, terdapat 

unit-unit kerja spesifik yang mengurus aspek pariwisata, seperti kelompok 

pengelola homestay, kelompok seni dan budaya, serta kelompok 

kebersihan lingkungan. Struktur ini memastikan bahwa setiap keputusan 

strategis selaras dengan nilai-nilai adat dan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat, menciptakan rasa kepemilikan yang kuat 

terhadap pengembangan desa wisata (Picard, 1996). 

Sumber pendapatan utama Desa Penglipuran berasal dari berbagai 

sektor, termasuk tiket masuk wisatawan, penyewaan homestay, 

penjualan produk kerajinan tangan lokal, dan jasa pemandu wisata. 

Pendapatan yang terkumpul dikelola dengan transparan dan sebagian 

besar dialokasikan kembali untuk kepentingan desa, meliputi 

pemeliharaan fasilitas umum, pendanaan kegiatan adat, dukungan 

pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model distribusi 

pendapatan yang adil ini menjadi salah satu kunci utama keberlanjutan 
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ekonomi desa. Sebagai contoh, sebagian besar keuntungan dari tiket 

masuk dikelola oleh desa untuk kepentingan bersama, sementara 

pendapatan dari homestay dan penjualan kerajinan langsung dinikmati 

oleh keluarga yang terlibat. Diversifikasi sumber pendapatan juga 

memberikan ketahanan ekonomi desa terhadap fluktuasi pasar 

pariwisata, membuktikan bahwa manajemen yang baik dapat menjadikan 

desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal tanpa mengorbankan 

nilai-nilai budaya (Cole, 2007). 

Keaslian budaya Desa Penglipuran menjadi daya tarik utama bagi 

wisatawan. Desa ini berhasil mempertahankan arsitektur tradisional Bali 

yang unik, tata ruang desa yang teratur, serta berbagai upacara dan ritual 

adat yang masih dijalankan secara konsisten. Pengunjung dapat 

merasakan pengalaman budaya yang autentik, jauh dari komersialisasi 

berlebihan, karena masyarakat setempat secara ketat mematuhi aturan 

adat (awig-awig) dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan kelestarian 

lingkungan serta budaya mereka. Komitmen terhadap pelestarian ini tidak 

hanya menarik minat turis, tetapi juga memperkuat identitas dan 

kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka, menjadikan 

Penglipuran sebagai destinasi yang benar-benar hidup dan bernafas 

dengan tradisi. 

Meskipun meraih sukses, Desa Penglipuran juga menghadapi 

berbagai konflik dan tantangan, yang berhasil diselesaikan melalui 

kearifan lokal dan musyawarah mufakat. Salah satu konflik yang sering 

muncul adalah antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian tradisi, 

misalnya dalam pembangunan fasilitas baru atau adaptasi terhadap 

teknologi. Konflik semacam ini biasanya diselesaikan melalui pertemuan 

adat yang melibatkan seluruh kepala keluarga, di mana setiap keputusan 

diambil berdasarkan konsensus dan dengan mempertimbangkan dampak 

jangka panjang terhadap budaya dan lingkungan. Contoh lain adalah 

pengelolaan limbah atau dampak lingkungan dari peningkatan jumlah 

wisatawan, yang diatasi dengan sistem pengelolaan sampah terpadu dan 

penanaman kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dan 

wisatawan. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan 

menyelesaikan konflik secara internal dengan tetap berpegang pada nilai-

nilai adat adalah faktor krusial yang menjaga keberlanjutan dan 

keharmonisan Desa Wisata Penglipuran sebagai destinasi budaya yang 

autentik (Reisinger & Turner, 2003). 
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Secara keseluruhan, Desa Wisata Penglipuran menjadi contoh nyata 

model pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian 

budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. 

Keberhasilannya tidak hanya terletak pada keindahan fisik desa, tetapi 

juga pada kekuatan institusi adat, partisipasi aktif masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil. 

Penglipuran menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang kuat dan 

komitmen terhadap nilai-nilai lokal, sebuah komunitas dapat 

mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara 

ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya dan meningkatkan 

kualitas hidup warganya. Model ini menawarkan pelajaran berharga dan 

dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang berkeinginan untuk 

mengembangkan pariwisata berbasis budaya secara bertanggung jawab 

dan berkelanjutan. 

 

Kesimpulan 

Bab ini menguraikan secara mendalam konsep dan prinsip Pariwisata 

Berbasis Komunitas (CBT), menekankan pentingnya keterlibatan aktif 

masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan ini tidak 

hanya sebatas partisipasi pasif, melainkan mencakup peran aktif dalam 

perencanaan, pengelolaan, dan pembagian manfaat, yang esensial bagi 

keberlanjutan destinasi. Bab ini juga menyoroti strategi promosi destinasi 

wisata yang kaya akan nilai budaya tinggi, sebagai upaya untuk menarik 

wisatawan sekaligus melestarikan warisan lokal. Promosi ini berfokus pada 

keunikan narasi budaya, kearifan lokal, dan pengalaman otentik yang 

ditawarkan, bukan sekadar daya tarik fisik semata, sehingga menarik segmen 

wisatawan yang menghargai kedalaman kultural. Lebih lanjut, dibahas secara 

komprehensif dampak ekonomi dan sosial yang timbul dari pengembangan 

desa wisata budaya, termasuk penciptaan lapangan kerja lokal, diversifikasi 

pendapatan masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 

serta penguatan identitas dan kebanggaan budaya. Aspek sosial mencakup 

peningkatan kapasitas komunitas, revitalisasi tradisi, dan perbaikan 

infrastruktur dasar. Hal ini menunjukkan potensi CBT sebagai instrumen vital 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas budaya 

di suatu wilayah, sekaligus menjamin keberlanjutan ekologis dan sosial.
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BAB 8 
PROYEKSI BUDAYA NUSANTARA DI ERA GLOBAL 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku bangsa, 

dan ratusan bahasa daerah, merupakan sebuah mozaik budaya yang tak 

tertandingi di dunia (Badan Pusat Statistik, 2023). Kekayaan budaya ini 

terwujud dalam beragam bentuk seni pertunjukan, kerajinan tangan, arsitektur 

tradisional, kuliner, filosofi hidup, hingga sistem pengetahuan lokal yang telah 

diwariskan secara turun-temurun selama ribuan tahun. Dari keindahan batik 

yang diakui UNESCO, melodi gamelan yang memukau, hingga keagungan 

candi Borobudur yang menjadi saksi bisu peradaban masa lalu, budaya 

Nusantara adalah sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, di 

tengah arus globalisasi yang semakin deras dan persaingan antarnegara yang 

semakin ketat, potensi budaya Indonesia untuk bersinar di panggung dunia 

masih belum sepenuhnya tergarap. Seringkali, narasi tentang Indonesia di 

kancah global masih didominasi oleh isu-isu ekonomi atau politik, sementara 

kekayaan budayanya belum mendapatkan porsi pengakuan dan apresiasi yang 

sepadan. 

Era globalisasi telah membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi 

setiap negara untuk memproyeksikan identitas dan nilai-nilai budayanya. 

Batas-batas geografis semakin kabur, informasi bergerak dengan kecepatan 

cahaya, dan interaksi antarbudaya menjadi keniscayaan. Dalam konteks ini, 

proyeksi budaya tidak lagi sekadar tentang memperkenalkan kesenian atau 

tradisi, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk membangun citra 

positif, memperkuat hubungan diplomatik, menarik investasi dan pariwisata, 

serta pada akhirnya, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. 

Ini adalah upaya untuk mentransformasi kekayaan lokal menjadi aset global 

yang memiliki daya tawar dan pengaruh (Nye, 2004). 

Tantangan utama dalam proyeksi budaya Nusantara adalah bagaimana 

mengemas dan menyajikan keragaman yang luar biasa ini agar dapat dipahami 

dan diapresiasi oleh audiens global yang heterogen. Diperlukan pendekatan 

yang strategis, inovatif, dan adaptif, yang tidak hanya mengandalkan metode 

konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi terkini dan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan. Lebih dari itu, proyeksi budaya juga harus 

berakar pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai luhur yang 
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terkandung dalam budaya itu sendiri, sehingga pesan yang disampaikan tidak 

hanya menarik secara estetika, tetapi juga memiliki makna dan relevansi 

universal. 

Bab ini hadir untuk merumuskan strategi ke depan dalam 

memproyeksikan budaya Nusantara di era global. Fokus utama adalah 

mengidentifikasi jalur-jalur strategis, dari diplomasi hingga pemanfaatan 

teknologi, yang dapat membangun kebanggaan kolektif bangsa sekaligus 

meningkatkan pengaruh Indonesia di kancah internasional. Pembahasan akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, kita akan mengeksplorasi strategi 

diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional, menganalisis bagaimana 

konsep soft power dapat diterapkan melalui budaya, peran krusial diaspora, 

dan bagaimana kerja sama dengan UNESCO dapat dimanfaatkan untuk 

konservasi dan promosi warisan budaya. Kedua, bab ini akan mengulas 

pemanfaatan teknologi digital, seperti Metaverse dan Non-Fungible Token 

(NFT), sebagai sarana inovatif untuk memperkenalkan budaya. Bagian ini akan 

membahas konsep digital heritage, potensi AR/VR untuk pengalaman 

interaktif, dan bagaimana NFT dapat menjadi alat monetisasi sekaligus 

pelindung kekayaan intelektual, diiringi dengan diskusi tentang tantangan 

etika digital. Ketiga, bab ini akan memberikan rekomendasi aksi nyata untuk 

membangun kebanggaan terhadap warisan lokal, mencakup usulan 

perubahan kebijakan pendidikan, peran sektor swasta, dan seruan aksi 

komunal bagi individu dan komunitas untuk mempraktikkan kearifan lokal 

dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, 

diharapkan Indonesia dapat secara efektif memproyeksikan budayanya, tidak 

hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai kontribusi berharga bagi 

peradaban dunia. 

 

A. Strategi Diplomasi Budaya Indonesia di Tingkat Internasional 

Diplomasi budaya telah menjadi instrumen penting dalam hubungan 

internasional modern. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang berfokus 

pada kekuatan militer atau ekonomi, diplomasi budaya memanfaatkan daya 

tarik dan pengaruh budaya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (Nye, 

2004). Bagi Indonesia, dengan kekayaan budayanya yang melimpah, diplomasi 

budaya menawarkan jalur strategis untuk meningkatkan citra bangsa, 

membangun saling pengertian, dan memperkuat posisi di panggung global. 

Bagian ini akan mengulas konsep soft power, peran diaspora, dan kerja sama 

UNESCO sebagai pilar utama strategi diplomasi budaya Indonesia. 
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Soft power, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Joseph Nye Jr., 

mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mendapatkan apa yang 

diinginkannya melalui daya tarik dan persuasi, bukan melalui paksaan atau 

pembayaran (Nye, 1990). Sumber utama soft power berasal dari budaya, nilai-

nilai politik, dan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks budaya, 

soft power adalah kemampuan untuk menarik dan menginspirasi orang lain 

melalui daya tarik universal dari seni, tradisi, gaya hidup, dan inovasi kultural. 

Bagi Indonesia, kekayaan budayanya merupakan reservoir soft power yang 

sangat besar, yang jika dikelola dengan strategis, dapat menjadi alat diplomasi 

yang ampuh di berbagai forum internasional. 

Budaya Indonesia memiliki karakteristik unik yang membuatnya sangat 

potensial sebagai alat soft power. Pertama, Batik. Sebagai warisan budaya tak 

benda UNESCO, Batik bukan hanya selembar kain, melainkan narasi panjang 

tentang filosofi, sejarah, dan seni. Proses pembuatannya yang rumit, motifnya 

yang sarat makna, serta nilai estetikanya yang tinggi membuatnya menjadi 

duta budaya yang elegan. Di forum-forum seperti G20 atau ASEAN, Batik dapat 

digunakan sebagai simbol identitas nasional yang kuat. Para delegasi 

Indonesia yang mengenakan Batik dalam pertemuan resmi tidak hanya 

menampilkan keindahan visual, tetapi juga membawa pesan tentang keahlian, 

tradisi, dan keberagaman Indonesia. Lebih jauh, Batik dapat dijadikan hadiah 

diplomatik yang bermakna, pameran budaya di sela-sela konferensi, atau 

bahkan sebagai bagian dari dress code dalam acara-acara khusus yang 

diselenggarakan oleh Indonesia. Penggunaan Batik secara strategis dapat 

memicu rasa ingin tahu dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, membuka 

jalan bagi dialog antarbudaya yang lebih dalam (Smith, 2018). 

Kedua, Gamelan. Musik Gamelan, dengan orkestrasi alat musik perkusi 

tradisional Jawa dan Bali, menciptakan melodi yang kompleks, meditatif, dan 

harmonis. Gamelan tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga telah menjadi 

subjek studi dan apresiasi di berbagai universitas dan pusat seni di seluruh 

dunia. Keunikan Gamelan terletak pada sifat komunalnya, di mana setiap 

instrumen memiliki peran penting namun tidak ada satu pun yang 

mendominasi, mencerminkan filosofi kebersamaan dan harmoni yang relevan 

secara universal. Di forum PBB, misalnya, pertunjukan Gamelan dapat 

menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perdamaian, kerja sama, dan 

saling pengertian antar bangsa. Workshop Gamelan untuk delegasi 

internasional dapat menjadi pengalaman interaktif yang mendalam, 

memungkinkan mereka merasakan langsung kekayaan spiritual dan filosofis 
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yang terkandung dalam musik tersebut. Kehadiran Gamelan di panggung 

internasional tidak hanya mempromosikan seni musik Indonesia, tetapi juga 

memproyeksikan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni yang relevan dalam 

upaya penyelesaian konflik global (Jones, 2015). 

Ketiga, Masakan Indonesia. Kuliner adalah bahasa universal yang dapat 

menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Dengan kekayaan rempah-

rempah dan variasi hidangan dari Sabang sampai Merauke, masakan 

Indonesia memiliki daya tarik yang kuat. Rendang, Nasi Goreng, Sate, dan 

Gado-Gado telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai hidangan 

lezat. Di forum G20 atau ASEAN, makan malam diplomatik yang menyajikan 

hidangan khas Indonesia dapat menjadi pengalaman budaya yang tak 

terlupakan. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang keramahan, 

tradisi berbagi, dan kekayaan bahan-bahan alami Indonesia. Festival kuliner 

Indonesia di luar negeri, atau partisipasi koki Indonesia dalam acara-acara 

internasional, dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah, 

kaya rasa, dan memiliki warisan kuliner yang mendunia. Melalui kuliner, 

Indonesia dapat membangun jembatan budaya, mempromosikan pariwisata, 

dan bahkan membuka peluang ekonomi (Chen, 2017). 

Secara keseluruhan, penggunaan Batik, Gamelan, dan masakan 

Indonesia sebagai alat soft power di forum-forum internasional seperti G20, 

ASEAN, atau PBB tidak hanya memperkaya pengalaman budaya para delegasi, 

tetapi juga secara halus menyampaikan pesan tentang identitas, nilai-nilai, 

dan potensi Indonesia. Ini adalah strategi yang efektif untuk membangun citra 

positif, meningkatkan pengaruh diplomatik, dan memupuk saling pengertian di 

antara negara-negara. 

Selanjutnya, Diaspora Indonesia, yang terdiri dari jutaan warga negara 

Indonesia dan keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri, merupakan aset 

strategis yang tak ternilai dalam diplomasi budaya. Mereka adalah "duta 

budaya" alami yang hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di 

negara tempat mereka tinggal (Vertovec, 2009). Demikian pula, pusat-pusat 

kebudayaan Indonesia di luar negeri, seperti Pusat Kebudayaan Indonesia 

(Puskin) atau bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI), memainkan peran institusional yang krusial dalam mempromosikan 

dan menyebarkan warisan budaya. 

Peran diaspora dalam menyebarkan warisan budaya sangat beragam. 

Pertama, mereka menjadi jembatan budaya sehari-hari. Melalui kehidupan 

sehari-hari, interaksi sosial, dan perayaan tradisi di komunitas lokal mereka, 
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diaspora secara organik memperkenalkan budaya Indonesia kepada 

masyarakat setempat. Misalnya, seorang ibu rumah tangga Indonesia di 

Amerika Serikat yang mengajarkan resep masakan Indonesia kepada 

tetangganya, atau seorang mahasiswa yang menampilkan tarian daerah dalam 

acara kampus. Kedua, diaspora seringkali membentuk organisasi komunitas 

yang aktif menyelenggarakan acara-acara budaya. Organisasi-organisasi ini 

bisa berupa paguyuban daerah, kelompok seni, atau perkumpulan profesional 

yang secara rutin mengadakan festival budaya, pertunjukan seni, pameran, 

atau kelas bahasa dan seni tradisional. 

Pusat-pusat kebudayaan Indonesia dan KBRI di luar negeri melengkapi 

upaya diaspora dengan menyediakan platform resmi dan dukungan logistik. 

Mereka menyelenggarakan acara-acara berskala besar, menjalin kemitraan 

dengan institusi lokal, dan memfasilitasi pertukaran budaya. Fungsi utama 

mereka adalah sebagai etalase budaya Indonesia, pusat informasi, dan 

koordinator kegiatan budaya. Beberapa contoh program sukses yang 

melibatkan diaspora dan pusat kebudayaan: 

1. Pusat Kebudayaan Indonesia di Den Haag, Belanda (Erasmus 

Huis): Erasmus Huis adalah salah satu pusat kebudayaan Indonesia 

tertua dan paling aktif di Eropa. Berlokasi di kompleks Kedutaan Besar 

Republik Indonesia, lembaga ini secara konsisten menyelenggarakan 

konser musik (termasuk Gamelan), pameran seni rupa, pemutaran 

film, diskusi sastra, dan kelas bahasa Indonesia. Mereka juga 

berkolaborasi dengan museum-museum dan institusi seni di Belanda 

untuk membawa seniman dan budayawan Indonesia ke panggung 

internasional. Keberhasilan Erasmus Huis terletak pada 

konsistensinya dan kemampuannya untuk menjangkau audiens yang 

luas, mulai dari akademisi, seniman, hingga masyarakat umum yang 

tertarik pada budaya Asia Tenggara (Erasmus Huis, n.d.). 

2. Festival Indonesia di Amerika Serikat dan Eropa: Diaspora 

Indonesia di berbagai kota besar seperti New York, Los Angeles, 

London, dan Berlin seringkali menjadi motor penggerak festival 

budaya tahunan. Misalnya, "Festival Indonesia" di Washington D.C. 

yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia 

bekerja sama dengan komunitas diaspora. Festival ini menampilkan 

pertunjukan musik dan tari tradisional, pameran kerajinan, 

demonstrasi kuliner, dan lokakarya interaktif. Acara semacam ini tidak 
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hanya menarik perhatian masyarakat setempat, tetapi juga menjadi 

ajang promosi pariwisata dan investasi (KBRI Washington D.C., n.d.). 

3. Kelas Bahasa dan Seni Tradisional oleh Komunitas Diaspora: 

Banyak komunitas diaspora secara mandiri menyelenggarakan kelas-

kelas untuk mengajarkan bahasa Indonesia, tarian tradisional (seperti 

Tari Saman atau Tari Pendet), atau alat musik (seperti Angklung) 

kepada generasi muda diaspora maupun warga lokal. Contohnya, 

kelompok Gamelan di berbagai universitas di Amerika Serikat dan 

Eropa yang seringkali didirikan atau didukung oleh mahasiswa atau 

akademisi Indonesia. Program-program ini tidak hanya melestarikan 

warisan budaya di kalangan diaspora, tetapi juga memperkenalkan 

budaya Indonesia kepada audiens yang lebih luas secara mendalam 

dan partisipatif (Wong, 2020). 

4. Program "Indonesian Culinary Ambassador": Beberapa KBRI dan 

Konsulat Jenderal Indonesia di luar negeri meluncurkan program yang 

memberdayakan diaspora yang berprofesi sebagai koki atau 

pengusaha kuliner. Mereka didukung untuk mempromosikan 

masakan Indonesia melalui restoran, festival makanan, atau 

demonstrasi memasak. Program ini tidak hanya meningkatkan 

popularitas kuliner Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang 

ekonomi bagi diaspora dan memperkuat citra Indonesia sebagai 

destinasi kuliner (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). 

Peran diaspora dan pusat kebudayaan ini sangat penting karena mereka 

menyediakan medium yang otentik dan berkelanjutan untuk penyebaran 

budaya. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penerima pasif, tetapi juga 

sebagai agen aktif yang menginterpretasikan, mengadaptasi, dan menyajikan 

budaya Indonesia kepada dunia, seringkali dengan sentuhan lokal yang 

membuatnya lebih mudah diterima oleh audiens setempat. Oleh karena itu, 

dukungan pemerintah Indonesia terhadap diaspora dan pusat kebudayaan ini 

melalui pendanaan, pelatihan, dan fasilitasi adalah investasi strategis dalam 

diplomasi budaya jangka panjang. 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNESCO) memainkan peran krusial dalam melindungi dan 

mempromosikan warisan budaya dunia. Salah satu inisiatif utamanya adalah 

penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) atau Intangible Cultural 

Heritage (ICH), yang diatur dalam Konvensi 2003 untuk Perlindungan Warisan 

Budaya Tak Benda. Bagi Indonesia, kerja sama dengan UNESCO dalam 
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penetapan WBTB telah menjadi strategi yang sangat efektif untuk konservasi 

dan promosi budaya Nusantara di tingkat global. 

Proses penetapan WBTB oleh UNESCO adalah prosedur yang ketat dan 

melibatkan beberapa tahapan (UNESCO, 2003): 

1. Identifikasi dan Inventarisasi Nasional: Langkah pertama adalah 

identifikasi dan inventarisasi elemen-elemen warisan budaya tak 

benda yang ada di suatu negara. Ini dilakukan oleh pemerintah 

nasional bekerja sama dengan komunitas, kelompok, dan individu 

yang terkait. Inventarisasi ini harus melibatkan partisipasi aktif dari 

komunitas pemilik warisan tersebut. Indonesia memiliki Daftar 

Nasional WBTB yang komprehensif, yang menjadi dasar untuk 

nominasi ke UNESCO. 

2. Penyusunan Nominasi: Setelah elemen budaya teridentifikasi dan 

diinventarisasi, pemerintah negara pihak menyusun berkas nominasi. 

Berkas ini harus mencakup deskripsi rinci tentang elemen budaya, 

sejarahnya, fungsi sosialnya, signifikansinya bagi komunitas, serta 

bukti partisipasi komunitas dalam proses nominasi. Selain itu, harus 

ada rencana konservasi dan promosi yang jelas yang diajukan oleh 

negara. 

3. Evaluasi oleh Badan Peninjau: Berkas nominasi kemudian dievaluasi 

oleh dua badan peninjau independen yang ditunjuk oleh Komite 

Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda: 

Badan Peninjau (untuk Daftar Representatif) dan Badan Penasihat 

(untuk Daftar Warisan Budaya Tak Benda yang Membutuhkan 

Perlindungan Mendesak). Badan-badan ini memeriksa apakah 

nominasi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Konvensi 2003. 

4. Keputusan Komite Antarpemerintah: Berdasarkan rekomendasi dari 

badan peninjau, Komite Antarpemerintah, yang terdiri dari perwakilan 

negara-negara pihak, membuat keputusan akhir apakah elemen 

budaya tersebut akan dimasukkan ke dalam salah satu dari dua daftar 

UNESCO (Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda 

Kemanusiaan atau Daftar Warisan Budaya Tak Benda yang 

Membutuhkan Perlindungan Mendesak). 

Indonesia telah berhasil mendaftarkan sejumlah elemen budayanya 

sebagai WBTB UNESCO, termasuk Wayang (2003), Keris (2005), Batik (2009), 

Angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken (2012), Tiga Genre Tari Tradisional 

Bali (2015), Pinisi (2017), Tradisi Pencak Silat (2019), Pantun (bersama 
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Malaysia, 2020), Gamelan (2021), dan Jamu (2023). Keberhasilan ini 

menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dan komitmennya terhadap 

perlindungan warisan. 

Status WBTB UNESCO memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, baik 

untuk konservasi maupun promosi: 

1. Peningkatan Kesadaran dan Kebanggaan Nasional: Penetapan oleh 

UNESCO secara signifikan meningkatkan kesadaran publik, baik di 

dalam maupun luar negeri, tentang nilai dan pentingnya warisan 

budaya tersebut. Ini menumbuhkan rasa bangga di kalangan 

masyarakat Indonesia, terutama komunitas pemilik dan praktisi 

budaya, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam 

melestarikan warisan tersebut. Pengakuan internasional memberikan 

legitimasi dan motivasi (Putri & Sari, 2020). 

2. Dukungan Konservasi dan Revitalisasi: Dengan status UNESCO, 

elemen budaya tersebut mendapatkan perhatian dan dukungan yang 

lebih besar untuk upaya konservasi dan revitalisasi. Pemerintah dapat 

mengalokasikan anggaran khusus, mengembangkan program 

pendidikan, dan memfasilitasi transmisi pengetahuan dari generasi 

tua ke muda. Status ini juga membuka peluang untuk mendapatkan 

dukungan teknis dan finansial dari UNESCO atau lembaga 

internasional lainnya untuk proyek-proyek pelestarian. Misalnya, 

setelah Gamelan ditetapkan, pemerintah Indonesia dan berbagai 

komunitas Gamelan di seluruh dunia mendapatkan momentum baru 

untuk mengembangkan program pendidikan dan pertukaran 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). 

3. Promosi Pariwisata Budaya: WBTB UNESCO menjadi daya tarik 

pariwisata budaya yang kuat. Wisatawan internasional seringkali 

mencari pengalaman budaya yang otentik dan diakui secara global. 

Promosi yang efektif dapat mengarahkan wisatawan untuk 

mengunjungi daerah-daerah di mana warisan tersebut dipraktikkan, 

seperti sentra Batik di Jawa, desa-desa adat yang melestarikan Tari 

Saman, atau sanggar-sanggar Gamelan. Ini tidak hanya meningkatkan 

pendapatan pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi 

langsung kepada komunitas lokal yang terlibat dalam pelestarian 

budaya (Wijaya & Santoso, 2019). 

4. Penguatan Diplomasi Budaya: Status WBTB memberikan amunisi 

yang kuat bagi diplomasi budaya Indonesia. Setiap elemen yang diakui 
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UNESCO adalah "kartu nama" budaya yang dapat diperkenalkan di 

berbagai forum internasional. Ini mempermudah Indonesia untuk 

menyelenggarakan pameran, pertunjukan, atau lokakarya budaya di 

luar negeri, menarik perhatian media internasional, dan memperkuat 

citra Indonesia sebagai negara yang kaya budaya dan berkomitmen 

pada pelestarian warisan global. Ini juga memfasilitasi kerja sama 

bilateral dan multilateral dalam bidang kebudayaan. 

5. Perlindungan Hukum dan Kekayaan Intelektual: Meskipun 

UNESCO tidak secara langsung memberikan perlindungan hak cipta, 

status WBTB dapat memperkuat argumentasi hukum nasional dan 

internasional terkait perlindungan kekayaan intelektual komunal dan 

pencegahan apropriasi budaya. Pengakuan global menempatkan 

warisan tersebut dalam sorotan, membuatnya lebih sulit untuk 

diklaim atau dieksploitasi tanpa izin dan penghargaan yang 

semestinya kepada komunitas pemilik (Supriyadi, 2018). 

Singkatnya, kerja sama dengan UNESCO dalam penetapan WBTB adalah 

strategi multi-dimensi yang tidak hanya menjamin kelestarian warisan budaya 

tak benda Indonesia, tetapi juga secara efektif mempromosikannya di kancah 

global, memperkuat identitas nasional, dan mendukung tujuan diplomasi 

budaya yang lebih luas. 

 

B. Memanfaatkan Teknologi Digital (Metaverse/NFT) untuk 

Memperkenalkan Budaya 

Era digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan informasi, 

seni, dan budaya. Perkembangan teknologi seperti Metaverse, Augmented 

Reality (AR), Virtual Reality (VR), serta Non-Fungible Token (NFT) membuka 

peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperkenalkan, 

melestarikan, sekaligus memonetisasi budaya Nusantara kepada audiens 

global (Castells, 2010). Pemanfaatan teknologi ini tidak semata-mata 

bertujuan mengikuti tren digital, melainkan berorientasi pada penciptaan 

pengalaman budaya yang imersif, interaktif, dan inklusif. Melalui pendekatan 

tersebut, budaya dapat menjangkau generasi baru serta melampaui batas-

batas geografis dan fisik. Oleh karena itu, bagian ini mengeksplorasi potensi 

Metaverse dan AR/VR, peran NFT dalam perlindungan kekayaan intelektual, 

serta berbagai tantangan etika digital yang menyertainya. 

Konsep Digital Heritage merujuk pada upaya pelestarian warisan budaya 

melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini mencakup proses 
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digitalisasi artefak fisik, situs sejarah, dokumen, serta praktik budaya tak 

benda ke dalam format digital yang dapat diakses, disimpan, dan 

dipresentasikan secara virtual (Cameron & Kenderdine, 2007). Tujuan 

utamanya adalah mendokumentasikan dan menyebarluaskan warisan budaya 

kepada audiens yang lebih luas, khususnya ketika warisan fisik tersebut rentan 

terhadap kerusakan, keterbatasan akses, atau ancaman kepunahan. Dalam 

konteks ini, teknologi digital berfungsi tidak hanya sebagai media 

dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana transmisi nilai budaya lintas generasi. 

Salah satu platform yang menawarkan potensi besar bagi digital heritage 

adalah Metaverse, yaitu dunia virtual tiga dimensi yang imersif dan persisten, 

tempat pengguna dapat berinteraksi dengan objek digital maupun sesama 

pengguna melalui avatar (Mystakidis, 2022). Metaverse menghadirkan ruang 

baru untuk merepresentasikan dan menghidupkan kembali warisan budaya, 

terutama melalui replikasi situs sejarah dan penciptaan museum virtual. 

Melalui proses virtualisasi, situs-situs sejarah Indonesia seperti Candi 

Borobudur, Candi Prambanan, atau kompleks Keraton Yogyakarta dapat 

direkonstruksi secara detail di dalam Metaverse. Dengan teknologi 

pemindaian tiga dimensi, seperti fotogrametri dan LiDAR, elemen arsitektur, 

relief, hingga tekstur material dapat direplikasi dengan tingkat akurasi tinggi. 

Pengguna dari berbagai belahan dunia dapat “mengunjungi” situs-situs 

tersebut tanpa terkendala jarak atau kondisi fisik. Selain menjelajahi ruang 

secara bebas, mereka juga dapat mengakses informasi interaktif mengenai 

sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap elemen, atau mengikuti tur 

berpemandu virtual. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi individu dengan 

keterbatasan fisik maupun geografis yang sulit mengakses lokasi aslinya. 

Selain replikasi situs sejarah, Metaverse juga memungkinkan 

pengembangan museum virtual interaktif yang tidak terikat oleh batasan ruang 

fisik. Museum virtual dapat mengintegrasikan koleksi artefak Indonesia yang 

tersebar di berbagai museum dunia, bahkan merekonstruksi artefak yang telah 

rusak atau hilang. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan objek tiga 

dimensi, memutarnya dari berbagai sudut, membaca deskripsi multibahasa, 

serta mengakses konten audiovisual yang menjelaskan konteks budaya 

artefak tersebut. Tingkat interaktivitas ini melampaui pengalaman museum 

konvensional dan memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai minat 

pengunjung (Antoniou & Lepouras, 2021). Sebagai contoh, koleksi keris dari 

berbagai daerah dapat ditampilkan dalam format 3D interaktif, lengkap 

dengan penjelasan mengenai dapur, pamor, dan filosofi yang menyertainya. 
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Di samping Metaverse, teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented 

Reality (AR) juga memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman 

budaya yang imersif. VR memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya “masuk” 

ke dalam lingkungan virtual, sementara AR memperkaya dunia fisik dengan 

lapisan informasi digital. 

Dalam konteks seni pertunjukan, VR dapat digunakan untuk 

menghadirkan pengalaman tarian tradisional secara imersif. Pengguna, 

misalnya, dapat merasakan seolah-olah berada di tengah pertunjukan Tari 

Saman di Aceh, menyaksikan secara dekat koordinasi gerak dan ritme tepukan 

tangan para penari. Pengalaman serupa juga dapat diterapkan pada tari 

Barong di Bali, di mana pengguna tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga 

dapat mencoba mengikuti gerakan dasar melalui sistem kontrol gerak. Aplikasi 

VR semacam ini tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai 

media edukasi yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap gerak, 

kostum, musik, dan konteks ritual seni tradisional (Han & Ma, 2020). 

Sementara itu, AR berperan dalam memperkaya pengalaman budaya di 

ruang fisik. Di situs seperti Candi Borobudur, aplikasi AR dapat menampilkan 

rekonstruksi bagian candi yang telah rusak atau menghadirkan avatar tokoh 

historis yang menjelaskan makna relief dan filosofi Buddhisme. Di museum, 

AR memungkinkan artefak “hidup kembali” melalui animasi, video, atau narasi 

interaktif ketika pengunjung mengarahkan kamera ponsel ke objek tertentu 

(Billinghurst et al., 2015). Lebih jauh lagi, AR juga membuka peluang 

pembelajaran seni tradisional di rumah, misalnya melalui proyeksi pola Batik 

ke atas kain kosong atau kehadiran instruktur tari virtual yang dapat diikuti 

secara real-time. Dengan demikian, AR berkontribusi pada demokratisasi 

akses pendidikan seni dan perluasan praktik budaya di luar ruang formal. 

Secara keseluruhan, pemanfaatan Metaverse, AR, dan VR tidak hanya 

meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas budaya Nusantara, tetapi juga 

menciptakan mekanisme baru untuk pelestarian dan transmisi warisan 

budaya kepada generasi masa depan, baik di tingkat nasional maupun global. 

Selain pengalaman imersif, aspek ekonomi dan perlindungan kekayaan 

intelektual juga menjadi perhatian penting dalam transformasi budaya digital. 

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital unik yang tercatat di dalam 

blockchain—buku besar terdesentralisasi yang bersifat transparan dan tidak 

dapat diubah (Wang et al., 2021). Setiap NFT memiliki identitas dan 

kepemilikan yang terverifikasi, sehingga berpotensi besar untuk 

merepresentasikan kepemilikan karya seni dan budaya digital. 
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Dalam konteks budaya Nusantara, NFT menawarkan peluang baru untuk 

monetisasi karya seni tradisional. Karya seperti ukiran Asmat, lukisan 

Kamasan, tenun ikat Sumba, atau topeng kayu Bali memiliki nilai artistik dan 

simbolik yang tinggi, namun sering kali terbatas pada pasar lokal atau galeri 

fisik. Melalui NFT, karya-karya tersebut dapat didigitalkan—dalam bentuk 

gambar resolusi tinggi, model 3D, atau dokumentasi video—dan dipasarkan ke 

pasar global. Hal ini tidak hanya meningkatkan visibilitas internasional, tetapi 

juga berpotensi menaikkan nilai ekonomi karya tersebut (Choi, 2021). 

NFT juga memungkinkan penciptaan aliran pendapatan baru melalui 

penjualan edisi digital karya seni tanpa mengurangi nilai karya fisik aslinya. 

Sebagai contoh, sebuah ukiran Toraja dapat tetap disimpan di museum, 

sementara versi digitalnya dijual sebagai NFT edisi terbatas. Selain itu, NFT 

dapat dimanfaatkan untuk mikro-monetisasi dan crowdfunding budaya, 

seperti pendanaan revitalisasi tari tradisional atau pelestarian motif Batik 

tertentu. Model ini menciptakan mekanisme dukungan yang transparan dan 

partisipatif. 

Keunggulan utama NFT terletak pada kemampuannya mengintegrasikan 

sistem royalti otomatis melalui smart contract. Setiap kali NFT dijual kembali 

di pasar sekunder, persentase tertentu dari transaksi dapat secara otomatis 

dialokasikan kepada seniman atau komunitas asal. Mekanisme ini menjawab 

persoalan lama dalam ekosistem seni tradisional, di mana pencipta sering kali 

tidak memperoleh manfaat dari peningkatan nilai karya di masa depan (Finley, 

2021). Transparansi blockchain juga memastikan ketertelusuran asal-usul 

karya dan aliran dana, sekaligus memberdayakan komunitas adat untuk 

memperoleh manfaat ekonomi berkelanjutan dari warisan budaya mereka 

(Johnson & Smith, 2022). 

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam kebudayaan 

tidak terlepas dari tantangan etika yang kompleks. Isu otentisitas, digital 

colonization, serta hak cipta dalam ekosistem blockchain menjadi perhatian 

utama. Representasi digital harus akurat dan menghormati konteks budaya 

aslinya, serta melibatkan komunitas pemilik dalam proses kurasi dan 

interpretasi. Selain itu, terdapat risiko apropriasi budaya dan dominasi narasi 

oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya teknologi lebih besar (Couldry & 

Mejias, 2019). 

Tantangan lain muncul pada aspek kekayaan intelektual, terutama karena 

banyak warisan budaya bersifat komunal dan tidak sepenuhnya selaras 

dengan sistem hak cipta modern yang berorientasi individual (Lemley, 2021). 
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Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum, teknis, dan etika yang adaptif, 

termasuk pengaturan lisensi, pencegahan pelanggaran hak cipta, serta 

perlindungan pengetahuan tradisional yang sensitif. 

Menghadapi kompleksitas tersebut, pendekatan multi-pihak menjadi 

krusial. Pemerintah, komunitas adat, seniman, akademisi, dan pakar teknologi 

perlu berkolaborasi dalam merumuskan pedoman etika, kebijakan, dan 

program literasi digital. Dengan demikian, komunitas budaya tidak hanya 

menjadi objek digitalisasi, tetapi berperan sebagai subjek aktif dalam 

membentuk masa depan proyeksi budaya digital Nusantara. 

 

C. Rekomendasi Aksi Nyata untuk Membangun Kebanggaan terhadap 

Warisan Lokal 

Proyeksi budaya Nusantara di kancah global tidak akan berkelanjutan 

tanpa fondasi yang kuat di tingkat domestik. Kebanggaan dan keterikatan 

masyarakat Indonesia terhadap warisan lokal—terutama di kalangan generasi 

muda—merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan, vitalitas, dan 

transmisi budaya lintas generasi. Tanpa akar yang kokoh di dalam negeri, 

diplomasi budaya dan eksposur global berisiko menjadi simbolik dan dangkal. 

Oleh karena itu, bagian ini mengusulkan serangkaian rekomendasi aksi nyata 

yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu kebijakan pendidikan, peran sektor 

swasta, dan seruan aksi komunal, sebagai strategi penguatan budaya dari 

dalam ke luar. 

Pendidikan merupakan tulang punggung pembentukan karakter dan 

identitas bangsa. Kurikulum pendidikan nasional memiliki peran strategis 

dalam menanamkan kecintaan, pemahaman, dan keterampilan praktis terkait 

warisan budaya lokal sejak usia dini. Namun, dalam praktiknya, pendidikan 

budaya masih cenderung bersifat teoritis dan kurang memberikan 

pengalaman langsung yang bermakna. Untuk menjawab tantangan tersebut, 

diperlukan perubahan konkret dan sistematis pada kurikulum pendidikan dari 

tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Pertama, integrasi budaya lokal dalam mata pelajaran inti perlu dilakukan 

secara lintas disiplin. Budaya tidak seharusnya diposisikan sebagai mata 

pelajaran pelengkap, melainkan sebagai sumber belajar yang kontekstual 

dalam Bahasa Indonesia, Sejarah, Seni Budaya, bahkan Matematika dan 

Sains. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, misalnya, siswa dapat 

menganalisis cerita rakyat, puisi daerah, atau pantun tradisional. Pada mata 

pelajaran Sejarah, penekanan tidak hanya diberikan pada narasi nasional, 
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tetapi juga sejarah lokal dan peran tokoh-tokoh budaya daerah. Dalam Seni 

Budaya, porsi praktik seni tradisional—seperti musik, tari, dan kriya—perlu 

ditingkatkan secara signifikan. Bahkan dalam Matematika, pola geometris 

pada batik atau arsitektur tradisional dapat dijadikan konteks pembelajaran, 

sementara dalam Sains, siswa dapat mempelajari kearifan lokal dalam 

pengobatan herbal atau sistem pertanian berkelanjutan (Suryani & Wibowo, 

2020). 

Kedua, wajib kunjungan ke situs budaya dan sejarah lokal perlu dijadikan 

bagian integral dari kurikulum. Kunjungan ini tidak sekadar bersifat rekreatif, 

melainkan dirancang sebagai pengalaman belajar terstruktur yang dilengkapi 

dengan kegiatan pra-kunjungan dan pasca-kunjungan. Setiap sekolah dapat 

diwajibkan untuk melaksanakan minimal satu kunjungan ke situs budaya 

lokal—seperti candi, keraton, rumah adat, museum daerah, atau sentra 

kerajinan—dalam setiap semester. Kegiatan ini disertai dengan panduan 

pembelajaran, lembar kerja, diskusi reflektif, serta proyek kreatif yang 

terinspirasi dari pengalaman lapangan. Pendekatan ini terbukti memberikan 

dampak pembelajaran yang lebih mendalam dibandingkan pembelajaran 

berbasis teks semata (Hasan & Rahman, 2018). 

Ketiga, praktik seni dan kerajinan tradisional secara reguler perlu 

mendapatkan alokasi waktu khusus dalam kurikulum. Pembelajaran 

disesuaikan dengan konteks budaya daerah masing-masing, seperti membatik 

dan gamelan di Jawa, menenun dan tari daerah di Sumatera, atau ukiran dan 

tarian Dayak di Kalimantan. Idealnya, pembelajaran tidak hanya dilakukan 

oleh guru sekolah, tetapi juga melibatkan praktisi budaya dan seniman lokal 

sebagai instruktur tamu. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan 

keterampilan teknis siswa, tetapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap 

proses kreatif dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam seni tradisional 

(Dewi & Putra, 2019). 

Keempat, pengembangan proyek berbasis komunitas dan kemitraan 

budaya perlu didorong secara sistematis. Sekolah dapat menjalin kerja sama 

dengan komunitas adat, sanggar seni, atau tokoh budaya setempat. Melalui 

proyek kolaboratif—seperti pendokumentasian cerita rakyat, revitalisasi 

rumah adat, atau partisipasi dalam festival lokal—siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang otentik, menumbuhkan rasa memiliki, serta 

membangun relasi langsung dengan para penjaga warisan budaya (Widyawati 

& Nugroho, 2021). 
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Kelima, pengembangan materi ajar digital interaktif menjadi langkah 

strategis untuk menjembatani budaya dan teknologi. Pemanfaatan AR/VR, e-

book interaktif, serta gim edukasi berbasis budaya dapat meningkatkan daya 

tarik pembelajaran budaya bagi generasi digital. Dalam hal ini, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dapat berkolaborasi dengan pengembang 

teknologi untuk menciptakan platform nasional berisi konten budaya lokal 

yang terkurasi dan dapat diakses secara merata oleh seluruh sekolah. 

Keseluruhan perubahan kurikulum ini harus didukung oleh pelatihan guru 

yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta alokasi 

anggaran yang proporsional. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis 

praktik, pendidikan dapat menjadi motor utama dalam menumbuhkan 

kebanggaan generasi muda terhadap budaya lokal, sekaligus memperkuat 

identitas nasional Indonesia di tingkat global. 

Selain pendidikan, sektor swasta memiliki potensi besar sebagai mitra 

strategis dalam pelestarian dan revitalisasi budaya. Kontribusi sektor swasta 

tidak hanya terbatas pada dukungan finansial, tetapi juga mencakup keahlian 

manajerial, inovasi, dan jejaring global. Untuk mendorong keterlibatan yang 

lebih luas, pemerintah perlu merancang kerangka insentif yang jelas dan 

mekanisme kemitraan yang terstruktur. 

Salah satu pendekatan utama adalah pemberian insentif pajak untuk 

investasi budaya. Pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak (tax 

deductions) bagi perusahaan yang mendanai restorasi situs sejarah, 

pembangunan pusat kebudayaan, atau program edukasi seni tradisional. 

Selain itu, skema kredit pajak (tax credits) dapat diterapkan untuk investasi 

tertentu, seperti revitalisasi seni tradisional yang terancam punah atau 

pengembangan teknologi digital heritage (Kementerian Keuangan RI, 2023). 

Bagi perusahaan di sektor industri kreatif berbasis budaya, pengecualian pajak 

sementara atas keuntungan atau royalti juga dapat menjadi insentif yang 

efektif. 

Di samping itu, mekanisme CSR berbasis budaya perlu dirancang secara 

lebih terarah. Pemerintah dapat menerbitkan panduan nasional CSR budaya 

yang mencakup area fokus, indikator keberhasilan, dan standar pelaporan. 

Program “Adopt-a-Culture” menjadi salah satu model yang menjanjikan, di 

mana perusahaan mengadopsi komunitas budaya tertentu—misalnya 

komunitas pembatik atau penenun—dan memberikan dukungan pelatihan, 

akses pasar, serta pendampingan berkelanjutan (Prasetyo & Wijaya, 2022). 
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Kemitraan publik-swasta juga dapat difasilitasi untuk proyek budaya 

berskala besar, seperti pembangunan museum modern, kawasan wisata 

budaya terpadu, atau program beasiswa seni dan budaya. Untuk memperkuat 

insentif non-finansial, pemerintah dapat memberikan penghargaan nasional 

bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam pelestarian 

budaya. Praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh Djarum Bakti Budaya, 

Bank Indonesia, maupun CSR perusahaan di wilayah adat menunjukkan 

bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan dampak 

budaya yang signifikan. 

Penguatan budaya tidak dapat bergantung sepenuhnya pada kebijakan 

negara dan dukungan korporasi. Kebanggaan terhadap warisan lokal harus 

tumbuh dari tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Tanpa partisipasi akar 

rumput, pelestarian budaya berisiko kehilangan relevansi sosial. Oleh karena 

itu, diperlukan seruan aksi komunal yang konkret, mudah diimplementasikan, 

dan berkelanjutan. 

Gerakan “Speak Local” menjadi langkah strategis dalam revitalisasi 

bahasa daerah. Individu didorong untuk menggunakan bahasa daerah dalam 

percakapan sehari-hari, dimulai dari ungkapan sederhana. Di tingkat keluarga, 

orang tua berperan penting dalam mentransmisikan bahasa daerah kepada 

anak-anak melalui cerita rakyat, lagu, dan aktivitas keseharian. Sementara itu, 

komunitas dapat menyelenggarakan kelas bahasa daerah, klub percakapan, 

serta produksi konten media lokal berbasis bahasa daerah untuk mengurangi 

stigma dan meningkatkan kebanggaan linguistik (Putra & Lestari, 2021). 

Selanjutnya, gerakan “Buy Local Motif” menekankan pentingnya dukungan 

terhadap produk berbasis budaya lokal. Individu dan keluarga didorong untuk 

memprioritaskan penggunaan batik, tenun, dan kerajinan lokal, sekaligus 

memahami nilai dan makna di balik motif tersebut. Di tingkat komunitas dan 

pemerintah daerah, penyelenggaraan pasar budaya, pameran rutin, serta 

pelatihan pengrajin menjadi strategi penting untuk memperkuat ekosistem 

ekonomi budaya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). 

Praktik kearifan lokal juga dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-

hari melalui nilai gotong royong, musyawarah, dan harmoni dengan alam. 

Individu dan keluarga dapat menerapkannya melalui kerja bakti, pengelolaan 

sampah, atau penanaman tanaman obat keluarga. Komunitas dapat 

menghidupkan kembali tradisi kolektif seperti festival panen, sistem 

pengelolaan air tradisional, dan forum lintas generasi untuk transfer 

pengetahuan. 
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Di era digital, literasi budaya digital menjadi pelengkap penting dari aksi 

komunal. Individu dan komunitas didorong untuk mengonsumsi, 

memproduksi, dan membagikan konten budaya lokal secara otentik melalui 

platform digital. Lokakarya literasi digital bagi seniman dan praktisi budaya 

dapat memperkuat posisi komunitas sebagai produsen, bukan sekadar objek, 

dalam ekosistem budaya digital. 

Secara keseluruhan, seruan aksi komunal ini bertujuan membangun 

ekosistem budaya yang hidup dari bawah ke atas. Dengan mempraktikkan 

kearifan lokal dalam skala mikro, individu dan keluarga berperan sebagai agen 

perubahan yang memperkuat fondasi budaya bangsa, sekaligus memastikan 

bahwa warisan Nusantara tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di era 

global. 

 

Kesimpulan 

Proyeksi budaya Nusantara di era global merupakan sebuah keniscayaan 

sekaligus peluang emas bagi Indonesia untuk menegaskan identitasnya, 

membangun pengaruh diplomatik, dan berkontribusi pada peradaban dunia. 

Bab ini telah menguraikan strategi komprehensif yang melibatkan tiga pilar 

utama: diplomasi budaya yang cerdas, pemanfaatan teknologi digital yang 

inovatif, dan penguatan kebanggaan lokal melalui aksi nyata. Konsep soft 

power melalui Batik, Gamelan, dan kuliner, didukung oleh peran krusial 

diaspora dan pengakuan UNESCO, menjadi fondasi diplomasi yang efektif. 

Sementara itu, teknologi seperti Metaverse, AR/VR, dan NFT menawarkan jalur 

baru untuk melestarikan, memperkenalkan, dan memonetisasi warisan 

budaya secara imersif dan adil, meskipun tantangan etika digital harus diatasi 

dengan bijaksana. Terakhir, fondasi kebanggaan lokal yang kokoh, yang 

dibangun melalui kebijakan pendidikan yang adaptif, investasi sektor swasta 

yang terarah, dan seruan aksi komunal untuk mempraktikkan kearifan lokal 

dalam kehidupan sehari-hari, adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan 

proyeksi budaya ini. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini secara 

holistik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproyeksikan kekayaan 

budayanya ke seluruh penjuru dunia, tetapi juga akan memperkuat identitas 

nasional, memupuk persatuan, dan pada akhirnya, menciptakan masa depan 

yang lebih berbudaya dan berdaya saing di kancah global. 
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